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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wh,

Alhamdulillahirobil'slamin, segala puji penulis panjatkan kepada Allah SWT
yvang telah memberkan raklunat, taofik, hidayah, karupia dan himbingan-Nya
kepada penulis, sehingga diberikan kesshatan dan kesempatan untuk dapat
menyelesaikan penulisan fesis ini. Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi salab
saty gyarat untuk memperoleh gelar Magister di bidang ilmu bukum pada Program
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI}. Penulis menyadari
bahwa meskipon tesis ini ditulis dengan segala usaba dan kemampuan, namun tesis
ini dirasa masih japh dari kesempurnaan, Hal ini disebsbkan antara lain karena
ketorbatasan kemamspuan dam  pengetabuan  penulis. Namua demikian, penulis
sangat berhavap penulisan fesis ini dapat memberikan sedikit sumbangan bagi
pertkembangan hukum dan pengetahuan tentang Mahkamah Kenstitusi di Indonesia,
khususnya yang berkaitan perkembangan peraturan di bidang Pengurusan Piutang di
Indonesia.

Dalam tolisan tesis ini, penulis mengambil judul! Peranan  Mahkamah
Konstitusi Dalam Pengujian Materlil Atas Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor
49 Prp. Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara Terhadap Pasal 28
Horuf I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tabun 1945.
Ketertarikan penulis terhadap judul ini  dikarenakan adanya putusan Mahkamsh
Konstitusi Nomor 023/PUU-IV/2006, mengenal permohonan penguiian materiil atas
ketentean fersebut di atas vang diajukan oleh Para Advokad/Pengacars, berkaitan
dengan salah satu ketentuan yang mendukung tugas pokok pada kantor tempat penulis
bekeria.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasibh sedalam-

dalamnya dengan sangat tulug kepada pihak-pihak yang selama penulisan tesis ini,
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bahkan selama masa perkuliahan telah banyak vang berjasa membante memberikan

pelajaran, pengetahuan, dorongan dan menyambangkan pikiran-pikirannya, serta

berbagai bentuk masukan lainnya, yaitu kepada:

1.

Yang Amat Terpelajar Prof. Dr. Satys Arinanto, $.H., M.H,, terimakasih atas
kesediaan dan kesabarannya menjadi Pembimbing, yang selalu memberikan
bimbingan, motivasi fanpa kepal lelah kepada penulis uatuk segers
menyelesaikan tulisan ind dan juga telah menyediaken waktunya disela-sela
kesibukannya, yang dengan tulus membantu penulis dalam berkonsultasi lewat
telepon, lewat Short Massage System (SMS) dan selalu tetap menyarankan
terbadap kualitas penulisan, sehingga penulisan tesis ind dapat tersclesaikan dan
vang paling penting lesis ini selesal tepat pada waktunya, Disamping ity
terimakasih atas pelajaran ysng diberikannya selama kuliah yazitu berkaiten
dengan Mata Kulizh Politik Tlukum, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum

di Indonesta dan Peradilan Tata Negara.

Para Pengnjt, vaitu:

a. Yang Amat Terpelajar Prof. Dr. Harun Alrasyid, S.H., M.H., yang sekalipus
juga memberikan pelajaran pada Mata Kuliah Teoti dan Hukum Konstitusi;

b. Bapak Adolf Warouw, SH., LLM, vang sekaligos juga memberikan
pelajaran pada Mata Kuoliah Hukam Internasional pada saat penulis kuliah
Strata 1 di FHUI dan schagal mantan Kepada Badan di Badan Urusan
Piutang dan Lelang Negara tempat penulis bekerja.

terina kasib atas kesedizarmya untuk meluangkan waktu dalam menguji sidang

tesis.

Para Guru Besar/Pengajar Program Pascasarjana Magister Hukum Fakulias

Hukum Universitas Indonesia (FHUT), yaifu:

a. Yang Amat Terpelajar Prof. Dr. Bhenyamin Hoesgein $.H., M.H., yang
selarna kuliah memberikan pelajaran pada Mata Kuliah Hukum Pemerintahan
Daerah dan Teori dan Hukom Adminisirasi Negara;

b. Yang Amat Tempelajar Prof. Dr. Valerine JLK SH, MA, yang
memberikan pelajaran pada Mata Kuliah Metode Penclitian Hukum;
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¢. Yang Amat Terpelajar Prof. Dr. Jimly Asshidigie, S.H., M.H,, yang sempat
memberikan kulizh singkat pada Mata Kuliah Peradilan Tats Negara;

d. Yang Amat Terpelajar Prof. Safri Nugraha, S.H.,, LLM., PhD., vyang
memberikan pelajaran pada Mata Kuliah Birokrasi dan Good (Governance;

é. Yang Amat Terpelajar Prof. Dr. Maria Farida Indrati 8., $.H,, M.H,, yang
memberikan pelajaran pada Mata Kuliah Teori dan Perancangan Perundang-
undangan;

f. Yang Amat Terpelajer Prof Dr Asifin P. Soeria Atmadja, SH., yang
memberikan pelajaran pada Mata Kuliah Hukum Keuangan Publiks

g Yang Amat Terpelajar Prof. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., yang memberikan
pelajaran pada Mata Kuliah Partai Politik dan Pemilu;

b. Yapg Amat Terpelajar Prof. Dr. Ramly Hutabarat, S.H., M.Hum., vang
memberikan pelaiaran pada Mata Kuliah Perbandingan Konstitusi;

i, Ibu Dr Juftina Rizal, S H., M H, yang selama kuliah memberikan pelajaran
pada Mata Kuliah Sosiclogi Hukum dan Filsafat Hulum;

j. Bapak Dr. Supandi, §.H., MH., yang memberikan pelajarsn pada Mata
Kuliah Peradilan Administrasi Negara;

k. Ibu Sri Mamudji, S.H., M.Law.Lib., yang memberikan pelajaran pada Mata
Kuliah Penulisan lhmish;

L. Bapak Dr. Deny Sugone MLA,, yang memberikan pelajaran pada Mata Kuoliah
Penulisan Imiah;

m. Bapak Dr. Tjip Ismail, S H,, yang memberikan pelajaran pada Mats Kuliah
Hukum Pajak;

i, Bapak Dian Puji Simatopang S.H., M.H,, yang sempat memberikan pelajaran
pada Mata Kuliah Hokum Keuangan Publik;

Yang Amat Terpelajar Prof. Dr. Rosa Agustina S.H., M.H., Ibu Ratith Lestarini

S.H., M.H, Ibu Dr. Norul Elmiyah 5 H, M.H,, Tou Melda Kamil Ariadno S.H,,

LI.M, sebagai Penaschat Akademik selama penulis menempub pendidikan di

Program Pascasatjana Magister }%akum FHUI, terima kasih alas segala naschat

dan himbingannya.
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5.

Para stal administrasi di Sekretariat Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Indonesia, terimakasih atas kedasamanya yang tidak bosan-bosan

untuk memberikan informasi, kabar, pelayanan yang tulus dan  baik tanpa

pamrib kepada pepulis dan feman-teman sekelas.
Bapak, Ibu, pejabat Eselor I, Eselon I, dan Eselon IV pada Direktorat Jenderal
Kekaysan Megara, Departemen Keuangan R, sclaku atasan di tempat peouhis

berkerja, yang ielah memberikan dorongan dan semangat uniuk melanjutkan

pendidikan, yaitu:

3.

Bapak Drs. Busrord, M.Soc.8c., mantan Kepala Kantor Wilaysh (Kanwil) i
Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DIPLN) Jakarts, sekaligus
manfan Kepala Kaowil VI Direktorat Jenderal Kekayaan Negara {(DJKN)
Serang;

Bapak H. R. Rahadiyanto, S.H., M.M., mantan Kepala Kanwil VII DIEKN
Jakarta, yang lelah memberikan ijin tertulis pada saat penulis memulal
melanjutkan kuliah;

Bapak Sunaryo, 5.1, mantan Kepala Kanwil VI DJKN Serang;

Bapak Dr. Bambang §. Marsoem, Direkinr Hukum das Informasi, DIKN;
Bapak H. Azuwan Bachtiar, §.H., mantan Kepala Bidang Lelang pada
Kanwil VII DIKN Jakarta, yang dari awal kuliah hingpz sckarang selals
menyarankan agar kuliah jangan sampat terputus ditengah jalan;

Ibu Dr. Purpama T. Sianturi, S.H., M. Hum., Kepala Subdit Bantuan Hekum
pada Direktorat Hukum dan Informasi DIKN, selaku atasan langsung peaulis
pada saat penulisan tesis ini dibuaf, yang selalv mengingatkan, "cepat
selesaikan kuliahmu biar cepat diterapkan ilmumu dalam pekerjaan, sayang
kalao harus bayar uang kuliah lagi";

Ibu Rus Sulistiaty, S.E., mantan Kepala Bidang Ielang pada Kanwil il
DIPLN Iakaria,;

Bapak H, Husbi, $.H., M.M., mantan Kepala Bidang Lelang pada Kanwil 1
DIPLN, sekaligns mantan Kepala Bidang Hukum dan Informasi Kanwil VI
DJKN Serang;
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. Ibu Ida Noviant, S8.H., M.H,, mantan Kepala Bidang Hukum dan Informasi
Kanwil VII DJKN Fakarta;

J- Ibu Eris Eka Sundari, §.H., mantan Kepala Seksi Bimbingan Lelang pada
Kanwil VII DIKN Jakarta;

k. Bapak Kesatria Purba, S.E., M.81., mantan Kepala Seksi Bimbingan Lelang
pada Kanwil I DIPLN Jakarta;

I Tou Leny Murtipingrum, S.H., Kepala Seksi Bantsan Hukum T pada Subdit
Bantuan Hukum, Direktorat Hukum dan Informasi DIKN, selaku atasan
langsung penolis pada saat penulisan tesis ini dibuat;

m. Bapak Sumarsono, S.H., Kepala Scksi Bastsan Hukum @I pada Subdit
Bantuan Hukum, Direktorat Hukum dan Informasi DIKN, selaku atasan
Iangsung ponulis pada saat penulisan tesis ini dibuat;

n. Ibu Yuliati DPH, SH., Kepala Seksi Banptwan Hukum ¥ pada Subdit
Bantuan Hukum, Direktorat Hukom dan Informasi DIKN, selaku atasan
Iangsung penulis pada saat penulisan tesis ind dibuat;

o. Ibu Azizah Yuniarti, 8.H., Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Direktorat Hukum
dan Informasi DIKMN;

p. Bapak Ramli Simbolor, 8.H., mantan Kepaia Scksi Bantuan Hukum pada
Bidang Hokum dan Informasi Kanwil VI DIKN Serang;

q. Ibu Agpes Rima Dwinggowati, S.Sos., manian Kepala Seksi Verifikasi
Bidang Hukumn dan Informasi Kanwil VIDIKN Scrang;

r. Ibu lLaila Cheirani, S.H., mantan Kepala Scksi Bimbingan Lelang pada
Kanwil VIE DIKN Jakarta;

terims kasih karena telah memberikan #jin dan kelonggaran wakty sehingga

kuliah dan penyusunan iesis ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Sahabat-sahabatke vang selale mendukung dan memotivasi kulishko yaitu Lia

Sahara Nasution {Lia), Farilla Darmadi (Ella), Rachmatunnisya’ (Icha), Sandra

Monica {Sandra).

Teman-teman kampus Angkatan 2007 Program Pascasarjana FHUL jurusan

Hukum Tata Negara yaitu Ferdinandus Setu, Siswantana Pulri Rahmantika,
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Handoyo Prihatanto, Ulfiandri, Roberia, Bisman Bachtiar, Bayu Dwi Anggono,
dan teman-temnan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

9. Teman-teman kantor di Serang maupun di Jakarta antara lain yaitu Zezen, Hing
Saidah, Erwin L Sitamorang, Ambi Gultom, Babhrshmat Stmamora, Marlyn
Tupamahu dan teman-teman yang tidsk bisa saya sebutkan satu persatu.

10. Pak Medi (Alm} yang semasa hidupnya dengan setia setiap hari mengantar dan
menunggu penulis selama berfugas di Kanwil VI DJKN Serang, kemudian
sepulang bekerje melanjutkan mengantar kulizh ke Kampus Universitas
Indonesia di Salemba Jakarta selama lebih dari satu semester sebelum penulis
pindah tugas kembali ke Jakarta,

11. Orang-orang terdekat penulis yang telah memberikan pengarub dan dukungan
penting dalam kehidupan penulis, yaitu Tbunda tercinta Mudjayznah, Kakakkn
Mas All Ja'far dan Mbak Kovimah Winarti, Mas Tauhid dan Mbak Sri Kundari,
juga keponakan-keponakanke Samsul Huda, Roki Yusnifs, Ndamm Rizky
Pramana, Rahmawati Zuhcrotun Mufidah, vands Syaikur Rochman, Afran,
Caca, serta Bapak/lbu Mestuakn, Kakak dan Adik Iparku, terima kasih atas
dukungannya dan kasih sayangnya. Juga terima kasih yang tak terhingga khusus
uotuk suamiku tercinta, Mas Atmaji, yang tak henti-hentinya memberikan
dukungan semangat untuk segera menyelesaikae kuoliah dan setiap hari selalu
bertanya "Harl ini ada kuliah tidak? Atae Hari ot kulizh jam berapa? Pulang jam
berapa?” serta buat anakku yang sangat kusayangi, pelita hatiku dan penyemangal
hidupku, Angelina Shefira Mumtaz, vang selama dalam kandungan selalu
terbawa ikut kuliah, yang sclama proses penulisan tesis ini sering ditinggal ke
toko buku, membaca, dan mengetik hingga farut malam.

Tanpa dukungan mercka, semua ini tidak akan terwujud. Dan semua pibak yang

membante penulisan ini, Penelis mengucapkan terima kasib atas segala banfuannya,

semoga mendapat berkat dan perlindungan Allah SWT.

Jakarta, 14 Juls 2005

Panulis
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ABSTRAK

Nama : Arlianti Vita

NPM ;: 0706175533

Program Studi : Imu Huakum

Judul Tesis  : Peranan Mahkamah Konstitust Dalam Pengujian Materiil Atas Pasal 12 Ayat
(2} Undang-Undang Nomor49 Prp. Tehun 19260 Tentang Panitia Urusan
Phutang Negara Terbadap Pasal 28 Huruf I Ayat (2} Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945

Tesis ini membahas permohonan peogujian matenil yang disjukan oleh para Advokad/Pengacara
kepada Mabkamah Konstitusi Republik Indonesia Atas Pasal 12 Ayat {2) Undang-Undang
Nomor 49 Prp. Tuhun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Terhadap Pasal 28
Huruf 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 {UUD 1945). Para
Advokad/Pengacara menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh ketentoan Pasal 12 Ayat
(2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN yang menyebutkan bahwa
pengurusan piutang negara dilarang diserabkan kepada pengacara. Berdasarkan Undang-Undang
tersebut, PUPN melakukan pengurusan penyelesaian pintang negara terbadap penanggung
hutang (debitor) yang tidak kooperatif atau nakal, agar dapat dilakukan secara cepat, efektif dan
efisien. Karena itu PUPN diberikan kewenangan untuk menerbitkan surat paksa, penyitaan
bahkan dapat melakukan paksa badan (gijzeling) kepada penanggung hutang {debitor} jika tidak
melunasi kewajibannya sebagaimana dituanpkan dalam Pernyataan Hersama yang mempunyai
kekuatan pelaksanaan seperti putusan hekim dalam perkara perdata dun peleksansannya
dijalankan dengan Surat paksa yang mempunyai kekuatan hukom sama seperti putusan hakim
yang telah berkekuatan hukum tetap. Penpacara tidak dapst mengurus, menagih Piutang Nepara
seperti yang dilakukan oleh PUPN karena pengurssan Piutang Negara oleh PUPN dilakukan
berdasarkan kewenangan khusus yang diberikan oleh undang-undang. Pemohon berpendapat
negara atau pemerintah dianggap telsh membuat suatu peraturan vang bersifat diskeiminatif]
merendahkan dan meremehkan harkat atan mantabat profesi pengacara vang berakibat
pengurangan atau penghapusan pengakuan hak asasi manusia. Pasal 51 Avat (1) Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mabkamah Konstitusi menyatakan bahws yang dapat menjadi
pemohon atau yang memiliki legal standing adalah pihak yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakonya undang-updang, yaitu perorangan
warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuaij
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur
dalam undang-undang, badan hukum publik atau privat, afau lembaga negara. Hak
konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945, Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan bahwa Advokat, Penasibat Hukom,
Pengacara Praktik dan Konsultan Hekurn yang telah diangkat pada ssat undang-undang ini mulat
bertaku, dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Berdasarkan
hal tersebut, para Pemohon menganggap memenuhi kedudukan hukum (legal standing) dalam
mengajukan permohonan ini karena para Pemohon adalah Advokat, Terhadap permohonan
pengujian tersebut Pemedintah berpendapat apa yang dikemukakan oleh Pemohon merupakan
bentuk kekhawatiran yang berlebihan. Berdasarkan Peratucan Pemerintah (PP) Nomwor 33 Tahun
2006 tentang Perubahan Atas PP Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang
Negara/Daerah, mulal tanggal 6 Oktober 2006 Pengurusan Piutang Peruszhaan Negara/Daerah
dilakukan sesuzi ketentwan persturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Perseroan
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Terbatas dan Badan Usaba Milik Negara (BUMN) beser(a pereturan pelaksanaannya. Dalam hal
iai, apakah BUMN bhendak melakukan kerja samma dengan pengacarz atau bukan dalam
menyelesaikan kredit macet sepenuhnya merspakan wewenang dari BUMN. Pasal 24C Ayat (1)
UUD 1945 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan umum, maka Mahkamah berwenang uptuk memeriksa,
mengadili, dan wmemutus permohonan yang dalam hal int adalah permohonan para
Advokad/Pengacara,

Kata Kunei:
Peranan, Mahkamah Konstitusi, Hak Uit Materiil, Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49
Prp. Tahun 1960 tentang PUPN, Pasal 28 Huruf I Ayat (2) GUD 1945,
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BAE [
PENDAHULUAN

A, LATAR BELARKANG PERMASALAHAN

A.1. lde Pembentukan %éahkamah Konstitusi

Gelombang demokratisasi dalam era reformasi di Indonesia
telah menimbulkan perubahan vang cukup signifikan terhadap
pengawasan dan partisipasi politik masyarakat, termasuk perubahan
dalam sistem peradilan. Mahkamah Konstitusi' Republik Indonesia
yang lahir dalam suaiu konstitusi, merupakan cerminan dan
konsekuensi dari paham demokrasi di Indonesia.

Negara vyang dapat dianggap sebagai pelopor dalam
membentuk Mahkamah Konstitusi di Eropa adalah Austria yang
mengadopsikan ide pembentukannya itu dalam Undang-Undang

Dasar 1920. Namun demikian Konstitus! tahun 1920 tidak dapat

' Mankameh Konsltusl adalab salsh saln pelaku kekussaan kehakiman yang dibentuk
bBerdasarian Pasal 240 Undang-Undang Basar Perubahan Keligs. Pembentukennya dikukubian
dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 fendmng Mahkamah Konstlusi, Keberadsan dan
kewenangan Mshkamsh Konstiysi yeng menupakan penwujudan dert Peradilan Talanegers di
indonesis dipertegas kembal dalam Pasal 10 syat {1} hund a yang menegaskan bahwa Mabkemah
Kongtitus! barwenany mengadil nads Gngkat periama  dan  jerakbir  yang pulusannya bersiiat B
ustuk mengull undsng-undang terhadap Undang-Undang Deser Negars Fepublik Indonsss Tahun
1945, memados sengieia kewenangan lombaga negam yang kewenangannya dibarikan oleh Undang-
Undang Dasar, memutus pembubaran parisi politic, dan memutus perselisthan tentang hasi pemilihan
v, serla walih memberdkan pulusan alas pendepat Dewan Perwalkdlan Rekyat mengenal dugaan
nelangosan deh Presiden\Waki Presilen menund Undang-Undang Dasar.
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disebut sebagal produk abad kontemporer, karena keberadaannya
gsangat terkait deﬁgan proses pendewasaan sistemn ketatanegaraan
| vang mulai berlangsung di sekitar abad ke-18 dan masa
beriakunya konstitusi tahun1848.7
Dalam  kronologis  sejarah  ketatanegaraan  Austria,
eksistensi hak asasi manusia yang diatur delam konstitusi ini tidak
dapat dilepaskan dari peristiwa perubahan sistem politik dan sosial
di negara i’ Sepanjang periode ini keberadaan Konstitusi tahun
1867 menciptakan ckspekiasi atas sistern ksnegaraan yang lebih
demokratis. Konstitusi tahun 1867 menganut sistem demokrasi
parwakilan, hak-hak umum masyarakat, dan sistem pangendalian
konstitusional  yang ketika  Hu dapal diselenggarakan oleh
Aeichgericht, Dengan diberlakukannya Konstitusi Reich,  dokirin
kekuasaaan kehakiman vang mandirl  iglgh menam;;akz;n diri
melalul dilaksanakannya uji administralif oleh Pengaditan Tata
Usaha Negara {(Verwallungsgerichthof). Pengadilan i dapat
mengendalikan seluruh kebijakan administratlf, yang secara konkrit
baru dapat manyelenggarakan seluruh kewenangannya pada tahun
1867. Sejalan dengan itu, terdapat saiu lembaga penting yang oleh

konstitusi  diberi  kewenangan untuk menyelesaikan sengketa

? Jimly Assiddigle dan Ahmad Syahrial, Peradian Konstitus! DF Sepuluh Negara, {akarla:
Konstifusi Prags, 2006), hal. 1.

® ibid, hal, 2,
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yurisdiksional antarmasing-masing kementerian negara bagian.
Lembaga ini disebut Sigatgerichsthof. *

Secara teoritls, kebutuhan adanya lembaga Mahkamah
Konstitlusi merupakan tren yang fengah berkembang di negara-
negara yang mengalami transisi demokrasi. Semangat dar
pelembagaan Mahkamah Konstitusi adalah mengadopsi  spirit
konstitusionalisme dalam sebuah institusi yang berperan sebagai
pengawat konstitusi (the guardians of constitution). Di beberapa
negara di dunia, seperti Afrika Selatan, Aliazair, maupun Azerbaijan,
Mahkamah Konstitusi sering kali  dijadikan  simbol  untuk
membebaskan dari ikatan lama kekuasaan rezim oloritarian menuju
rezim demokrasi. Dalam konfeks tersebul, Mahkamah Konstitusi
acapkall disandingkan sebagal Dbagilan dar pakst reformast
konstitusi. Secara gagasan, paling tidak ada empat hal yang
melatari pembentukan Mahkamah Konstitusi, vyakni sebagai
implikasi faham konstitusionalisme, perwujudan mekanisme checks
and balances, penyelenggaraan negara yang bersih, perlindungan
hak asasi manusia. Diletakkan pada persoalan perubahan
ketatanegaraan  Indonesia, peran  Mahkamah  Konstitus
merupakan sesuatu hal vang 1ak terbantahkan. Argumentasinya,

sistern kelalanegaraan pasca perubahan Undang-Undang Dasar

* ibid,. hal. 6.
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1945 telah mereduksi sedemikian rupa kekuasaan Majalis
Permusyawaratan Rakyat {MPR) sehingga fidak lagi menjadi
lembaga negara terlinggi yang suprems, melainkan sejajar dengan
lembaga negara lainnya®

Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai iembag?a yang
tersendiri karena kebutuhan adanya suatu pengadilan yang
secara khusus melakukan pengujian terhadap produk undang-
undang {dalam istilah Hans Kelsen, staiufe and custornary law)
yang berlentangan dengan konstitusi {Undang-Undang Dasar).
ide ini, bermula dari Prof. Hans Kelsen, guru besay kenamaan dari
Universitas Wina {(Vienna} yang mengusulkan dibentuknya suatu
lembaga yang diberl nama Verfassungsgerichishoff’ atau
Mahkamah Konstitusi (Constitutional Courf), Gagasan Kelsen ini,
kemudian diterima dengan bulat dan diadapsikan ke dalam naskah
Undang-undang Dasar Tahun 1820 yang disahkan dalam Konvensi
Konstitust pada tanggal 1 Oktober 1920 sebagal Konsthusi Federal

Austria 8

* R. Muhammad Mibrad, Mahkamah Konstitusi, Sebuah Keajaiban, <htipiwww.unisosdemn.arg/
ekopul_detail phptaid=21288c0ld=38caid=21», Diakses: 1 Juli 2009, R Muhammad Milwadi, Penelit
di Forum Kajian Mukum dan Pengsjar PH Universilas Pakuan, Bogor, serda Slaf Kongarsium
Rafarmast Hukum Masianal (KRHN), Jakara

® Jimly Asshindigle, Model-Mode! Pengufian Konstitusional [ Berbagsi Negara, {Jakera
Honstiust Prass, 20608), hat, 38, dalam Hamdan Zoslva, Mankamah Konstitusi Dafem Sistem
Kansgaraan A, <tpdhandanzneivawordpress.comf200B/04/07 malkamah-kanstinsi-dalam-sihlem-
ketatanegaraan-ife, Diokses: 18 Maret 2008,
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Menurut Hans Kelsen” kemungkinan muncul persocalan
konflik antara norma yang lebih tinggi ﬁengaﬁ yvang lebih rendah,
bukan saja berkaitan antara undang-undang (siafife) dan putusan
pengadilan, tetapl juga berkaitan dengan hubungan aﬁtgra Konstiust
dan undang-undang. Ini adalah problem inkonstitusionglitas dari
undang-undang. Suatu undang-undang {stafule) hanya beriaku dan
dapat diberlakukan jika sesuai dengan konstitusi, dan tidak berlaku
jika berlentangan dengan konstitusl. Suatu undang-undang hanya
sah jika dibual berdasarkan ketentuan-ketsentuan konstitusi. Karena
itu diperlukan suatu badan atau pengadilan yang secara khusus
untuk menyalakan inkonstitusionalitas dari suatly undang-undang
yang sedang berlaku.*

Diadopsinya ide pengujian konstitusional (constifusional
review} int dengan melembagakan Mahkamah Konstitusi yang
tersendirt di luar Mahkamah Agung terjadi di semua negara bakas
komunis vang berubah menjadi demokrash. Penergpan ide
pengujian dan pembentukan organ konstitusi yang penting ini
mengirngi proses transformasi, reformasi, dan bahkan revoluast

besar-besaran vang terjadi di kalangan negara-negara (pbekas)

¥ ibid, hal. 155.
& Jirmle  Aschiddigie, ModeiModel Ponguffan | OpCik, hal. 157, dalam Hamdan Zoelva,
Mahkameah KonsBlusi Datars Sistem Kenogaraarn AL

<hitp:fhamdanzoaiva wordpress.com/2008/04/07 imatkamah-konstitusi-dalam-sistem-kelatanogaraan-
fif», Dinkses: 18 Maret 2008,
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komunis di Eropa Timur dan Uni Soviet menjadi negara demokrasi
baru (new emerging democraéfes). d

Kehadiran sistern pengujian konstitusional int yang terus
berkembang dalam praktik di berbagai negara demokrasi, pada
umumnya  disambut dengan antusias, baik di dunia akademis
maupun praklik, bahkan tidak kurang oleh lingkungan cabang
kekuasaan kehakiman sendiri (udiciary).’® Pakar Hukum Tata
Negara Profesgr Harun Alrasyid, dalam makalahnya The
Constitutional Courf mengatakan di Indonesia hakim Pengadilan
Tinggl Askin Kusumah Almadja, pemah menyatakan bahwa
pengadilan memiliki kewenangan uniuk menguji undang-undang
fjudicial review). Meskipun hal #u Hdak discbut secara langsung
oleh Undang-Undang Dasar 1845 pra amandemen. Namun hak uji
materiil  ternyata pemsh diterapkan  oleh  Asikin  ketika
‘menangani perkara perceralan.

Tapi sebenarnya, Mahkamah Konstilusi sebenarnya telah
hamplr dibentuk oleh para founding fathers kita di Badan Penyelidik
Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pada
rapat-rapat BPUPKI yang mempersiapkan Undang-Undang Dasar

indonesia, sempat pula diperdebatkan perlu tidaknya pembenfukan

® Ihid, hat. 38.
'® thid, hat. 3.

" Harun Aleasyid, The Constifulional Courl of indonesia, Makalah, hal. 2, dalam Jimly Assiddigie
dan Ahvnad Syahtidl, Peraditan Konstitusi...Op.CH, hal. 10,
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pengadilan spesial di luar Mahkamah Agung.'* Dalam salah satu
rapat BPUPKI, Prof. M. Yamin gemah menggagas lembaga yang
berwenang menyelesaikkan sengketa yang timbul di  bidang
pelaksanaan konstitusi, lazim disebut constiutioneele geschil atau
constitutional disputes. Gagasan Prof. Yamin berawal dari pemikiran
perlunya diberlakukan sualu materieele toetsengrechit (uji materil)
terhadap Undang-Undang.” Namun, gagasan itu disanggah oleh
anggota BPUPKI vang lain Prof. Socepomo. Dalam rapat besar
BPUPKI pada 18 Juli 1845 ia mengatekan bahwa pembentukan
sebuah pengadilan spesial yang khusus menangani  konstitusi
belumlah diperiukan. Alasannya, menurut Prof. Soepomo, indonesia
belum memiliki banyak ahli yang dapat mengisi jabatan iu.'t
Sejarah juga mencalal bahwa gagasan Prof. Yamin soal pengadilan
spesial di Indonesia merupakan sebagian dari ide-idenya yang
kandas lantaran dirinya tidak masuk menjadi anggota panitia khusus
BPUPKI yang merancang Undang-Undang Dasar, Masih menurut
Taufik, ide-ide Prof. Soepomo yang anggota panitia perancang
Undang-Undang Dasar, sogal MPR, DPR, DPA, dan negara kesatuan

telah diusulkan Prof. Yamin sebelumnya.™

* Mabkamah Konstitusl, 58 Tahun yany Laty, <httpifems.sip.ooidiukumentine/detsi.asp?id=
84908 ¢01=Fokus>, Dinkses: 1 Juli 2008,

3 thid,
W i,
R pped,

Universiias Indonasia

Peranan Mahkamabh..., Arlianti Vita, FH Ul, 2009



Dengan demikian, asumsi-asumsi historis
menggarisbawahi, bahwa pengujian konstitusional seperti yang kita
saksikan saat ini di Indonesia adalah produk dari sejarah panjang
sistem ketatanegaraan. Hal itu merupakan kreasi dari sistem politik
tertentu. Karenanya, di beberapa negara organ tersebut secara
institutional memiliki perbedaan mendasar. Tetapi, pada prinsipnya
dikatakan tetap berada dalam satu tujuan fundamental, yaitu
pencapaian cita-cita sejati negara konstitusional.’”®  Melalui
Mahkamah Konstitusi kita mempunyai sebuah harapan besar bahwa
hak-hak masyarakat akan terlidungi atas tindakan-tindakan yang
sewenang-wenang dari penguasa, sehingga memungkinkan warga
masyarakat untuk menikmati mart_abatnya sebagai manusia.
Keadilan yang dituju sebagai cita hukum itu menjadi pula usaha dan
tindakan mengarahkan hukum positif kepada cita hukum. Dengan
demikian hukum yang adil adalah hukum yang diarahkan oleh cita
hukum untuk mencapai tujuan masyarakat.

Pengujian konstitusional dipersepsi sebagai produk sistem
pemerintah demokratis. Gagasan brilian ini mendasarkan pada
prinsip-prinsip  Negara Hukum, separasi kekuasaan serta
perlindungan maksimal terhadap Hak Asasi Manusia. Konsepsi

yang berlaku pada sistem serupa itu, organ pelindung Konstitusi ini

'8 tbid, hal. 11.
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ditafsirkan memifiki tugas, antara lain yaitu bahwa Mahkamah
Konstitusi  secara fungsional menjamin kontinultas kinez}a'prcses
demokratik. Dalam pada itu, hubungan antar lembaga~lembaga
negara saling pengaruh  ateu  dipengaruhi.’  Perlindungan
konstitusional diperiukan sebab kekuasaan negara dengan berbagal
dalih dapat saja melakukan penetrasi ke dalam domain privat.
Sehingga perilaku  kolektif negara selalu  saja  meniadakan
kepentingan-kepentingan masyarakat secara individu.

Pada dasamya, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi
merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum  dan
kenegaraan modem vang muncul pada abad ke-20. Ditinjau dari
aspek wakiu, negara kita tercatal sebagai negara ke-78 yang
membeniuk Mahkamah Konstitusi sekaligus merupakan negara
pertama di dunia pada abad ke-21 yang membeniuk lembaga ini.'®
Pasal 24C Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD  1945)° menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi

{Constitutional Court) merupakan salah salu lembaga negara vang

¥ Harun Alrasyld, The Consiftutional Court of Indenesia, Makalah, hal, 2, dalam Jimly,.. OP.Cit,
hal, 4.

' Pan Mohamad Faiz Kusumawijeya, Mahkamah Konstitusi: The Guardian And The Interpreter OF
The Constitution, <http:furnalukum.Blogspot.com/ 2006/09/mahkamah-konstitusi-fi htmis, Diakses:
11 September 2008,

® Undang-tndang Desar Negara Ft Tahun 1948 merupaken penyebutan atau penulisan resmi
terhadap Undang-lUrdang Dasar 1948 vang ieleh 4 {smpat} kali dismandersen. Hal ini digunakarn
untuk mambedaran Undang-Undang Daser 1645 yang belum diamandeman {Urnelang-Urdang Dasar
1945; dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang telxh dismandamen {Usdang-Undang Dasar
Negara B Tahun 1848, dalem Pan Mohemed Feiz Kusumawioyas, Mehkamah Konstilust The
Guardian And The inferpreler (¥ The Constitfion, <btipfjumaihukumblogspot.com/
2005/0g/mahkamah-Ronstitusi-n. himis, Diskses: 11 Septomber 2068
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mempunyai kedudukan setara dengan lembaga-lembaga negara
lainnya, seperti Majelis ?’ezmusyawarataﬁ Hakyat (MPR}, Dewan
Perwakilan Ragkyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD),
Presiden, dan Mahkamah Agung (MA). Pembemukan\&i!ahkamah
Konstitusi dimaksudkan agar tersedia jalan hukum untuk mengatasi
perkara-perkara yang terkait erat dengan penyelenggaraan negara
dan kehidupan politik. Dengan demikian konilik yang terkait dengan
kedua bhal tersebut fidak berkembang menjadi konliik politik-
kenegaraan fanpa pola penyelesaian yang baku, fransparan, dan
akuntabel, melainkan dikelola secara objektif dan rastonal sehingga
sengketa hukum yang diselesaikan secara hukum pula,”

Posisi Mahkamah Konstitusi nampak lebih tinggi dibanding
lembaga negara lainnya ketika memutus konstitusionalitas dar
suatu  kelentuan  undang-undang.  Walaupun  demilian
sssungguhnya dalam struklur ketatanegaran Hi, posist mahkamah
konstitusi sejgjar dengan lembaga negara yang lainnya dengan
kewenangan yang secara limitatif diberikan undang-undang dasar.
Mahkamah Kongtitusi bersifat pasif, hanya memutus perkara yang
diajukan kepadanya dan tidak dapat memberikan fatwa selain dalam

hubungan dengan putusan perkara yang diajukan kepadanya sesuai

2 pasal [ Aturan Perglihen UUD 1845 Amandemen Keempat menyalekan bahwa *Mahkamah
Konstitust dibentuikc selambat-lambalnya pade 17 Agusltus 2003 dan sebslum dibeniuk segais
kowenangannwya dilskulen oish Maehkamah Agung™. Lihat Marun Almsyid, Nagskah UUD 1845
Besurah Empat kall Disbalb oleb MPR, Kakarin: U5 Press, 2806}, hal7s,
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kewenangan yang diteniukan undang-undang dasar. Pelaksanaan
putusan mahkmah konstitusi berada ditangan lembaga negara yang
dikenai atau terkait putusan tu®

Untuk ftu, organ pelaksanaan fungsi "Constitutional review”
itu harus dipisahkan dari cabang kekuasaan baik legislatif maupun
eksokutif, dan melembagakannya sebagai bagian dalam organ
kekuasaan kehakiman atau Mahkamah Agung yang sudah ada
sejak fama, atau bahkan melembagakanya dalam Mabhkamah
Konstitusi yang tersendiri. Adanya fungsi pengujian konstitusional
yang dikembangkan sebagai peradilan ini menyebabkan istilah-
istilahﬁ hukum  yang .bersifat umum dan  kabur dalam teks
Kanstitusi mendapatkan kesempatan yang luas untuk diterapkan
dalam praktik yang ebih konkrit {practical application).” Dengan
demikian perkataan-perkataan matl dalam teks Undang-Undang
Dasar menjadi hidup (the stalic term of constitution come afive}, dan
terus  menerus  menyesuaikan dirl dengan kondisi-kendisi
kehidupan kolektif sehari-hari. Hanya cara demikian pula, nilai-nilai
yang umum dan abstrak yang terdapat dan terkandung sebagai

hiukurm dasar yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam naskabh

%

Hamdan Zoelva, Mabkamah Konstieyd Dalam 8ipters Kenegarsan AL
<hfip:#hamdanzosiva wordpress.comfZ0as/04/07/mahkamat-konstitusi-dalam-sistem-Ketatanegaraan-
rif>, Dimkses) 18 Mars? 2008,

“ Sy Asshiddicge, Modet-Model...Op. G, hal. 32,
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Undang-Undang Dasar menjadi nilai-nilai yang hidup dalam
kenyataan praktis.®

Putusan psmbentuk undang-undang yang bsrupa undang-
undang {di Indonesia adalah DPR dan Presiden), dapat saja
bertentangan dengan ketentuan konstitusi, karena lembaga DPR
dan Presiden adalah lembaga politik, baik karena kekeliruan dalam
mengimplementasikan ketentuan konstitusi {Undang-Undang Dasar)
maupun karena kesengajaan untuk membentuk undang-undang
bagi kepentingan melanggengkan kekuasaan politik, dapat diminta
untuk ditinjau kembali dan didji oleh mahkamah konstitusi apakah
sesual atau berlentangan dengan Kkonstitusi. Jika berlentangan
dengan konstitusi, undang-undang tersebut dapat dinyatakan fidak
mempunyat kekuatan mengikat secara hukum oleh mahkamah
konstitusi, Demikian juga hainya yang berkembang dari prinsip
pembagian kekuasaan antar lembaga negara yang mungkin timbul
sengkela perebutan kewenangan antar lembaga negara, dibutuhkan
suaty  mahkamah vyang independen wntuk mengadii  dan
memutuskannya yang sengaja diberi kewenangan cleh konstitust
untuk i, Karena itu di negara-negara yang tradisi kehidupan
konstitusionalisme dan petlindungan hak asasi mansuianya masih

baru, keberadaan mahkamah konstitusi mejadi daya tarik yang

® toid.
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sangat [uar biasa. Sepertt dikemukakan oleh Jimliy Asshiddigy,
hampir semua negara-negara demokrasi baru di Amerika Tengah
dan Amerika Selatan dan ierakhir eks negara-negara komunis di
Eropa Timur mengadopsi pembentukan mahkamah konstitusi.
Dengan kewenangannya vyang dapat menyatakan
inkonstitusionalitas dari suatu undang-undang, posisi Mahkamah
Kenstitusi berada ada di atas lembaga pembentuk undang-undang.
ffulah sebabnya sejak awal Hans Kelsen telah menyatakan
sebagaimana telah ditulis di awal tulisan ini bahwa lembaga ini
dibentuk dengan kekuasaan yang berada di atas lsgislatif dan
mestinya secara gpolitik  tidak  dikehendaki, khususnya jika
mermnutuskan bahwa suatu undang-undang adalah inkonstitusional,
Karena flu bagi negara-negara yang menempatkan supetioritas
parlemen vang cukup besar karena dianggap cerminan kedaulian
rakyat, tidak menempatkan mahkamah konstitusi dalam posisi di
atas pembentuk undang-undang, seperii Dewan Kenstitusi Perancis
vang hanya berwenang mengujl konstilusionalitas dari suatu
rangangan undang-undang vang telah dibahas coleh parlemen etapi
belum diberlakukan. Bahkan Kerajaan Inggris dan Kerajaan Belanda

tidak membentuk Mahkamah Konstitusi, dengan prinsip bahwa

s

* Jmily Asshiddiqie, Modei-Modsl.,.Op.CR, hal41-47.
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parlemenlah satu-satunya lembaga yang membentuk serta

mengetahui sah fidaknya suatu undang-undang. *

A.2. Kebijakan Pemerintah dan Permasalahannya

Penguijian Konstitusional itu merupakan upaya hukum yang
dapat dilakukan oleh siapa saja atau lembaga mana saja,
tergantung kepada siapa atau lembaga mana kewenangan
memberikan secara resmi oleh konstitusi suatu negara. Seperli
nanti aken Kita telusuri, kewenangan pengujian itu dapat diberikan
kepada lembaga Mahkamah yang tersenditi bernama Mahkamah
Konstitusi.® Mahkamah Konstitusi vang dilahirkan® pada era
reformasi ini diharapkan dapatl menjawab dan menyelesakan
nersoalan mengenal konstitusi yang anlara lain berkaitan dengan
penyelenggaraan pemerintahan. Apalagi saat ini masyarakat sangat
krilis terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan yang diambil

pamerintah.

% perdebatan int juga, teradi ketika Fanilia Ad Hoc 1 Badan Pekerja MPR Ri, mempardebaikan
urmiuk  menginiroduslr mahkamah konsiftusl dafam UUD 1845, Bahkan susty ketike Palrialis Albar,
anggotes PAH 1 dari Fraksi Relormast {gabungan Parlai Amnanad Nesiona! dan Panal Keadian
mamporianyakan, bagahmana mungkin ¢ crang hakim konstiusl membatalkan putusan 200 orang
anggota DPR yang merupskan cerminan kedaulatan rakyat dan Presiden yang juga dipilih langsung
ofeh rakyai. Mareka mamperoleh legiimast kedaulatan dari mana? Demdkisn anfara laln keberatan
yany disjukan ofsh Patrislis Akbaryang pada akhirnya menerima keberadaan mahkamah konstius!
dalam penybahae Undang-Lndang Dasar 1845, dalam Hamdan Zoalva, Mahkamah Konstitusi Pakaw
Sistern  Rensgaraan Ff.  <hfip/fhemdaczoelva wordpress.com/2008/04/67/mahkamah-kanstitusi-
dalam-sistem-kelatanagaraan-rif>, Diakses: 18 Maret 2069,

9 Jimty Asshiddigie; Model-Modsl ..., Op. Cit, hal. 3.
7 pan Mohamad Faiz Kusumawiava..., Op. G2,
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Dapat dicontohkan, misalnya dalam rangka meningkatkan
pertumbuhszfz ekonomi indonesia, Pemerintah mengambil kebijakan
deregulasi® di sektor perbankan®, antara lain  berupa Paket
Oldober 1998 serta mengganti Undang-undang Nomor 14 Tahun
1967 menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian
diperbaharui lagi menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang Perbankan.Dengan adanya deregulasi tersebut yang
kemudian ditkuti  pula dengan kebijakan debirokratisasi®
memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk
menditikan Bank., Hal ini mendorong perkembangan sektor
Perbankan Indonesia, yang mengakibatkan beberapa bank umum
berkembang secara cepal. Mereka menawarkan berbagal fasilitas
iredit dan bunga yang cukup menarik, akibathya jumiah kredit
yang disalurkan kepada masyarakat meningkat dengan pesat.

Kehilakan  deregulasi dan  debirokratisasi ¢l bidang
perbankan tersebut  tidak ditkuti dengan pengaturan pengawasan
kredit yang baik, dengan adanya kredit disalurkan pada sekior

ekonomi yang kurang produktif, Kemudahan mendapatkan kredit

26 Deraguinsi bemakna ﬁné&&an azau prows m&rzgmiangkan atau mengurangt segala aturan.
WA poL.oom/s oravuleel htrds, Diaksas: 18 Maret

* parbankan adalah segala sesuaty yang menyangkat fentang bank, mencakup kelembagaan,
keniatan useha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Lk Undang-undarig
taritanyg Porbankan, Undeng-Unedang Mo. T8, LN No. 182 tabun 1988, TLN No, 8472, Fasal 1.

¥ Debirokratisasi bermakns Hndakan atu proses meagurangu tata kmia yang «azba%aman dan
rumit  agar lercapal  hasil dengan lebih  cepst peffbeingded 2080 makna
dabirokralisasi-dan-dereoanlast > ibid.
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fanpa melaiui prosedur yang seharusnya berjalan  atau fetap
melalui  prosedur letapl jumiah kredit yang didapatkan tidak
sesual dengan nilai agunan, seria pelanggaran Batas Maksimum
Pemberian Kredit (BMPK) sehingga mengakibatkan terjadinya kredit
macet, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya kredit macet
gsemakin meningkat.

Permasalahan tersebut jika tidak ditangani secepainya dan
dengan usaha yang serius akan dapat mengganggu perekonomian
indonesia, ierlebih lagi di saat krisis moneter melanda indonesia
sejak Juli 1997, sehingga dana negara yang ada pada dehitor macet
diupayakan pengembaliannya secepainya. Pengembalian dana
atas debitor’’ yang terlibat kredit macet tersebut dapat dilakukan
oleh kreditor’® dengan menyerahkan piutang kepada Pemerintah.
Dalam hal piutang macetl Bank Pemerintah ditangani oleh
Departemen  Keuangan melaluj Direklorat Jenderal Kekayaan
- Negara (DJKN} dahulu Direkiorat Jenderal Piutang dan Lelang
Negara (IJPLN) vang sebelumnya instansi tersebut bernama

Badan Urusan Piutang Dan lelang Negara (BUPLN} untuk

1 Debitor adaleh plhek vang berphteng dalam susty hubungan ulsng-pivtang terfentu Likat
Lindang-wrdang lentonyg Jeminan Fidusia, UG No. 42, LN No. 188 tahun 1898, TLN. No. 3888, Pasal
i

% graditor adatah pihak yeng berphdang dalam sualy hubungan wlang-pitang lerlentu. Uhat
Undangundang tentang Jaminan Fidusia, Op. T Bandingkan Krediturbank adalah badan vsaha
yang monghimpun dana dord magyarakat dalam bentuk sknpanan yang menyalurkannya kepada
masyarskat dalam bentuk Krod# danfalau bentuk-bentuk lainnys dslam rangks meningkatkan taraf
hidup orang banyak. Oalam 8. Mamayborblr, Sistem Hulum Pengurusen Piutang Negara, {Jakana
Pustaka Banges Prass, 2004}, hel 48,
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dilakukan beberapa proses pengurusan oleh  Panitia  Urusan
Piutang Negara {PUPN) guna pengembalian dana tersebut.

Perkara konstitusi yang pernah dihadapi  DJKN/PUPN
adalah permchenan penguiian materiil Pasal 12 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang
Negara (UU PUPN) terhadap Pasal 28 huruf | ayal (2) UUD 1945
ke Mahkamah Konstlusi yang digjukan oleh para Advokal/
Pengacara. Advokat/Pengacara yang dalam hal ini sebagai
pemohon, menganggap tidak adil ketentuan terggbut dan merasa
hak konstitusionalinya dilanggar oleh Panitia Urusan Piutang Negara

{(PUPN).

B. POKOK PERMASALAHAN

Dalam penelitian  mengenai  tersebut, akan dikemukakan

heberapa permasatahan vang berkaitan dengan permasaiahan tersebut,

antara lain sebagai berikut

1.

Apakah pengertian Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) iu? Dan
Apakah PUPN merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan
untuk melakukan pengurusan piutang macet yang berasal dari kredit
perbankan? Apakah yang menjadi dasar kewenangan PUPN untul
melgkukan pengurusan piutang macet yang berasal darl kredit

perbankan tersebul?
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2. Apa yang menjadi dasar para Advokad/Pemohon sebagai pihak yang
mengajukan permohonan penguiian  materiil tersebut? ?séaksudnyé
apakah para para Advokad/Pemochon sebagal pihak  yang
menganggap hak dan/atay kewenangan  konstitusionainya
dirugikan?

3. Apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan
pengujian materiil atas Pasal 12 Ayat {2} Undang-Undang Nomor 49
Prp. Tahun 1980 tentang Panitia Urusan Piutang Negara fersebut
terhadap Pasal 28 huruf | ayat (2) Undang-Undang Dasar 18457

4. Apaksh materi muatan dalam Pasal 12 Ayat (2} Undang-Undang
Nomor 48 Prp. Tahun 1880 tentang Panitia Urusan Piutang Negara,
bertentangan terhadap Pasal 28 huruf | Ayat 2) Undang-Undang

Dagar 19457

C. TUJUAN PENELITIAN
Peneliian int bertujuan untuk membaerikan informasi yang
selengkap-selengkapnya mengenai peranan Mahkamah Konstitusi Dalam
Pengujian Materiil Atas Pasal 12 Ayat (2} Undang-Undang Nomor 48 Prp.
Tahun 1880 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara Terhadap Pasal 28
Huruf | Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1848,

Penslitian tersebut dimaksudkan untuk:

Linaversitas Indonesia

Peranan Mahkamabh..., Arlianti Vita, FH Ul, 2009



1.

15

Memberitkan pengertian dan penjelasan mengenal apa vyang
dimaksud dengan ?’UF’& sgkaligus menjelaskan mengenai
kewenangan PUPN dalam melakukan pengurusan piutang macet
vang berasai dari kredit perbankan, serta menjelaskan apa menjadi
dasar kewsnangan PUPN uniuk melakukan pengurusan piutang
macet yang berasal dafi kredit perbankan tersebut.

Dalam tulisan ini akan diberikan gambaran keterkatan antara para
Advokad/Pemohon selaku pihak yang mengajukan permohonan
pengujian materlit  kepada Mahkamah Konstitusl. Selain itu juga

menjelaskan posisi para Advokad/Pemohon tersebut sebagai pihak

yang menganggap hak danjatay kewenangan konstitusionainya

dirugikan olsh keberlakuan Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor
48 Prp. Tahun 1860 Tentang PUPN,

Membsrikan penjelasan dan analisa yang jelas terhadap peranan
Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Materiil Atas Pasal 12 Ayat
{2} Undang-Undang Nomor 48 Prp. Tahun 1960 Tentang Panitia
Urusan Piutang Negara Terhadap Pasal 28 Huryf | Ayat (2} Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dan menjelaskan materi muatan dalam Pasal 12 Ayat {2) Undang-
Undang Nomor 48 Prp. Tahun 1980 tentang Panitia Urusan Piutang
Negara, apakah bertentangan atau tidak terhadap Pasal 28 hurut |

Ayat (2} Undang-Undang Dasar 1945,
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D. KERANGKA KONSEP

Penelitian yang dilakukan mengenai peranan Mahkamah
Konstitusi Dalam Pengujian Materiil Atas Pasal 12 Ayat (2} Undang-
Undang Nomor 48 Prp. Tahun 1860 Tentang PUPN Terhadap Pasal 28 |
Huruf 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1845 ini, akan lebih baik apabila
diberikan keterangan dan batasan-batasan terhadap hal-hal tertentu
yang berkaitan dengan Peranan Mahkamah Konstitugi Dalam Pengujian
Materiil Atas Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun
1860 Tentang PUPN Terhadap Pasal 28 Huruf | Ayat {2} Undang-
Undang Dasar 1845, Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkar
kerancuan pemahaman dan  agar mengetahui pengerian dan ruang
lingkup yang berhubungan dengan judul tesis yaitu peranan Mahkamah
Konstitusi Dalam Pengujian Materill Atas Pasal 12 Ayat {2} Undang-
Undang Naomor 48 Prp. Tahun 1860 tentang PUPN Terhadap Pasa! 28
Huruf | Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945,

Batasan-batasan terhadap halbhal terlentu yang berkaitan
dengan peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Materiil Atas
Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tenfang
PUPN Terhadap Pasal 28 Huruf | Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1845
tersebut  antara lain mengenal pengertian darl kata-kata ataupun

kaliman-kalimat yaitu peranan, Mahkamah Konstitusi, Pengujian Materill,
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Advokad, PUPN, isi darl Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor

48 Prp. Tahun 1860, Pasal 28 Huruf | Ayat (2) Undang-Undang Dasar

1945,

D.1.

Peranan

Pengertian peranan dalam Kamus Bahasa Indonssia yang
disusun oleh W.J.8. Poerwadarminta tahun 1876 adalah suati yang
mewujudkan bagian yang memegang pimpinan terutama dalam
terjadinya suatu hal atau peristiwa. Sedangkan peranan dalam
pengertian Sosiologi adalah perilaku atau tugas vang diharapkan
dilaksanakan seseorang berdasarkan kedudukan atau siatus yang
dimilikinya. Dengan lain perkataan, peranan alah pengejawantahan
jabatan atau kedudukan seseorang dalam hubungannya dengan
sesama manusia dalam suatu masyarakat alau organisasi.® Selain
itu, pengertian peranan dalam Kamus Bahasa Indonesia yang
diterbitkan tahun 1989 adalah berasal dari kata peran. Peran
memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan vang dimiliki
oish yang berkedudukan di masyarakat, Sedangkan peranan adalah

bagian dari fugas utama yang harus dilksanakan,™

R bt

insi biogsnot cormi@0hMN3pengerntian-etika-peracan-dan himls, Didkses:
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D.2. Mahkamah Konstitusi

Berbicara mengenai pengertian Mahkamah Konsfitusi, dapat
diuraikan dari  kata Mahkamah yang mempunyai arti pengadilan,
lembaga hukum, dan juga gedung pengadilan. Sedangkan yang
dimaksud dengan Konsfitusi mempunyal artt  Undang-Undang
Dasar. Kemudian berdasarkan hal tersebuf di atas, Undang-Undang
Nomor 24 fahun 2003 tentang Mahkamah Konstifusi pada bagian
konsideran dicantumkan bahwa yang dimaksud dengan Mahkamah
Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang
mempunyal peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi
dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya
sebagaimana ditenfukan dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 18457

Istilah konsfitusi #tu berasal dari bahasa perancis, yakni
constiluer, yang berartt membentuk. Pemakaian istilah konstitusi
dimaksudkan sebagai pembentuk sesuatu negara atau menyusun
dan menyatakan suatu negara. Sedangkan dalam kamus Black Law
Dictionary yang dimaksud dengan konstiiusi adalah hukum dasar
dan organik dar sualu bangsa dan negara, menetapkan konsep,

karakier, dan organisasi dari pemerintahan, juga menjelaskan

= Pemily Masuk Unit Gawar Darurat (UGD) 'dm;{!:iomh}lahkamah KonstitusisjianhukuMahkamah
Konstitusietatanscaraan. blogspol.com/ 2000 06 01 archivehtmie, Diakses: 1 Juli 2008,

Universitas indonesia

Peranan Mahkamabh..., Arlianti Vita, FH Ul, 2009



23

kekuasaan kedaulatan dan cara dari pengujiannya.  Adapun
pengertian konstitusi menurut Wade & Philips adalah suatu
dokumen yang merupakan kerangka dasar yang menampilkan
sanksi hukum khusus dan prinsip dari fungsifungsi lembaga-
lembaga pemerintahan Negara dan menyatakan puia prinsip-prinsip

yang mengatur cara kerja sebuah lembaga.®®

D.3. Hak Menguji Materill

Sedangkan mengenai pengertian dar hak menguji maleriil,
Sri Sumantri berpendapat bahwa hak menguji materiil adalah suatu
wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu
peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan
dengan peraturan yang lebib tinggi derajatnya, serta apakah suatu
kekuasaan tertentu (verordenende acht) berhak mengeluarkan
suatu peraluran iertents. Jadi hak menguji matertil ini berkegnaan
dengan isi darl suatu peraturan dalam hubungannya dengan
peraturan yang lebih tinggl derajatnya. ¥

Berdasarkan Pasal 24 C ayat {1} Undang-Undang Dasar 45
vang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang
mengadili pada fingkat pertama dan terakhir yang putusannya

bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-

* 1hig.

5 A{i Murtadio. Judicial Review (Peninjauan Kembali) <hilp:/fiadiodall, wordpress.com/2anainn/ng/
HCME - By ~ambalifs, Digkses: 1 Jull 2008,
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undang Dasar, maka Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan

pengujian matetiil. \

B.4. Kredit dan Piutang Negara

Kemudian mengenal pengertian  lkredit  yaitu  adalah
penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan
itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam
antara kreditur/bank dengan pihak lain vang mewajibkan pihak
peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu
dengan pemberian bunga.®® Sedangkan mengenai Piutang Negara,
difinisinya adalah jumiah vang yang wajib dibayar kepada negara
atau badan-badan yang balk secara langsung alau fidak langsung
dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau

sebab apapun.™

D.5. Advokad dan Diskriminasl

Sedangkan mengenal pengertian advokad dapat didefinisikan

sebagal orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, balk di

* 8. Mantayborblr, Sistom Hukum Pengurusan Piutang Negara, (Jakarta: Pustaka Bangsa
Prass, 2004), hat 43,

* indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Prp. Tahun 1950 tentang Panitia Urusan Piutang Negars,
Pagal 8. Selaniutnya dalam penjelssan Pasal 8 UU Nomor 48 Frp. Tahun 1860 lentang PUPN
disabutkan bahwa Plulang Negar dimsksudkan hutang yang langsung terhutang kepada Negara dan
olsh karena ik Barus dibayar kepada Pemerintah Pusat atau Pemerinish Daerah. Terhutang kepada
badan-badan yang umumnya Yekayaan dan modalnya sebagian atsu selurthnya miik Negars,
misalnya Bank-Bank HNegurs, Pergerosn Torbalas-Persercan Terbatas Negara, Perusahzan-
Perusshean Negara, Yayessn Perbokalan den Persedian, Yayasan Urugan Badan Makanan dan

sebagainye.
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dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan ‘
berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.*

Adapun mengenal diskriminasi didefinisikan sebagai setiap
pembaiasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun
tak langsung didasatkan pada pembedaan manusia atas dasar
agama, suku, ras, einlk, kelompok, golongan, status sosial, status
ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat
pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan,
pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan
dasar dalam kehidupan baik. individual maupun koleklif dalam
bidang politik, skonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek

kehidupan lainnya,*'

D.6. Pasal 12 Ayat (1) UU Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN

Disamping itu, periu juga ditegaskan mengenal isi Pasal 12
Ayat (1) UU Nomor 48 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN yang

menyatakan bahwa instansi-instansi Pemerintah dan Badan-badan

¥ indonesia, Undang-Undang Nomer 18 Tahun 2003 tentang Advokad, Blandung: Fokusmedia,
{etakan Perlama, 2003}, hal 178 Sslanjutnys bardasaksn Pazal 2 ayat {1} Undang-Undeng Nomor
18 Tahun 2003 fenlang Advokad, dinyalakan balwm Advokel, Penssihst Hukum, Pengacara Prakiik
dan Konsultan Hukum yang lelah diangkst pada ssal undang-undang inl mulsl berisky, dinyataken
sebagsl Advokat sebagalmana distur dalam undang-undang ind. fbid, hal 180,

“! indonesia, Undeng-Lindang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusta, Pasal 1 angka
3. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Departemen Pendidikan Dan
Kehudayean Republik Indonasia, terbitan Balal Pustaka, Jakarta; dikriminasi sdalah Pembedaan
periakuan terhadap sesama warga negara (berdasarian wama kulit, golongan, suky, ekonomi, agama,
dsh, . Diskriminasi menganal sialus sosisd adelah pembedaan sikap dan petlakuan terhadap sesama
manusia bordasarkan kedudokan sosialnya.  Dalam hat ing, pengufian matenl yang disjukan nea
Pemohon adslzh menyangiut dikiminast tentang stelus sosial dimana siatug sosial dar para
Pemohon adalah pekerjasn sebagal Advokal,
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Negara yang dimaksudkan dalam Pasal 8§ Peraturan ini diwajibkan
menyerahkan piutang-piutangnya yang adanya dan besarnya {elah
past menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau
melunasi sebagaimana mestinya kepada Panitia Urusan Piutang
Negara. Kemudian Pasa! Pasal 12 Ayat (2) UU Nomor 49 Prp.
Tahun 1980 tentang PUPN menyatakan bahwa dalam hal seperti
dimaksudkan dalam Ayat (1) pasal ini, maka dilarang menyerahkan

pengurusan piutang negara kepada Pengacara.

D.7. Pasal 28 huruf | Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

Dalam Pasal 28 huruf | Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1545
disebutkan bahwa sefiap orang berhak bebas dari perlakuan yang
bersifat diskriminalif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan

perlindungan ferhadap periakuan vang bersifat diskriminatif itu,

Adapun mengenai pengertian eksekusi adalah realisasi dar
kewenangan pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang

tercantum dalam putusan.*

2 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Pordata indonesia, Liberty, Yogyakarks, 1908,
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E. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif*®
dengan menggunakan bahan pustaka sebagai bahan utamanya,
khususnya adalah bahan hukum primer yang merupakan bahan-hahan
hukum yang ferdiri dari norma dasar atau kaidah, dan peraturan
perundang-undangan. Selain itu juga digunakan bahan hukum sekunder
yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, termasuk
kedalamnya rancangan undang-undang, hasil pemeriksaan, hasil karya
akademisi dan pakar hukum. Penelitian hukum normatif ialah penelitian
hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data
sekunder belaka.*

Pendekatan yang dipergunakan beriitik tolak dari sudut ilmu
hukum, terutama Hukum Tata Negara. Sebagai hukum positif, Hukum
Tata Negara merupakan peraturan hukum yang berlaku positif, yang
merupakan peraturan hukum yang berlaku pada suatu tempat tertentu
dan pada suatu saat tertentu.*® Penelitian hukum nommatif ini mencakup

peneiitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika

* Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji , Penelitian Hukum Nommalif Sualu Tinjauan Singkat,
(Jakarla: Raja Grafindo Persada, 1994), hal. 13.

“ Scerjcmn ﬁoekanto dan 3 Mamudji, Penelitian ...Op.Cit., hal. 15.

45 Wirjonno Prodjodikoro, Asas-asas fimu Negara dan Politik, {Jakarta-Bandung: PT. Eresco,
1981), hal.8.
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hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum
dan penslitian perbandingan hz.zkam,"é

Penelitian iimiah merupakan suatu usaha untuk memecahkan
suatu masalah yang dilakukan secara sistematis dengan metode-metode
dan teknik-teknik tertentu éeca?a iimiah. Penelitian harus memenuhi
syarat-gyarat penulisan iimish agar dapat dipertanggungjawabkan
kebenarannya. Dalam mencapal maksud tersebut, penelitian akan
dilakukan berdasarkan data-data yang validitasnya dapat dipercaya.

Peneftian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan
menggunakan data-data sekunder sepert peraturan  perundang-
undangan, majalah, éurat kabar, artikel, buku-buku, hasil-hasil seminar,
informasi melalui internet, dan bahan-bahah yang menunjang Rinnya
yang bethubungan dengan materd penciitian. Dalam  penelitian  ind
dilakukan berdasarkan penelitian deskriplif, yakni berussha memberikan
informasi yang selengkap-lengkapnya mengenai Pengujian  Materlil
Atas Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Prp. Tahun 1880
tentang PUPN _?erhadap Pasal 28 Huruf | Ayat (2} Undang-Undang
Dasar 1945. Metode pendekatan dan analisa terhadap data
menggunakan pendekatan kualitatif karena pengumpulan datanya

berasal dari studi dokumen yang berkaitan dengan materi yang diteliti,

% Soerjons Saokanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan 3, (Jakarta: Ul Press, 1986), hal. 51.

Universitas indonesia

Peranan Mahkamabh..., Arlianti Vita, FH Ul, 2009



29

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan iimiah yang baik adalah penulisan yang memberikan
gambaran yang jelas, teratur dan mempunyal sistematka yang baik
sebagaimana penelitian iimiah. Disamping itu, penelfitian juga harus
mempunyai  inter relgsi antara bab-bab di dalamnya dan dapat
menielaskan hubungan antara bagian-bagian yang akan diteliti dalam
penyusunan tesis inl, serta dalam keterkaitan antara permasalahan yvang
akan diteliti sehingga permasaiahan dalam tesis tersebut teriawab
dengan landasan teori dan dasar hukum. Penelitian il terdiri dari
bebherapa bab dan akan diuraikan secara sistematis dan berurutan.

Dalam bab | yang berjudul pendahuluan ini akan dijelaskan
mengenai apa yang menjadi latar belakang permasalahan yang
didalamnya juga menguraikan sekilas mengenal pengetahuan tentang ide
pembeniukan Mahkamah Konstitusi, kebijakan pemerintah  dan
permasalahannya sehubungan dalam  kaitannya  dengan  peranan
Mahkamah Konstitusi di Indonesia dalam pengufian materiil Alas Pasal
12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia
Urusan Piutang Negara terhadap Pasal 28 Huruf | Ayat (2) Undang-
Undang Dasar 1945, Kemudian menemukan permasatahan-
permasalahan yang meanjadi penyebab terjadinya permohonan pengujian

materiil oleh para Advokad kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam bab ini
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juga menjelaskan mengenal tujuan diadakannya penelitian  inj
dilanjutkan dengan menjelaskan mengenai pengertian-pengéertian dalam
subbab kerangka konsep agar tidak terjadi perdebatan difinisi, serta
menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini dan yang
terakhir menjelaskan tentang sistematika penulisan dalam penelitian ini.

Sedangkan bab Il adalah bab yang berjudul mengenai pihak-
pihak yang terkait dalam pengufian materiil atas pasal 12 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 49 prp. Tahun 1980 tentang ?an&ia E.fmsafz
Plutang dan Negara terhadap Pasal 28 Huruf | Ayat (2) Undang-
Undang Dasar 1845, dimana dalam bab ini akan dijslaskan mengenai
apa yang dimaksud dengan Panitia Urusan Piutang dan Negara. Dalam
bab inl juga menjelaskan apa sga yang meﬂjazii kewenangan Panitia
Urusan Piutang dan Negara yang tentunya didasarkan pada susiu
ketentuan. Selanjutnya dalam bab ini juga menjelaskan mengenai siapa
itu para Advokad dan apa yang menjadi dasarnya sehingga mereka
dapat mengajukan permohonan  pengujian materiil kepada Mahkamah
Konstitust Atas Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48  Prp.
Tahun 1880 tentang Panitia Urusan Piulang Negara Terhadap Pasal 28
Huruf | Ayat (2} Undang-Undang Dasar. Selain itu dalam bab ini juga
menjelaskan sekilas mengenal Mahkamah Konstitusi dan hal-hal yang

menjadi kewenangannya, serla vang tidak kalah penting juga, dalam

\_\\
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bab inl menjelaskan mengenal Mahkamah Konstitusi dan perlindungan
terhadap Hak Asasi Manusia. |

Masuk ke dalam hab Il adalah bab yang menguraikan mengenai
hal pokok yang menjadi obyek tunttan vyang dimohonkan untuk
dilakukan uji materiil oleh pemohon kepada Mahkamah Konstitusi. Selain
itu juga apa saja yang menjadi alasan tuntutan pemohion tersebut akan
dijelaskan dalam bab ini. Para pemohon vang dalam hal ini adalah
Advokad/Pengacara, apakah kedudukan para Advokad/Pemohon
memang tepat dalam mengajukan pengujian Materiil Atas Pasal 12 Ayat
(2} Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN. Dan apa
yang menjadi alasan pemohon mengajukan penguijian Materill Atas Pasal
12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp, Tahun 1980 tentang PUPHN,
serta apa yang menjadi tuntutan para pemohon.

Sedangkan dalam bab 1V, akan diuraiken sscara terperingi
mengenal analisa terhadap kepuiugan Mahkamah Konstitusl. Disamping
ity dalam bab ini juga akan dijelaskan mengenal penjelasan yang
disampaikan oleh beberapa pihak-pihak terkait dalam pengujian Materiit
Atas Pasal 12 Ayat (2} Undang-Undang Nomor 489 Prp. Tahun 1960
tentang PUPN mengenal  kewenangan-kewenangan pihak vyang
bersengketa berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kemudian juga apa
saja yang menjadi dasar hukum seluruh pihak, apakah sudah sesuai

dengan ketentuan vang beriaku? Disamping itu dalam bab ini akan
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menjelaskan mengsnal pertimbangan-pertimbangan 'hukum Mahkamanh
Konstitusi datam memutuskan permohonan Pengujian Materiil Atas Pasal
12 Ayst (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp, Tahun 1960 tentang PUPN,
sehingga putusan tersebut sudah tepat berdasarkan atas hukum.

Yang terakhir, yaitu bab V yang berjudul kesimpulan dan saran, -
akan rhf:emberikan kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian
tersebut vang dapat menjawab beberapa permasalahan yang terdapat
pada bab | secara jelas dan berurutan. Yang tidak kalah penting, dalam
bab ini juga dapat memberikan saran-saran berdasarkan pada
peraturan perundang-undangan terhadap permchonan pengujian materiil
atas Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undapg Nomor 49 Prp. Tahun 1960
tentang Paniia Urusan Pilutang Negara, sehingga saran-saran tersebut
diharapkan dapat memberikan gambaran yang ielas dan menjadi suatu
masukan yang berguna bagi pihak-pthak yang berkaitan dengan
penguilan materiil atas Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49
Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, terutama bagi
parkembangan hukum di indonesia serta memberikan penjelasan kepada

masyarakat Indongsia umumnya.
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BAB I
PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT DALAM PENGUJIAN MATERIIL
ATAS PASAL 12 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 48

PRP. TAHUN 1860 TENTANG PUPN TERHADAP
PASAL 28 HURUF | AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR 1245

A, PUPN DAN KEWENANGANNYA
A1, PUPN

PUPN vang merupakan kepanjangan dari Panitia Urusan
Piutang Negara adalah panilia yang bersifat interdepartermental
yang mengurus pi_utang negara yang berasal dari instansi
pemerintah atau badan-badan yang dikuasai negara. Ketua PUPN
diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden. Anggota
PUPN berasal dari unsur pejabat Departemen Keuangan sebagal
anggota, Departemen Perfahanan dan  Keamanan  sebagai
anggota, Kejaksaan sebagai anggota dan wakil dari Bank Indonesia
sebagal anggota dan ketua merangkap anggoia. Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 48 Prp. Tahun 1860 ifentang Panitia

Urugan Piutang Negara (PUPN), Pemerintah membentuk lambaga
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yang bertugas mengurus piutang negara yang disebut PUPN.Y
Pada saat Undang-Undang Nomor 48 Prp. Tahun 1980 disusun,
terhadap penanganan kredit macet (Piutang Negara) dibutuhkan
langkah-langkah yang singkat, cepat dan efeklif yang tidak
dilakukan melalui prosedur biasa sebagaimana diatur dalam HIR
(Staatshiad 1941 Nomor 44) karena dianggap dapat menemul
berbagal macam kendala dan kesulitan, halk prosedur maupun

wakiu vang iama.

Pada saat inl kebutuhan dan sussana telgh berubzh

sebagaimana terihat dari perkembangan peraturan perundang-.

undangan antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara,” Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2003 tentang Badan Usaha Milik Negara,Undang-Undang Nomor 1

“? Pasal 3 Keputusan Presiden Momor 11 Tahun 1978 tanggal 20 Marst 1676 tentang Paniiia
Urnusan Plutang Negera (PUPN] dan Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) mengatur PUPK sebagai
suaty panita yeng sifatnya interdepartemental. Oleh karena iy, lembsga yang manyelsnggarakan
keputusar PUPN terssbur sokerang disebit Direktorat Jenders! Kekayaan Negara #33KMN). Kelua
PUPN moeangkap sebagal Direktur Jenderal Kekaysan Negars, PUPN Pusal barkedudukan di
Jakarta, sedangkan PUBEN Cabang mempunyai keduduken di seliap Kantor Pelayanan Kekayasn
Mogara dan Lalang {KPKNL). PUPHN mempunyai tugas dan wawehang diantaranya pengurus piutang
neqera zizy wang kepeda Megara yaitu jumiah dang yany wajib dibayar kepads Negara {instansi
Psmeriniah} atau Dadan issha Negara yang modal atau kekaysannnya sebagian slau selurubmya
itk Negara bailk <f pusat maupun dl dagsrah.

*® Ada dua pengerian yang basa dikallkan derpan perkafaan uang negava, yailu uang nogara
dalam arl gkonomis, yaity dang gan kekayasrn mifik regara, dan uang nagara dalam arg teknis, yaitw
sang masuk dan kelsar sebagaimana veng tergambar dalam perhitungan APBN {Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD {Anggaran Pendapatan dan Bslanja Daerah). Kedua
pengertian Iné harus dibedakan |, dan pengediannys tidak bholsh dicempuradukkan gehingga
manimbiikan ksbiogunan deiam memahsmi konsep-konsep yang terkag dengan pengértisn kauangan
negara dimaksud. Dalam arli ekonomiy, semua aset alau kekayaan negara adalah kekayaan milik
negara, ermasuk aps ssia yany dapat dinilzf dengan uang. Namun, kekayaan negara datam arti luas
tidak ideniik dengan keuangen nagara. Maskipun keksysen ity dapal dinflal dengan uang, tetap
secara teknis hukum antara kokayaan negara dan keuangen telap berbeda dan hamus dibedakan.
Lihat Jimly Assiddiqie, Pokok-Pukok Hukum Tata Negara indonesis, {(Jakarta: PT. Bhuana llmu
Popsdar, 2607), Tl B11L
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Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.® PUPN mempunyai
tugas melaksanakan pengurusan Piutang Negara yang berasal dari
instansi pemerintah dan badan usaha yang secara langsung atau

tidak langsung dikuasal™

A.2. Kewenangan PUPN

Tugas dan kewenangan PUPN selalu berkailan dengan
Keuangan Negara. Definist keuangan negara adgiahn semua hak
dan kewajiban negara yang didapat dinilai dengan uang, serta
segala sesuaty balk berupa uang maupun berupa barang yang
dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak
dan kewajiban tersebut® Sedangkan Keuangan Negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang
Dasar 1945 adalah keuangan negara vang dikaitkan dengan
fanggung jawab pemerintah tentang pelaksanaan anggaran. Oleh.

sebab itu, pengertian keuangan negara dalam ayat (8) it tidak

“* Beiring dengan perkembangan dao kunlulan Zaman, maka pengeriian tereng Plutang Negara
telah bargosor #lay bonshah sebagsimans disfur dalem peraturan perundeng-undengan, disntaranys
Undang-Lindang Nomor 17 Tehun 2003 tenlanyg Keuangan Negars, Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2008 twntong Boden Ussha Milik Negera, Undeng-Undang Nomor 1 Taelwn 2004 lentang
Parbendoharasn Negars, Pergluren Pemerinieh Nomor 14 Tshun 2005 tenleng Tala Cam
Panghapusan Phiang Negera/Dagrah, Perathwen Pomorntah Nomor 33 Tahun 2008 tenlang
Parubalan Alss Pomtutan Pemodniah Nomaor 14 Tahun 20056 fentang Teta Carg FPenghapusan
Plutang NegaraDesrsh, dan Peraturan Menteri Keusngan Nomor 87/FMICO7/R008 tentang
Fangurusan Plulang Pervsshaan Negara/Daedah.

* Indonesia, Paraturan Presiden Nomer 85 Tahun 2006 tentang Panitis Unssan Piutang Negara,
Pasal Ayat (1)

¥ \ndonesta, Undang-Undang Nemor 17 Tahun 2003 lentang Keuangan Negars, {Jakarda
Pustaka Pergauian), hal 3., Paesl 1 angka i.
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mungkin mencakup keuangan daerah dan keuangan perusahaan-

perusahaan, kecuali Perusahaan Jawatan.*

Lalam Xonsideran Undang-Undang Momor 49 Prp. Tahun
1960 tentang PUPN®, antara l'ain disebutkan bahwa untuk
kepentingan keuangan negara, hutang kepada negara atau badan-

badan, haik yang langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh

% Adfin B Soeda Atmadia, Keuangsn Publik dalam Forspektif Hukum, Teod, Krilik dan Saran,
Ed.1, {lakarda: PT Raia Geafindc Persada, 2008, hal 41, Likat juga belaman 22, dilslaskan bahwa
dalam hubungan dangan pengerfian keuangsn negara, periu kiranya ditelasis dengan cermatl masalah -
apa saia sssunggubnya yany terkandung dalam Pasal 23 ayal (8) Undang-Undang Dasar 1845,
diriana ada 3 masalah, vaite 3. ada tanggung jpwan Keuangan degsra yang harus diperiisa, b, untuk
pemeriksaan  tanggung jawab tersebut diadakan sualy badan Pemeriksa Keuangan, yang
peraturarnya ditetapkan dengan undang-undang, ¢ hasit pemeriksaan ity diberitahukan kepada
{awan Perwakilan Rakyat.

% PUPN adalah suatu panitia, sehingga untuk melaksanakan penyelenggaraan dan tugas yang
dimiliki PUBN dibentuk iembaga yang disebut Badan Urusan Piuteng Negara (BN} berdasarkan
Keputusan Presiden Namor 11 Tahun 1876 tenggal 20 Maret 1676 kentang Panifia Yrusan Phdang
Negara dan Badan Urusen Pigdeng Megara. BUPN adalsh badan yeng menvelenggarakan
peisksatsan pengunusan piuleng negers vang berade langeung dibawal dan berangourg jowab
kepads Menler Keuangah yang mempunys fugas menyelenggarakan pengurusen plulsng negara
vang lerhudong kepada inslansi-inglens! pemerintoh/badan-hadan usahe negara, siaps badan-baden
lainnye belk d pusal maupun o daergh yang secara langsung alau dek lengsung dikuasal negara
bardasarkan peraturgn perundang-undangan vang berdaku.

Keputusan Peasiden Nomer 21 ol 1851 fanggal 1 Jund 1881 lentang Badan Urusen Piufang
- dan Lelang Negara, lembaga BUPN dissmpumsakan kedudukanrya, iuges organisasi dan tata keria
meniadi Badan Urusan Piaang dan Leiang MNegara (BUPLNY: BUPLN adaish baden yang berada df
hawah den bertanggung jawab langsung kepada Menterd Koeuwangan yvang memifid lugas
menyelenggarakan pengurigsan pivtang negara dan lelang baik yang berasat dar penyelenggaraa
pulaksanaan tugas Panitiz Urusan Piulang Negara maupun pelaksanaan kebijaksanaan yang
ditetapkan cleh Mented Keusngandan peraturan perundang-undangsan yang berfaki,

Berdasarkan Keputusan Prasiden MNomor 177 Tahun 2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang
fivsunan Organisasi dan Tugss Depademen . Kepmenksuntusan Mentsni Keusngan Nomor
2KMK 0172001 tentang Qryganisas! dan Tata Kerja Departemen Keuangan, BUPLN diubah menjadd
Direkdoral Jenderal Plulanyg dan Lelang Negara (DUPLNL DIPLN adalat Direkiorat yang berada di
bawsh doan bedengoung jewsh ngsung kepada Menled Keusngsn., Sedengkan berdasarkan
Peraluran Presiden Nomor 88 Taehun 2008 leniang Porubshan Keempat slas  Perafuran Presiden
Homor 10 Tahun 2000 tentang Urdl Organisast dan Tugas Eseion | Kemoenderion Republik indonesia
. Persturan Menterd Keusngsn Nomon 139PMKOH2008 leniang Crgenisss dan Tatz Kerja
Departernen Keuangan jo. Pomenkew Nomor 167 Tahun 2008 dan Permenkey Nomor
135PMK.01/2008 tenlang Orgenisast dan Tala Kerja Instansi Verfikal DUKN, DJPLN diubah menjadi
[rektorat Jenderal Ditgktorat Jerideral Kekayaan Negara (DJKH) DIKN adolah Diveklorat yang
herada 8l bawah dan bertanggung inwab langsiung kepada Meptern Keuangan,

Hubungan antara PUPN dengan DJKN adalah PUPN mempunyai lugas dan wewenang mengurus
piulang negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Prp. Tahun 1960, sedangkan DJKN adalah
pelakesna penvelenggara migas Jdan wewenang PUPN, sebapai pelaksana kepulusan PUPN yang
mempunyai kantor operasional di selurdh Indonesia vaifu ¥antor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang SCPKNL).
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negara, periu segera diurus. Penyerfaan negara merupakan
kekayaan negara yang dipisahkan.® Jadi ketika kekayaaan negara
telah dipisahkan, maka kekayaan negara tersebut bukan lagi
masuk ke dalam ranah hukum publik namun masuk ranah hukum
privat sehingga tunduk pada kefentuan afau prinsip korporasi yang

sehat,

Piutang Negara dapat juga dihapuskan dengan cara
penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak
atas piutang Perusahaan Negara/Daerah dilakukan sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.®® Adapun
tata cara penghapusan sccara barsyarat dan penghapusan secara
rmutlak atas piutang Perusahaan Negara/Daerah yang pengurusan
piutangnya diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara

{(PUPN]) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan®

Pasal 11 Peraturan Pemerintah {(PP) Nomor 33 Tahun 2006
menyatakan bahwa saal Peraturan Pemerintah inl mulal berlaky,
maka pengurusan piutang Perusahaan Negara/Daerah unfuk
selanjuinya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di bidang Perseroan Terbatas dan Badan

 indonesta. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 lenfang Badan Usaha Ml Negers (BUMN],
Fasal 1 Ayat {1).

% tndonesia. Peraturan Pameriniah Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 18,
8 bid, Pasal 13,
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Usaha Milik Negara beserta peraturan pelaksanaannya. Sedangkan
pengurusan piutang Perusahaan Negara/Daerah yang telah
diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara c¢g. Direkiorat
Jenderal Piutang Dan Lelang Negara dan usul penghapusan piutang
Perusahaan Negara/Daerah yang telah diajukan kepada Menteri
Keuangan melalui Ditien Piutang Dan Lelang Negara  tetap
dilaksanakan berdasarkan UL Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang

PUPN dan FF Nomor 14 Tahun 2005.5

FPada penjelasan PP Nomor 33 Tahun 2006 antara lain
disebutkan bhahwa dalam kerangka penyelesaian  piutang
Perusahaan Negara/Daerah vang juga diatur dalam PP Nomor 14
Tahun 2008, seiring dengan perjalanan wakiu disadari bahwa dalam
upaya memberikan keokuasaan bagi  BUMN/BUMD  dalam
mengoptimalkan pengelolaan/penguiusan piutang yvang ada pada
BUMN/BUMD dipandang perlu untuk meninjau kermnbali pengaturan
mengenai penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Dasrah dalam

PP Nomaor 14 Tahun 2005,

Pertimbangan uniuk meninjau kembali tersebut dilandaskan
pada pemikiran bahwa sesuai dengan dengan UU Nomor 18 Tahun

2003 tentang BUMN, secara tegas dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa

5 ibid, Pasal 18,
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negara yang dijadikan penyeraan modal negara pada BUMN
merupakan kekayaan negara yang dipisahkan.*® |

Dengan adanya pemisahan kekayaan negara tersebut, maka
piutang BUMN sebagai akibat perjanjian yang dilakukan olsh BUMN
sslaku entitas perusahaan tidak lagi dipandang sebagai Piutang
Negara, melainkan sebagai Piutang Perusahaan. Sejalan dengan
hal itu, maka pengelclaan termasuk pengurusan piutang BUMN,
tidak dilakukan dalam koridor pengurusan Piutang Negara,
melainkan dalam koridor Pengurusan Piutang Perusahaan yang
diserahkan kepada mekanisme pengeiolaan berdasarkan ptinsip-
prinsip perusahaan yang sehat berdasarkan peraturan perundang-
undangan vyang berlaku. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka
BUMN  memiliki kewenangan dan  keleluasaan  dalam
mengoptimalkan pengelolaan, pengurusan, penyelesaian piutang
BUMN yang bersangkutan.

Direklorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKNY/PUPN sebagai
pihak yang menangani pengurusan piutang negara tentunya harus
memberikan tanggapan-tanggapan atau penjelasan terhadap hal-hal
yang menurut pemochon dianggap tidak adil, yang merasa hak

konstitusionalnya dilanggar aleh PUPN. Piutang-piutang perbankan

% Kekayasn Negara Yang Dipisahkan adalah pemisaban kekayaen negara daf APBN untuk
diladian penyeriagn modal negara pada BUMN untuk sslanjulnya pombinasan dan pengelolaannya
tidak lagi didasarkan nada sislem APSN, melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang
sehat. Lihat Penjslasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 4,
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yang macet tersebut, diserahkan pengurusannya kepada lembaga
yang mempunyai kewenangan unfuk melakukan pengurusan
piutang macet, yang dalam hal ini ditangani oleh PUPN,

Namun piutang-piutang Negara yang pengurusannya
dilakukan oleh PUPN tidak hanya terbatas pada Piutang Negara
Perbankan saja, melainkan juga Piutang Negara Non Perbankan
{PNNPY, vang misalnya berasal dari pegawai suatu departemen
yang diberikan Bea Siswa ke Luar Negeri, kemudian sctelah lulus
tidak kemball ke instansi yang bersangkutan atau bahkan tidak
kembali ke Indonesia. Blaya yang digunakan untuk memberikan Beg
Siswa tersebut harus diganti oleh vang bersangkutan. Untuk itu,
penagihannya diserahkan ke PUPN. Hal semacam ini fermasuk
datam kategori PNNP,

Jadi dapat disingkat bahwa yang dimaksud dengan Piulang
Megara adalah sejumiah uang yang wajib dibayar kepada negara
atau badan-badan bak segara langsung maupun fidak langsung
dikuasai negara, berdasarkan suatu perjanjian, peraturan gtau
sebab apapun. Dalam kenyataannya banyak sekali piutang negara
bermasalah atau macet dan harus diurus karena merupakan harta
negara. Piutang Negara tersebut dibagi menjadi dua, yaitu Piutang
Negara Perbankan dan Piutang Negara Non Perbankan. Piutang

Negara Perbankan yaitu kredit macet bank-bank pemerintah.
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Seperti bank Tabungan Negara (BTN), Bank Negara Indonesia
(BNI), Bank Mandiri, bank Rakyat Indonesia (BRI} . Sedangkan
Piutang Negara Non Perbankan, berupa tagihan dari lembaga atau
instansgt atau badan pemerintah selain bank seperti tagihan macet
Telkom, Perusahaan Listrik Negara (PLN), tuntutan ganti rugi, dan
lain-lain. Baik Piutang Negara Perbankan maupun Piutang Negara
Non Perbankan diserahkan ke DJKN olen Penyerah Piutang.
Penyerah piutang (kreditur) adalah instansi pemerintah badan
negara bhaik tingkat pusat maupun tingkat daerah fermasuk
pemerintah daerah dan badan ussha yang jumiah saham atau
madalnya dimiliki badan wusaha wmilik negara/dasrah sesuai
peraturan  perundangan yvang berlaku dan wagjib menyerahkan

pengursan piutang macetnya kepada DJPLN.

B. ADVOKAD DAN HAKNYA MENJADI PEMOHON
8.1, Advokad

Sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya,
pengertian advokad dapat didefinisikan sebagal orang yang
berprofesi memberikan jasa hukum, baikk di dalam maupun di luar

pengadilan vang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan
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Undang-Undang ni.® Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip
negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bemegara,'
Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung
jawab memiliki peran dan fungsi yang penting di samping lembaga
peradilan dan instansi penegak hukum sepertli kepolisian dan
kejaksaan.® Melalui jasa hukum vyang diberikan, Advokat
menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan
hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk
usaha untuk memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak
fundamental mereka di depan hukum. Advokat sehagai salah satu
pilar dalam  menegakkan supremasi hukum dan hak asas
manusia,”'

Selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlibat di
jalur profest di Juar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di
luar proses peradilan pada saal sekarang semakin meningkat,
sejalan  dengan semakin  berkembangnya kebutuhan hukum
magyarakat terulama dalam memasuki kehidupan yang semakin
terbuka dalam pergaulan antarbangsa. Melalui pemberian jasa

konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan konirak-konirak

*¥ indonesia, Undang-Undang Nomar 18 Tahun 2003 lerdang Advaokad, {Bandung: Fokusmedia,
Cetaken Pertama, 2003), hal 178 Selaniuinya berdasarkan Pasal 2 ayat {1} Undang-Undang Nomor
18 Tafun 2003 tenlang Advokad, dinyatakan bahwa Advokst, Penasihal Hukum, Pangacara Praktit
dan Konsultan Hukum yang telah disngkst pada saat undang-undang ini mulal berakn, dinyatakan
sebagal Advoket sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. ibid, hal. 180,

¥ ehitpywelinkusuma. blogspot.comi2008/05/protesi-pengacara-advokat.htmlf>, Diakses: i Jull
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dagang, profesi Advokat kul membsri sumbangan berarti bagi
pemberdayaan masyarakat serta pembaruvan hukum nasional
khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam
penyelesatan sengketa di luar pengadilan. %

Advokat sebagal salah salu pilar pensgakan supremasi
hukum dan hak asasi manusia merupakan salah satu unsur sistem
peradilan. Advokat memiliki peran, lugas dan fungsi yang demikian
luas dalam memberikan jasa profesional mercka kepada
masyarakat. Advokat adalah orang yang bemrofesi memberi jasa
hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi
persyaratan berdasarkan Undang-Undang Ri Nomaor 18 Tahun 2003
tentang Advokat. Jasa hukum yang diberikan Advokat berupa
konsultasi hukum, banfuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili,
mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukurm lain untuk
kepentingan hukum klien balk crang, badan hukum, afau lembaga

lain yang menerima jasa hukum dari Advokat. *

B.2. Hak Advokad Menjadi Pemohon

Dalam mengajukan permochonan pengujian materiit Pasal 12
ayat (2) UU Nomor 48 Prp Tahun 1960 tentang PUPN terhadap

Pasal 28 huruf | ayat (2) Undang-Undang Dasar 1845, para

& mid.
8 mid.
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Advokad/pengacara melakukan pengajuan permohonan melalui
permintaan yang diajukan secara teriulis E{eipada Mahkamah
Konstitusi. Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa
dengan berlakunya ketentuan Pasal 12 Ayat (2} UU Nomor 48 Prp
Tahun 1860 tentang PUPN, yang menyatakan bahwa:

Dalam hal seperli dimaksudkan dalam Ayat {1) pasal ini,

maka dilarang menyerahkan pengurusan piutang negara
kepada Pengacara,

maka hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan, dan
dianggap bertenfangan dengan kefentuan Pasal 28 huruf | Ayat
{2} Undang-Undang Dasar 1945,

Terhadap pengurusan piulang macet (pivteng negara)
terscbut, Para Advokad yang mengajukan permohonan dalam hal
pengujian materil merupakan warga negara A!ndonasia, yang
bertindak baik sebagai perorangan atau kelompok orang vang
dalam hal ini mempunyal kepentingan sama yang menganggap hak
konslitusionalnya dirugikan oleh ketentuan yaitu apa yang tercantum
pada Pasal 12 Avat {2) UU Nomor 48 Prp Tahun 1960 tentang
PUPN, dimana pemochon menganggap bahwa ketentuan tersebut

diskriminatf.
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Pemohon memberikan pengertian diskriminatif tersebut
dengan menqutip pada Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 36
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang berbunyl:®*

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau

pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan

pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras,
etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi,
jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, vang berakibat
pengurangan, penvimpangan atau penghapusan, pengakuan,
pelaksanaan algu penggunaan hak asasi manusia dan
kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun
kolek! dalam bidang politlk, ekonomi, hukum, sesial, budaya
dan aspek kehidupan lainnya.

Pemohon mendalilkan perlakuan diskriminatif dimaksud temasuk

dalam status sosial mereka sebagai advokat.

Awal dari permasalahnya, para Advokad/Pengacara yang
dalam hal ini merupakan Pemochon pengujian materlii pernah
mengajukan proposal penanganan kredit macet kepada salah satu
Bank Milik Negara (Bank BUNN) dan kemudian para Pemohon
{Advokad) tersebul mendapat jawaban berupa penolakan dengan
alasan bahwa menurut ketentuan Pasal 12 Ayat (2} UU Nomor 49
Prp Tahun 19680 tentang PUPN, secara tegas disebutkan bahwa
pengurusan plutang  negara  dilarang  diserahkan  kepada

pengacara ™

® Luthfi Widagdo Eddyono, Larangan PFengacara Mengurus Piutang Negara Bukaniatt
Diskriminasi. <hiip:/fiwww kabarindonesia.com/berita. php?oil=83{d=! arangan+Pengacara+ Menguniss
Plrtang+Megara+Bukans, Diskses: Rabu, 1 April 2009,

® Luls Widegde Sudyone, Larangan Pengacara Mengurus Fiutang Negara Bukanjah
Plkriminasi. bbid.

Liniversitas indonasia

Peranan Mahkamah..., Arlianti Vita, FH Ul, 2009



46

Pengufian matetiii yang diajukan para Pemohon vang terditi
dari Advokad adalah menyangkut dikriminasi tentang status sosial
dimana status gosial dari para Pemohon adalah pekerjaan sebagai
Advokat. Pemonon berpendapat dalam mengurus kredit macet, para
Femoehon sudah mempunyal pengalaman yang cukup. Sejak tahun
1983, Pemohon sudah menjalin kerja sama dengan beberapa bank
swasta nasional maupun asing untuk menyelesaikan persocalan
kredit macet. Pada tahun 1983 tersebut, Direksi ssbuah bank
swasta nasional bercerita kepada Direksi sebuah Bank BUMN
tentang keberhasilan kerja sama antara Pemohon dengan bank
swasta nasional tadi dalam menyelesaikan perscalan kredit macet.
Rupanya Dircksi Bank BUMN iersebut tertarik dan mengundang
Pemohon unfuk bertemu membicarakan kerja sama. Namun
demikian pihak bank BUMN ietap berpegang bahwa pengurusan
piutang negara masih dilakukan berdasarkan Undang-Undang
Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panftia Urusan Piutang Negara.
Adtinya adalah bahwa Pemohon gagal menjalin kerja sama dengan
Bank BUMN tersebut, padahal Direkst Bank BUMN tersebut pada
awalnya sudah sangat senang dan mempunyai suatu harapan yang
baik dalam menyelesaikan kredit macet tersebut.

Pemohon juga berpendapat bahwa untuk menangani kredit

secara berhasi, termasuk upaya menarik kembali kredit dari debitur,
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dibutuhkan keahlian dan pengalaman khusus daiam bldang hukum
dan perbankan. Oleh karena itu, akan banyak manfaainya apabila
dalam menangani kredit bermasalah, bank millk negara
memanfaatkan bantuan Advokat sebagaimana telah dilakukan oleh
bank-bank swasta nasional maupun asing. Kitab Undang-undang
Hukum Perdata dalam pasal 1131, yang isinya menyatakan:

Segaia kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun

yang fidak bargerak, baik yang sudah ada maupun yang

baru akan ada dikemudian hari, mejadi tanggungan untuk
segala perikatan persecrangan.®

Dalam ketentuan tersebut telah dikenal mengenat pengafuran
ientang  penjaminan  yang dilakukan berdasarkan perjanjian.
Pengaturan tersebut menyatakan bahwa seluruh  kekayaan
sgseorang berutang (debitor} dapat dijadikan sebagal jaminan untuk
semua utangnya.” Semua debitor bertanggung jawab atas
psrikaiaﬁ—perikaténlhutangnya dengan seluruh  harla benda

miliknya.

 1Gtab Undang-Lndang Hukum Perdata (Burgerlijc Wathesk], dlterjernankan dleh R.Subekti, SH.
dan R, Tirosudibio, ¢ot.27, {Jakara : Pradoys Paramita, 15953, pasal 1131,

“ Prof. M. Subekfl, JaminanJaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesla, cet,
{Bandung : Penerbit Alumrl, 1878}, hal. 21,
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C. MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KEWENANGANNYA
C.1. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi, berikut tugas dan wewenangnya,
pertama kali dipérk@naikan pada Perubahan Ketiga Undang-Undang
Dasar 1945, Pasal 1 Aluran Peralthan Perubahan Keempat
Undang-Undang Dasar 1945 sepertt dikutip di awal tulisan, yang
disahkan pada 3idang Tahunan MPR 9 November 2001.
Sebetulnya, pasal ini hadir sebagai jalan keluar untuk mengisi
kekosongan hukum  semeniara Mahkémah Konstitust  belum
ferbentuk.® Uniuk pengertian konstitusi dalam pengertian Undang-
Undang Dasar 1948, sebelumn dipakal istilah groundwet, di Belanda
juga pernah dipakai staaisregefing. Namun, menurut Gijsben Karel
van Hogendorp pada tahun 1813, istilah groundwert dipakai untuk
menggantikan istilah staatsregeling.™

Dalam perkembangan kehidupan bemegara, konstitusi
menempali posisi yang sangat penting. Pengertian dan maleri
muatan konstitusi  senantiasa berkembang  seiring  dengan
perkembangan peradaban manusia dan organisasi kenegaraan.

Dengan meneliti dan mengkaji konstitusi, dapat diketahui prinsip-

® sahkamah Konstitusi, 58 Tahun.. On DE,

® S Sosmantr Matososwiqyo, Frosedure dan Sistem Perubahan Konstitusi dan Mahkamah
Konstitusi, Bandung: Alumni, 18873, hal. 12 dan hal. 810,
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prinsip dasar kehidupan bersama dan penyelenggaraan negara
serta strukiur organisasi suaty negara tertentu. Bahkan nilai-nilai
konstitusi dapat dikatakan mewakilt tingkat peradaban suatu
bangsa.

Kajian tentang konstitusi semakin penting dalam negara-
negara modern saat ini yang pada umumnya menyatakan diri
sebagai negara konstitusional, baik demokrasi konstitusional
maupun monarki konstitusional. Konstitusi tidak lagi sekedar istilah
untuk menyebut suatu dokumen hukum, tetapt menjadi suatu paham
tentang  prinsip-prinsip  dasar  penyelenggaraan  negara
{konstiusionalisme} yang dianut hamplr di semua negara, termasuk
negara-negara yang tidak memiliki konstitusi sebagal dokumen
hukum tertulis serig yang menempatkan supremasi kekuasaan pada
parlemen sebagai wijud kedaulatan rakyat.”

Konstitusi yang kokoh hanyalah konsiitusi yang jelas faham
konstitusinya  atau  konstitusionalismenya, yailu yang mengatur
secara rinci  batas-batas kewenangan dan kekuasaan lembaga

legislatif, eksekutif dan yudisial secara sefmbang dan saling

" Sacars garis besar pereasiudan kedauiatan rskyat dajam kehidupan bernsgem dapat
dikiagifikasikan menjadi dua mscam, yailu dafem lombaga perwekilan mkyat atau patlemen, dan
dalam bentuk konstitusi sebagal wujud peranjian sostal tertinggl. Negora-nagara yang renganut
penwjudan keclatdatan rakyat dalam pariemen mengakibatkan dlanutnya prinsip supremasi parieman.
Konsiitusi dalam neoars tersebut dapat dibuat ateu divbah dengan produk hukism pariemen {flegisiaiive
acty. Sedangkan negana yang menganyt perwujudan kedeulatan rakyat pada konsBiusl, menempatkan
konstitus! sebagal hulens fedingot. Konsekuensinga, hukum yeng diuat oleh parfemen lidak bolsh
hertantangan dengan konstifusi, dalam maskafah Jimly Asshiddiyie, Gagasan Dassr Tenfang
Konstitusi dan Mahlamah Konstiusl,
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mengawasi {checks and balances) serta memberikan jaminan yang
cuk&p luas dalam arll penghormatan {{o respect), perlindungan fo
protect) dan pemenuhan {fo fidf il hak warga negara dan hak asasi
manusia (HAM).”'

Pemikiran mengenai pentingnya suatu Mahkamah Konstitust
telan muncul dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum
merdeka. Pada saat pembshasan rancangan Undang-Undang
Dasar di Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan
indonesia {BPUPKI), anggota BPUPKI Prof. Muhammad Yamin
telah mengemukakan pendapat bahwa Mahkamah Agung perlu
diberi kewenangan uniuk membanding undang-undang. Namun ide
ini ditolak oleh Prof. Scepomo berdasarkan dua alasan, pertama
uUndang-Undang Dasar vang sedang disusun pada saat itu {(yang
kemudian menjadi Undang-Undang Dasar 1945) tidak menganut
paharm trias politika, kedua pada saat itu jumlah sarjana hukum kita
belum banyak dan belum memiliki pengalaman mengenai hal
itu.?

Penafsiran terhadap  Undang-Undang Dasar masa lalu dan
masa kini, dan masa yang akan datang, memeriukan rujukan
standar yang dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya,

sehingga Undang-Undang Dasar tidak menjadi alat kekuasaan yang

"' Abdul Muktie Fadjar, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi,(Sefjen dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstilusi-RI, 2006}, Hal. 34.

72 dimly Asshiddigie, Modal-Model..., Op. Cit., hal, 45.
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ditentutan secara sepihak aleh pihak manapun juga.”® Pendirian
Negara Demokrast merupakan salah satu cita-cila dari parg
founding father yang perlu direalisasikan.”

Undang-Undang Dasar 19485 yang semula dirancang sebagal
dokumen sementara, telah dianggap sebagal titk rujukan  bagi
penguasa oloriter yang mengekang negeri ini selama lebih dari tiga
dasawarsa. Walaupun isu-isu terientu dapat diatasi dari ltuar
kerangka konstitusional dan akhimya dimplementasikan melalul
perundang-undangan, Konstitusi juga menjamin sistem politik dan
hukum, hubungan antara warga negara dengan negara, dan
mengatur kekuasaan dan hubungan antara lembaga kepresidenan,
para pembuat Undang-Undang dan para penegak hukum.”

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga
yudikatif selain Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan
kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peraditan guna
menegakkan hukum dan keadilan. Pembentukan Mahkamah
Konstitusi dimaksudkan agar tersedia jalan hukum untuk mengatasi
perkara-perkara yang terkait erat dengan penyelenggaraan negara

dan kehidupan politik. Dengan demikian konflik yang terkait dengan

# Jimly Asshiddigle, Kanstitusi dan Konstitusionatisme indonesia, {Jakenta: Konstitusi Press,
2008}, hal. 28,

™ Sleghied Bross, Hulum Konstitusi Republl Federsl Jerman; Beberapa Pubusan Terpith,
{Jakarta: Pusat Studi Mukuem Tata Negara, Fakultas Hukurm Universitas fncdonesia, 2068}, hal. 10.

™ Satya Annanto, Hak Asasi Manusia Dalem Transls! Pofaik Di Indonssia, Cetakan kedua
{iakarta: Pusat Studi Mokum Tata Negara Fakultes Hukum Universitas lelonesia, 2005), Hal 268.254,
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kedua hal tersebut fidak berkembang menjadi konflik politik-
kenegaraan tanpa pola penyelesaian yang baku, transparan, dan
akuntabel, melainkan dikelola secara objekif dan rasional
sehingga sengketa hukum yang diselesaikan secara hukum pula.
Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai
Lembaga Negara Pengawal Konstitusi atau The Guardian and The
Irterpreter of The Constitution.™

Dalam rangka menggalh sejauhmana beneficial effect yang di
hasilkan olgh Mahkamah Konstitusi maka kila dapat mengamati
melalul hal yvang basic yalty, sudahkah ferlindungi hak warga
Negara kita terhadap tindakan-tindakan yang sewenang-wenang
dari pemerintah, sehingga memungkinkan manusia sebagal warga
Negara uniuk menikmati manabainya sebagai manusia. Dengan
kala lain, ada sebuah jaminan terhadap apa yang oleh masyarakat
dirasakan sebagai keadilan sosial. Keadilan sosial adalah suatu
keadaan di mana setiap golongan merasa dirinya mendapat
penghargaan yang wajar dari golongan-golongan yang lain,
sedangkan setliap golongan tidak merasa diabaikan oleh kegiatan

golongan-golongan lainnya. ”
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Melalui Mahkamah Konstitusi kita mempunyai  sebuah
harapan besar bahwa hak-hak énasyarakat akan terlidungi atas
tindakan-tindakan yang sewenang-wenang dari penguasa, sehingga
memungkinkan warga masyarakat uniuk menikmati  martabatnya
sebagal manusia. Keadilan yang dituju sebagai cita hukum itu
menjadi pula usaha dan tindakan mengarahkan hukum positi
kepada cita hukum. Dengan demilian hukum yang adil adalah
hukum yang diarahkan oleh cita hukum untuk mencapai tujuan
masyarakat,

Sebuah cita hukum tidak hanya berfungsi sebagai tolak ukur
yang bersifat regulatif, yaitu yang menguji apakah suatu hukum
positif adil atau tidak, melainkan juga berfungsi sebagai dasar yang
bersifat konstitutif, vaitu menentukan bahwa tanpa adanya cita
hukum maka hukum akan kehilangan maknanya sebagai hukum.
Dalam konieks i berkaitan Mahkamah Konsitusi  sebagai
pelaksana kekuasaan kehakiman dalam mewijudkan hukum dan
keadilan yang bersifat konstitutif yang terkandung dalam konstitust
sebagal hukum dasar negara.

Dari beberapa uraian di atas, dapat dikemukakan sebagai
hubungan konsistensi antara hukum (konstitusi] dan kenyataan
yang menjadi pandangan hidup masyarakat. Dengan cara pandang

sepertt demikian maka hal ini bisa dikatakan sebuah usaha untuk
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mencoba mempertautkan antara dua tradisi pemikiran dalam
konstitusi atau Undang~Undang Dasar 1945 yang diénut. Pertama,
pemikiran tentang negara hukum yang demokratis. Kedua,
pemikiran tertang penegakan konstitusi dan konstitusionalisme

yang menjadi fungsi dard Mahkamah Kenstitusi.

C.2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara baru dalam
sistem ketatanegaraan indonesia sebagai hasil amandemen ketiga
Undang-Undang Dasar 1945 pada Sidang Tahunan Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR)} Republik Indonesia Tahun 2001
dalam Bab X, Pasal 24 ayat (2) dan Perubahan keempat Undarg-
Undang Dagar 1945 pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 dalam
Aturan Peralihan Pasal lll. Adapun Pasal 24 ayat (2) selengkapnya
berbunyl sebagai berikut,

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung

dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam

ingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan  agamg,
ingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata ussha
negara, dan oleh sehugh Mahkamah Konstitusl.™
Mahkamah Konstilusi yang dilshirkan pada era reformast ini diharapkan
dapat menjawab dan menyelesaikan perscalan mengenal konstitusi,

Sebagal organ konstitusi, lembaga ini dibentuk untuk menjadi pengawal

7 Majelis Permusyswaratan Rakyat Republik Indunasla, Undang-Undang Dasar Negara Republik
indonesia Tahun 1945 {lakana: Sokretariat Jendersl MPR 81, 2002}, hal. 46.
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dan sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan-

putusannya.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah dilakukan
amandemen terdapat ketentuan mengenai kewenangan Mahkamah
Konstitusi dalam menjalankan Peradilan Tatanegara sebagai berikut:"

1. menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar;

2. memutus sengketa kewenangan lembaga-lembaga negara;

3. memutus pembubaran partai politik;

4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

5. memutus pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran oleh Presiden
danfatau Wakil Presiden dan memutus pendapat DPR bahwa
Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai
Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Secara khusus, wewenang Mahkamah Konstitusi

adalah dapat dirinci sebagai berikut; %

" |ndonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945. Pasal 24C,
BO .
thid.
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a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indenesia tahun 1945

b. Memutus sengketa kewenangan Jembaga negara yang
kewenangannya diberkan oleh Undang-Undang Dasar Negara
republik Indonesia tahun 1945;%

¢. Memutus pembubaran partai politik; dan®

d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum:®

e. Mahkamah Konstitusi wajib memberi pulusan atas pendapat DPR
bahwa Presiden danfatau Wakil Presiden diduga telah melakukan
pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi,

penyuapan, findak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela,

" Diberiksnnya kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar
kepadz kekussaan kehskimzn, dalem hai i kepada Mabkarsis Konstilusi sdsiah gsualu
perkembangan baru dalam kelatanegarasn Indonesia oleh kareng selama inl kekuasaan kehakiman
detam hal int melalui Maikamah Agung hanya diberd kewenangan untuk mengull persiuran parundang
urdangan o bawah Undang-Andang dengan slasan bsrientangan dengsn persturan perundang.
undansan yang lebih finggi.Untuk lebih lslasnya Yhut Persturan Mahkamash Kengttugi (PMK) Nomer
OBPMK/2005 tentang Pedoman bergcara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Lihat juga Jimly
Asshiddiqie, Mukum Acare Penguiisn Undang-tindeng.

B Untuk saat ini referensi tufisan yang berkaiten dengan Lembags Negara, dapat dilihal pada
buky Sengkels Lembaga negara yang telah diterbitkan aleh KRHN Konsomsium Relurmast Hukum
Nasionat.

. Pt jelasnya lihat Jimly Asshiddigie, Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Pastai Politik, dar
Mahkamah Kosnlitusi.

¥ Pads awainya, Pemilihan Umom vang dimaksud di sind yaitu hanya lerbatas pada pengertian
Pemilihan Umnum anggota Legislatf den pendlihan Presiden dan Wakil Presiden saja, bukan termasuk
natda Pemillhan Kepals Dawrah (PEkadal. Akon letap! pada saat ini penyeiezaian sengkelz Pikada
yang menjadi kewenangan Mahkamsh Agung disfihksn menjadi kewenangsn Mabkamah Konslitusi,
dikaranakarn Mahkamah Aguny lamyata menemuken kesulitan terhadap penanganan perkars Plikada
itu sendir.
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danfatay Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalem Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1845.%°

Menurut Sri Sumantr], bahan pertimbangan hak menguji materil Undang-

Undang terhadap Undang-Undang Dasar ini adalah jika kewenangan ini

ticdak ada, maka akan menimbulkan bahaya.®®

Sesuai dengan. keientuan Pasal 81 Ayat {1) Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2003 fentang Mahkamah Konsfitusi, bahwa Pemohon®

adalah pihak yang menganggap hak danfatau kewenangan

konstitusionalnya® dirugikan oleh berakunya undang-undang, yaitu :

a, perorangan warga negara Indonesia;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik indonesia vang diatur dalam undang-undang;

¢. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara.

¥ mumusan tering dapal merujuk pada Pazal 7B ayat {1} sampal dengan avel (8} UNDANG-
UBDANG DASAR Hegars B Tahun 1845 vang lebih dikenal dengan impeachment. Lihat juga buku
“npeachment Presiden: Alasan Tindsk Pidena Pembethentian Prasiden Menurut Undang-Undang
Dasar 1945 kerya Mamdan Zoelva, 8.4, M H,, yang telzh diferbithan oieh Konglitus! Press,

% Soeditis, Mahiomah Agung, Uraien Singkaf Tentang Kedudukan, Susunan don Kedudukennya,
Monurgl Undang-Undeng Nomor 14 Tehun 1985, {Jokaria: Media Sarana Pross, 188%), hael. 72,

¥ pemohon adaleh subjak hukum yang memenuhi persyaralan menurnut undangundang unluk
mengaivkan parmohonan perkare konstitus! kepada Mahkameah Konstitusi. Pemenuhan syarst-syarat
arseind mensntukan kedudukan hukum algu legal standing sualu subjek hukum uniuk meniadl
pomohon vang sab delzm perkers penpujlan undang-undang. Persyaratan legal slamding atau
kedudukan hukum dimaksud mencskup syaral formal sebagaimans dileniukan dalan undsngundang,
meuptr syarsl maledl berepa kerugian hek alau kewensngan konstilusional dengan betakunys
undang-undang yang sadang dipersoatian.

B3 vang dimeksud dengan “hak konstilusional® adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1845,
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Lebih lanjut berdasarkan yurisprudensi®® Mahkamah Konstitusi

R, pengertian dan batasan ienfang kerugian konstitusional yang timbul

karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,

harus memenuhi lima syarat yailu, sebagai berikut

a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19845;

b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah
dirugikan ofeh suatu undang-undang yang diuji;

c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik
(khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan
berakunya undang-undang yang dimchonkan umtuk diuji;

8. atanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan™

¥ vunspasienst adalah pulusan haldm mengenal kasus terientu fudgs docision in 8 parficular
case} dan putusan yang diambil mengandung permbangan yang mendasar yang disebyl b
deciderdi atau basly resson, berupa prinsip hukum yang diladikan dasar puluzan vang dlambil fhe
prinviple of law whith the decision is based), putusan yang diatubkan merupakan kesus yong
berhubungen dengan porkombangan hukum {aw Development, sehingga pada hakikabys, parkam
yang diputus borkaitan et dongen perubahan sosial {Social changs} dan kondist ekooor feconomie
condition), kemungkinen kesos lorsobut bslum diatur dalam perundeng-undangan, sehingga
dipseiuken pancipieme hukum bar, atau mungkin juga sudah distur dalea peundang-undangan,
tetani tidak sesusl lagh deagan nilabaiial kesadaran masyarakat sebagal akibat perubahan sosial dan
konciigl perekonamiar, sehingga dipeduican penafsiran finterprelation of stalute} dan modifiast, Likat
M. Yahya Harahap, Hukum Acara Pordpta Tenlang Gugelan, Persidengan, Penyltaan, Pembukiian,
dan Potusan Pengaditen, Clekarta: Sinar Grafika, 2005) hal. 830, datam Pumama Tioria Stanturd,
Portindungan Hukum Terhadsp Pemhell Barang Jaminan Tidak Bergersk Melaiui Letang, {Bandung:
Mandar Maju, 2608), hal. 346,

% parmohonan adalah pomniniaan vang digjukan secara tartulls kepada Mahkamah Konstitusi
mengengi pengullan undangundang terhadap Undang-Uindang Dasar Negara Fepublik indonssia
Tahun 1948, Lihat Pasat 1 Ayat (3] huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
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maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi
teriadi,
Pasal 24C Ayat (1} Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan
bahwa:

Mabkamah Konstitusi bherwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
mengujl undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
memufus pembubaran partai  politik, dan memutus
perselisihan tentang hasil pemifihan umum.

Pasal 10 Ayat (1) huruf 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:

Mahkamah Konstitust berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 19456,

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi
berwenang uniuk melakukan pangujian materit atas Pasal 12 Ayat (2}
Undang-Undang Nomor 48 Pip. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan
Plutang Negara terhadep Pasal 28 huref | Ayat (2} Undang-Undang

Dasar 1845,

Konstitusl, Permohonan disjukan secara teruulis delam bahasz Indonesia oish pemohon atas
kuasanys kepada Mahkamah Konstituel, Likat jiga Pasal 29 Ayat {1} hundf a Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2083 tentang Mahkamah Konslitusl,
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Dalam herperkara di Mahkamah Konstitusi, ssbenarmya siapa
sajakah yang boleh memohon {legal standing)? Temyala tidak semua
orang boleh mengaiukan perkara permohonan ke Mahkamah Konstitus
dan menjadi pemohon.®' Adanya kepentingan hukum saja sebagalmana
dikenal dalam hukum acara perdata™ maupun hukum acara tata usaha

negara tidak dapat dijadikan dasar.

D. MAHKAMAH  KONSTITUS!I  DALAM  KAITANNYA  DENGAN
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

Pemikiran Hak Asasi Manusia (HAM) sejak awal pargerakén
kemerdekaan hingga saat ini mendapat pengakuan dalam bentuk hukum
tertulis yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan
yang berpuncak pada konstitusi sebagai peraturan perundang-undangan

tertinggi di Indonesia.®

® Semua perkara konstitusi di Mahkamah Konstitus) disebut sebagai perkara parmobionan, bukan
gugatan. Alasannya kerena hakiket perkara konstitusi di Mabkamah Konsiitusi tidaklah beraifal
adversaral atau confentivus yang berkenaan dangan pihak-pihak vang salfing berabrakan
kepentingan setu sama lain seperti dalam perkara perdala ataupun 1ata usaha negara, Kepentingan
yvang sedang digugat calam perkara pengujian undang-undang adelah kepentingan yang luas
menyanghut kepeniingan semua orang dalam kehidupan bersama. Undang-undang yang digugat
adalah undang-undang yang mengikat uroum terhadap segenap warga negara, Qleh sebab i,
perkara yang digjultan tidak delam barstuk gugatan, melalnkan pemmohonan. Dengan demilian, sutijek
hukum yang mangsjiukannya disetaat setisgal Pemohon,

% Dalam hukum scara perdata dikenal adagium point d'interst point d'action, yaita apatila ada
kepeniingan hulum diparbaighkan uniuk mengejukan gugaian.

¥ Bagir Manan, Parkermbangan Pemikirsn Dan Pengaiuran Hak Asas Manusia Di Indonesis,
{Bandung: Penorbit PT. Alumnl, 2008), hal, 80,

T
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Hak Asasi Manusia (HAM)®, atau sebenarnya, tepatnya harus
disgbut dengan istilah "hak-hak manusia® (human right) i}égita saja,
adalah hak-hak yang (seharusnya) diakul secara universal sebagai hak-
nak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahiran
manusia itu sebagal manusia. Dikatakan "universal® karena hak-hak ini
dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, tak
peduli apapun wama kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar balakang
kultural dan pula agama alau kepercayaan spirituainya, dikatakan
“meickat’ atau “inheren" karena hak-hak itu dimiliki sebagai manusia dan
bukan karena pembetian oleh sualu organisasi kekuasaan apapun.
Karena dikatakan "melekat” itu pulalah maka pada dasarnya hak-hak in
tidak sesaatpun boleh dirampas atau dicabut.®®

Ismaill Suny berpendapat bahwa terdapal tiga kemungkinan
bentuk hukum yang dapat menampung rincian HAM itu:*

1. Pertama, menjadikannya bagian yang integral dari Undang-Undang

Dasar 1945, vaitu dengan cara melakukan amandemern-amandemen

™ Mak Asasi Manusia adalah seperangket hak yang maelekat pada hakikat keberadasn manusia
sebagal makhlk Tuhen Yang Maha Esa dan menipakan anugrah-Nya yang waijib dinommati, dilunjung
firggt dan dilindung! oleh negara, hukurm, pemarintah, dan sefiap orang dumi kehormatan seda
petfindungan harkat dan marabat manusia. Lihat Pasal 1 ayat {1} Undang-undang Nemor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asast Manusia, dalafn Moch. Falsal Salam, Pemberdavazn BUMN DI Indonesis,
{Bandung: Panerbit Pustaka, 2608}, bal. 18.

B Soetandys Wignjosostirete, Toloranal Datam Keragamar: Visi Untuk Abad Ke-21, Kumpuian
Tulisan Tentang Hak Asasi manysia, Bursbaya: Pusat Studi Hak Asast Manusta Ubaya, 2003}, hal. 4,

38 \smail Suny, Aspek-aspek Hukum derd Plagem Hak-Hak Asasi Menusis dan Hak-hak Serta
Kewajihan Warga Negers, dalam Persahl, Hukunr dan Masyarakat, Majalah Perhimpunan Sadena
Hukum indonesia, Nomor Symaposium Hak-hak  Asasl Manusie, Namar 2 Th, Vill, {Jakarta: PN Balai
Pugtaka, 1988}, hal. 15. Dalam Bagir Manan, Perkembangan Pemikivan Dan Pengaluran Hak Asasi
Manusia U indenesia, Op. Cht.
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pada Undang-Undang Dasar 1945, sebagai yang ditempuh dengan
Piagam Hak-Hak Warganegara (The Bilf of Rihgt}, yang merupakan
Amandemen 1-X pada Konstitusi Amerika Serikat, Cara semacarm ini
akan menjamin tetap terpeliharanya Undang-Undang Dasar 1845
sebagal naskah historis dimana dalam the body of the Constilution
tidak diadakan perubahan-perubahan, ietapi hanya tambahan-
tfambahan.

2. Kedua, menetapkan dalam ketetapan MPR.

3. Ketiga, mengundangkannya dalam suatu undang-undang berikut
sanksi hukuman terhadap pelanggarannya.

Dari ketiga bentuk di atas, tampaknya ketiga-liganya dipergunakan oleh

Femerintah Indonesia dalam menguraikan rincian HAM.

Berkaitan dengan wacana HAM di Indonesia maka dapat kila
fihat darl perspekiif historis. Jika kita melakukan peninjauan historis
terhadap proses pembentukan negara Republik Indonesia (R} pada
tahun 1845, akan tampak hahwa masalah HAM telah mendapatkan
perhatian dan bahkan menjadi bahan perdebatan yang serius. Rapat
besar Dokuritsu Zyunbi Tyoosakal (Badan Penyelidik Usaha Persiapan
Kemerdekaan, BPUPKI) yang diselenggarakan pada tanggal 15 Juli 1945
misalnya menyimpan memori perdebatan founding fathers tentang periu

tidaknya pengaturan tentang HAM dicantumkan dalam Undang-Undang
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Dasar, yang kemudian hari kita kenal sebagal Undang-Undang Dasar
194557
Dari perdebatan dalam BPUPKI, akhirnya disepakati bahwa
tertang pengaiuran HAM dimasukan dalam Undang-Undang Dasar 1945
yaitu dalam pasal 27 ayat (1) yang menyatakan:®®
Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum
dan pemerintahan  dan wajib  menjunjung hukum  dan
pemeriniahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Kemudian mengena! pengaturan HAM, ditegaskan juga dalam Pasal 27
Ayat (2) Undang-Undang Dasar, yang menyatakan:*
Tiap-tiap warga negara berhak alas pekeriaan dan penghidupan
vang layak bagi kemanusiaan.
Sedangkan pengaturan HAM dalam Undang-Undang Dasar i945, juga
diatur dalam Pasal 28 yang menyatakan;'®
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran

dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan
undang-undang.

** Satya Arinanto, Hak Asasi Manusi.., Op, Cit., hal. 8.
8 Linat Lhdang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahunn 1945 sebsiom perubahan.
o4
bid,
™ thid,
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Selain itu juga, mengenai pengaturan HAM dalam Undang-Undang Dasar
1945, diatur dalam Pasal 29 ayat (2) menyatakan:™'
Negara menjamin kemerdekaan tiapdiap penduduk untuk

memsiuk agamanya masing-masing dan untuk beribadat
menurut agama dan kepercayaannya itu,

Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur mengenai
HAM, yang menyatakan:'®
Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha
pembelaan negara.
Begitu juga Pasal 31 ayat (1} Undang-Undang Dasar 18485 juga mengatur

mengenai HAM, yang menyatakan:'®

Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.

Dan yang terakhir Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur
mengenai HAM, menyatakan:'®*

Fakir Miskin dan anak-anak yang lerlantar dipelihara cleh

negara.

Mengenai bslapa singkat dan terbatasnya pasal-pasal dalam
Undang-Undang Dasar 1845 mengalur persoalan HAM kita bisa merujuk
pada pendapat Romli Atmasasmita yang menyatakan bahwa penjetasan

Undang-Undang Dasar 1945 felah dengan “Low Frofile” menegaskan

" fioied.
%2 i,
%3 thid.
4 s
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bahwa betapa singkatnya pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar
1945, dan keluwesan rambu-rambunya sebagai hukum dasar bagi
selurub rakyat Indonesia dalam menegakkan kemerdekaannya, betapa
dapat dibayangkan dengan keterbatasan jumlah kaum intelektual pribumi
saat itu masih dapat menyusun suatu konstitusi yang dijadikan landasan
kehidupan berbangsa dan bemegara terlepas dari segala kelemahan-
kelemahannya: Satﬁ hal yang pasti, bahwa konsftitusi fersebuf disusun
oleh putra-putra indonesia dengan latar belakang efnis dan kulur vang
berbeda sehingga patut ditegaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945
merupakan produk budaya bangsa Indonesia bukan produk hukum
semata-mata. Sebagal produk budaya bangsa Indonesia, maka di dalam
Undang-Undang Dasar 1845 terkandung sistem nilai-nilat value sysiem)
spiritual dan agamis bangsa yang berbeda dengan system nflab-nilai
{masa) penjajahan.'*®

Pada era reformasi bergema ifuntutan-untutan perbakan
terhadap kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara, tuntutan-tuntutan
tersebut antara lain terdiri dari: %
1. amandemen Undang-Undang Dasar 1945;

2. penghapusan Dwifungsi ABRI;

W pomii Almasaswita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Penegaken Hukum,
(Bandungy: Penerbil Mandar Maju, 2001, hat. 128,

W satya Arinanto, Poliik Fombangunan Hukum Nesional Dalam Era Reformasi, Pidalo
Perngrukohan Gure Besar Tetep Fakullas Hukum Usiversilas Indonesia, Jakasts, 2008,
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3. penegakan supremasi hukum dan penghormatan Hak Asasi Manusia
{HAM), dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepatiéme {KKN};

4. desentralisast dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah
{otonomi daerah;

§. mewujudkan kebsbasan pers; dan

8. meawujudkan kehidupan demokrasi.

Adanya perlindungan konstitusional terhadap Hak Asasi Manusia
dengan jaminan hukum bagi funtutan penegakannya melalui proses
yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia terssbut
dimasyarakatkan secara Iuas dalam rangka mempromosikan
penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
sebagai ciri yang penting suafu negara hukum yang demokratis.
Setiap  manusia  sejak  kelahiranpya menyandang hak-hak dan
kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi.'” Jika dalam suatu
negara HAM ierabaikan atau dilanggar dengan sengaja, dan psnderifaan
yang ditimbuikannya tidak dapal diatasi secara adil, maka negara vang
hersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang

sesungguhnya.’™

188,

B ity Ascriddicie, Konstiusi dan Konstitusionalisme indonesia, {Jekarta: Konpress, 2008, hal
B8 1ok, hat, 181
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Pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan
pexlindungan HAM, masyarakat yang merasa hak-hak konstitusionalnya
yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1948 dilanggar oleh
berlakunya sebuah undang-undang, dapat mengajukan permohonan
constitutional review kepada Mahkamah Konstitusi terhadap undang-
undang yang dianggap merugikan hak-hak konstitusionainya dalam

Undang-lUndang Dasar 1945 yang telah dirubah.

Unlversitas indonesia

Peranan Mahkamabh..., Arlianti Vita, FH Ul, 2009



68

BAB il
HAL YANG DISENGKETAKAN DAN ALASAN TUNTUTAN

A, OBYEK PENGUJAN MATERIL

A1, Pihak-Plhak

Pasal 51 Ayat (1} Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi, Pemochon adalah pihak yang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan
oleh berlakunya undang-undang, yaitu:™®
1. Percrangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang

mempunyai kepentingan sama;

2. :‘Kesatuan masyarakat hukurmn adat sepanjang masih hidup dan
sesual dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

3. Badan hukum publik atau privat; atau

4. lLembaga negara.

%% pagal 81 Ayat {T) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tenlang Mahkamah Konstitug),
juntto Pasal 3 Peraturan MahKamah Kenstitusi Nomor O8/PMK/2005 tentang Pedoman Beracars
Badam Perkara Penguiian Undang-Undang,
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Pemohon  wajib  menguraikan dengan ielas dalam
permohonannya tenténg hak daﬁ/atau kewenangan
konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada avat (1) Pasal 81
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi.™ Dalam permohonannya sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:™
a. pembentukan undang-undang idak memenuhi  ketentuan
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Hepublik Indonesia
Tahun 1945: dan/fatau

D. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atay bagian undang-
undang dianggap bertertangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1845,

Pemohon tersebut harus memenuhi fma syarat yailu,
sebagai berikut:*

a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
Undang-Uridang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1845,
b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon

telah dirugikan oleh sualu undang-undang yang diuji;

9 ahig
“ipi .

¥ maeal 3 Poraturan Mahkamah Konstifusi Nomor 08/PMK /2005 tentang Pedoman Beracara
Dalem Perkara Pengujian Undang-Undang.
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¢. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik
‘(kﬁusw) dan akiual atau setidaknya bersifat potensial yang
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara
kerugian dan berlakunya undang-undang vyang dimohonkan
untuk diuji,

g. adanya  kemungkinan bahwa dengan  dikabulkannya
permohonan’© maka kerugian konstitusional yang didalilkan
tidak akan atau tidak lagi teriadi,

Penguiian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,
pihak-pihak tersebut di atas dapat menjadi Pemohon sepanjang bisa
membuktikan  ada  hak-hak  konstitusional (HAMnya  vang

terlanggar/dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang.

A2, Obyek Pengujian Materiil

Ketentuan Pasal 12 Ayat (2] Undang-Undang Nomor 49 Prp.
Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)
tersebut menurtl  pendepal para pemohon adalah  bersifat

diskriminatif dan oleh karenanya ketentuan ferssbut dianggsp

2 permohonan adalsh permintasn vang Jdiajulan secara tertulis kepeda Mahkamah Konstitusi
mengenal pengulian undang-undang lethadap Undang-tndang Dasar Negama Republiie indonssia
Tahun 1945, Lihat Pasel 1 Ayat 3) hunit 8 Undang-Undang Nomer 24 Tahun 2003 leniang Mahkamah
Keonsiitusl. Permwhonan disgiuken secarp ferdulis dafem bahasa Indonesin oish pomohon alay
kuasanys kepada Mabkemah Konstitusl, Uhat juga Pasal 23 Ayat {1} hunuf a Undang-Undang Mompr
24 Tahun 2063 tontang Mahkeaminh Konstihusht
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bertentangan dengan Pasal 28 huruf | Ayat (2) Undang-Undang
Dasar 1948, Untuk itu, ketentuan tersebut menjadi obyek sengketa
yang digjukan oleh para pemohon.
Dalam Pasal 12 Ayat {2) Undang-Undang tersebut di atas

dissbutkan bahwa:

Dalam hal seperti dimaksudkan dalam Ayat (1) pasal ini,

maka dilarang menyerahkan pengurusan piutang negara

kepada pengacarng.
Berhzztzaég karena ferhadap Pasal 12 Ayat {2) ini tidak ada
penjelasan lebih lanjut, maka para Pemohon berpendapat bahwa
apabila suaty instansi pemerintah atau badan negara mempunyai
suatu plutang yang sudah tergolong sebagal piutang macet, maka
instansi atau badan dimaksud diwajibkan menyerahkan piutang
macet tersebut kepada Panitia Urusan Piutang Negara. Dengan
kata lain pengertian atau maksud dari Pasal 12 Ayat (2} di atas
adalah bahwa Instansi pemerintah atau badan negara dilarang
menyerahkan pengurusan piutang macet kepada pengacara,

Dalam Pasal 28 huruf | Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

digsebutkan bahwa: |

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat

giskriminglf atas dasar apapun dan  berhak

mendapatkan perlindungan lerhadap perlakuan yang
bersifat diskriminatif lu,
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Diskriminasi merupakan suaty tindakan pembedaan yang dilakukan
secara tak adil. Memperigkukan orang dengan keadilan dan
kejuluran merupakan bagian dari tanggung jawab kita sebagai
manusia yang bermasyarakat. Kita pun dituntut berdirt di depan
umum untuk hal yang benar.

Meskipun secara yuridis Mahkamah Konstitusi hanya
meminta  keterangan kepada MPR, DPR, DPD, dan/atau
Presiden, tetapl de facto Presiden/Pemerintah (Menteri-menter
terkait) kerap menempatikan diri sebagai Termohon, karena dalam
jawaban/keterangannya  selaly %nempez‘soaii(azz legal standing
{kedudukan hukum) pemohon, selain jawaban materi perkaranya
yang berisi pembelaan diid. Sedangkan DPR kerap hanya bertindak
sebagali pembberi kelerangan sejarah  ferciptanya  suaty
pasai/ketentuan,

Ketentuan Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Prp.
Tahun 1960 tfentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)
tersebut  menurut pendapat para pemochon adalsh bersifat
diskriminafif dan oleh kerenanya ketenfuan tersebut dianggap
berteniangan dengan Pasal 28 huref | Ayat {2) Undang-Undang
Dasar 1845, Untuk itu, kelentuan tersebut menjadi obysk sengketa

yang digjukan oleh para pemohon.
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B. ALASAN TUNTUTAN PEMOHON

Dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Prp. Tahun

19860 disebutkan bahwa:
instansi-instanst  Pemerintah dan Badan-Badan Negaa
yang dimaksudkan dalam Pasal 8 Peraturan ini diwajibkan
menyerahkan piutang-piutangnya vang adanya dan
besamya telah pastii menurut hokum  akan  tetapi
penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana
mestinya kepada Panitia Urusan Plutang Negara.

Pemohon beragumentas! bahwa karena Pemchon adalah
Advokat, warga negara indonesia, baik sebagal perorangan atau
kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama yang menganggap
hak konstitusionalnya dirugikan olsh ketentuan Pasal 12 Ayat (2)
Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1860 tentang PUPN, maka jelas
bahwa para Pemohon memenuhi kedudukan hukum {fegal standing)
dalam mengajukan permohonan ini, satu dan lain hal karena para
Pemohon adalah Advokat.

Pemohon mengemukakan bahwa hak konstitusionainya
dilanggar oleh ketentuan Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48
Prp. Tahun 1960 ientang PUPN. Kelentugn dalam Pasal 12 Ayat {2)
tersebut dinilai Pemchon membatasi hak dan kebebasan Pemochon
sebagai advokat sehingga pasal tersebut bersifat diskréminatif. Sebab
advokat dilarang untuk menangani pengurusan piutang, sedangkan

advokat merupakan salah satu aparat penegak hukum yang mempunyal

kedudukan yang sama di muka hukum untuk membela setiap warga
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negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2003 tentang Advokat.

Berdasarkan argumentasi dan alasan hukum tersebut, Pamohon
mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi yang pada
pokoknya adalah agar Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa materi
muatan Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Prp. Tahun 1980
tentang Panitia Urusan Piutang Negara berfentangan dengan Pasal 28
huruf | Ayat {2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Dan menyatakan Pasal 12 Ayat {2} Undang-Undang Nomor
48 Prp. Tahun 1880 tentang Panitia Urusan Plulang Negars %i{%&k
mempunyai  kekuatan  hukum mengikat dengan segala akibat
hukumnya,

Untuk merespon keinginan dari Direksi Bank BUMN ini, para
Pemohon berpendapat bahwa ada dua hal yang periu difakukan, yaitu
merevisi ketentuan tentang pengertian piutang negara dan memberikan
kebebasan kepada direksi perseroan untuk melakukan kerig sama
dengan advokat untuk menyelesaikan kredit macet.

Mengenai piutang negara, pemohon berpendapat undang-
undang harus secara tegas menyatakan bahwa piutang Perseroan
Terbatas (Persero) tidak termasuk sebagai piutang negara. Kemudian
ketentuan Pasal 12 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49

Prp. Tahun 1960, harus dirubah. Khusus untuk Perserpan Terbatas

Universitas Indonesia

Peranan Mahkamabh..., Arlianti Vita, FH Ul, 2009



75

{Persero), harus diberi kebebasan kepada Direksi untuk mengurus
piutang macetnya, apakah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang
Negara, Kejaksaan atau Advokat; jadi tidak boleh ada larangan atau
pembatasan.

Terhadap ketentuan Pasal 12 Ayat (1) dan Ayat (2) di atas, para
Pemohon berpendapat bahwa pada dasarmnya merupakan hak dari
negara atau pemerintah untuk menunjuk suatu instansi atau badan untuk
mengurus piutang negara, sebagaimana ditenfukan dalam Pasal 12 Ayat
(1) tersebut, dimana negara atau pemerintah telah menunjuk Panitia
Vrusan Plutang Negara untuk mengurus piutang negara. Akan ietapi,
ketka negara atau pemeriniah juga menentukan bahwa instansi
pemerintah atau badan negara dilarang menyerahkan pengurusan
piutang negara kepada seseorang aiau kelompok profesi tertentu, dalam
hal inl pengacara, meka negara atau pemeriniah ielah berlindak secara
ciskriminatif terhadap profesi pengacara, sebagaimana ditentukan dalam
FPasal 12 Ayat {2) tersebut.

Lebih jauh lagi, menurut para Pemohon negara atau pemetintah
telah membuat suslu peraturan yang sifatnya adalah merendahkan
dan meremehkan harkat atau martabat profesi pengacara, yaitu
berupa pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun
tak langsung yang didasarkan pada pembedaan kelompok, golongan

atau status sosial sebagai pengacara yang berakibat pengurangan
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atau penghapusan pengakuan hak asasi manusia dan kebebasan
dasar dalam kehidupan balk individual maupun kolektif dalam bidang
politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan
lainnya.

Pemerimtah memohon agar Ketua/Maijelis Hakim Mahkamah
Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon ditelak
(void) atau setidaktidaknya lidak dapat diterima (niet onlvankelijk
verklaard)., Namun demikian, apabila Ketua/Majelis Makim Mahkamah
Konstitusi berpendapat lain, Pemerintah menyampaikan argumentasi
Pemerintah tentang materi pengujian UU Nomor 49 Prp Tahun 1860

tentang PUPN terhadap Undang-Undang Dasar 1845,

C. TANGGAPAN-TANGGAPAN

C.1. Tanggapan Bank Indonesia

Penjelasan Bank Indonesia dan Departemen Keuangan Rl
pada Rapat Kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat R,
tentang Tata Cara Penghapusan. Piutang Negara Dalam Rangka
Fenyelesaian Kredit Bermasalah (non performing foaryNPL) ™ yang

infinya, sebagai berikut: ™

% Non Parforming Losn (NPL) adalah kradif yang masuk ke dalam kualitas keedit kurang lancar,
diragukan dan rmsce! berdasarksn kritaria yang telah dmeta,iean oleh Bank indrmasia {SfE ﬁéo
7R/DPNP), dalam  <hitffeew blgo diNBrdonivies 30-AGC1GH _
16572/Suplemens.pdfs, [}aakse%s ‘i &u[i 2(309 L.lhat ;aga 2i rate terun {2} - MNon Parfm Ting MNEL
meningkal, dalam hig/huntoro-mak-o lzaspal comfPO0S/03/bi-rate-lurun:- Zonneriorming-doar.-
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4)

17

Kelompok Bank BUMN telah memberikan sumbangan yang
besar terhadap kenalkan kredit perbankan dar triwulan 12008
sampai dengan akhir Mei 2008, vaitu nalk sebesar Rp. 15,2
triliun atau §1% dari total kenaikan kredit perbankan,

Dengan tingkat inflast yang terkendali dan suku bunga serta nilai
tukar yang stabil, secara umum bank-bank dapat mengelola
risiko yang dihadapinya terutama risiko kredit dengan baik.
Didukung kondisi moneter yang kondusif serta pertumbuhan
kredit vyang Cukup besar telah menyebpbkan furunnya rasio
NPL.

Mengenal fata cara i}enyeiesaian NPL perbankan, perbankan
pada umumnya dilakukan dalam tiga tahap, yailu restrukiuring,
hapus buku (write off), dan hapus lagih (hair cuf). Tahapan
penyelesaian NPL tersebut sangat ditentukan oleh bentuk badan
hukum dari bank-bank nasional yang heroperasi selama ini, yaitu
Persero, Perseroan Terbatas (PT), dan Koperasi,

Sementara i, permasaighan kredit macst yang diberikan bank-
bank pemetintah (bank persero) atau yang lazim digsebut Bank

BUMN, termasuk dalam kategori piutang Badan Usaha Milik

npl.himl, Diakses: 1 Juli 2008, veng menguraikan bahwa MPL adalah nama keren dan Kredit macet
Perbankan. Makin memburuknya perkembangan ekonomi dunia sudah dapat dipastikan berimbas
pada perekonomian Indenesia yang padsa giirannye akan menimbuikan kesulitan bagl dunia usaha di
Indonesia. Wujud nyata dad kosulitan lersebut aken tercermin pada junmnya kemampuan
perusahaen-perusghaan dalam membayar bunga dan pokok pinjeman sesusi schedule yang telah
distepkan. Kondigl inf apsbis berdsad-iant sken menyebebkan perusshasn dinystsken gagal bayer
{detaull} dan krediinya dinyatakan macet,

18 o husan Mahkamah Konstitusi Normor 128/PUU-VI2008.
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Negara (BUMN} sehingga penyelesaiannya tunduk pada
peraturan yang beriai(u,'amara lain Undang-Undang Komor 49
Prp. Tahun 1960 tentang PUPN, Undang-Undang Nomwor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serla berbagai
peraturan pelaksanaannya, yang dirasakan telah menjadi
penyebad Bank BUMN ftidak memiliki xewenangan untuk
melakukan hapus tagh terhadap pokok kredit dalam
penyelesalan kredit bermasalah sebagaimana lazimnya vang
dimiliki dan dilakukan oleh bank-bank swasta. Dimana
berdasarkan peraturan yang ada, pada tingkat pertama, piutang
negara {bank] BUMN dapat diselesaikan sendiri olsh BUMN
yvang bersangkutan sesuai dengan kelentuan peraiuran yang
berlaku, vang kemugdian bila tingkat pertama tidak berhasil, maka
BUMN vang bersangkutan wajib menyerahkan pengurusan
piutang negara kspada PUPN.

Mengingat tingginya NPL Bank BUMN seat ini, maka dalam
rangka membantu melakukan penyehatan terhadap strukiur aset
Bank BUMN serta meningkatkan daya saing Bank BUMN,
pemertintah kiranva perlu mempertimbangkan untuk menciptakan
iklim vyang kondusif dengan memberikan kewenangan

penyelesalan NPL pada tingkat pertama yang lebih luas kepada
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Bank BUMN dengan mengatur secara tegas bahwa kewenangan
Bank BUMN pada penyelesaian tingkat perdama mencakup
tindakan sksekusi jaminan, lelang danfatau pembetian halr cit
dalam restrukturisasi kredit. Hal ini penting karena kewenangan
yuridis yang diberikan kepada bank selama ini hanya sampai
pada hapus buku dan/atau hair cuf atas tunggakan bunga dan
denda overdraft kredit.

Bahwa berdasarkan peri;‘eiasan Bank Indonesia tanggal 10 Juli
2006 tersebut, terihat bahwa tingginya NPL pada Bank BUMN
disebabkan karena adanya hambatan beruna peraturan.
peraturan yang membatasi kewenangan Bank BUMN dalam
penyelesaian Kredit bermasalah (NPL), yang menyebabkan tidak
adanya akselerasi yang sama dengan bank swasta dalam
penyelesaian kredit bermasalah.

Hambatan-hambatan tersebut telah mengakibatkan Bank BUMN
tidak memiliki akselerasi yang sama dengan bank swasta dalam
penyelesaian NPL, yvang pada akhimya menyebabkan relatif
tinqginya NPL Bank BUMN,

Perlu dilakukan perbaikan aturan hukum  yang  dinfal
menghambat penyvelesaian NPL Bank BUMN, Penekanan dari
aturan hukum tersebut adalah pada batasan aset negara yang

dipisahkan sebatas modal negara yang ditempatkan, sehingga
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definisi pitang negara pada BUMN hanya sebatas nilai
Penyertaan Modal Pemerintah {(PMP} kepada badan hukum
tersebu, sehingga piutang perusahaan negara menjadi piutang
korporasi yang tunduk pada hukum privat, Perbaikan aturan
hukum ini diperiukan sebagai tercbosan hukum untuk
mempertegas landasan hukum penyelesaian aset bermasalah

Bank BUMN yang harus lebih tunduk pada hukum perseroan.

C.2, Tanggapan Departemen Keuangan Ri

Berkaitan dengan pelaksanaan pengurusan piutang negara

torseb, felah dikeluarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 33

Tahun 20086 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

14 Tahun 2008 tentang Tala Cara Penghapusan Piutang

Negara/Daerah, yang mulai berlaku tanggal 6 Oklober 2006, antara

fain mengatur tentang: ''®

1) Pengurusan  piutang perusahaan negara/daerah  untuk

selanjulnya dilakukan sesuai ketentuan peraluran perundang-
undangan yang berdaku di bidang Persercan Terbatas dan
Badan Usaha Milik Negara heserta peraturan

pelaksanaannya.

2) Pengurusan piulang perusahaan negara/daerah yang telah

T ik
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diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN} cq.
Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) dan
usul penghapusan piutang perusahaan negara/daerah yang
telah diajukan kepada Menteri Keuangan melais DJPLN tetap
dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp.
Tahun 1860 fenitang Panifia Urusan Pistang Negara, dan
Peraturan Pemsrintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penghapusan Plutang Negara/Daerah  beserlz  peraluran

pelaksanaannya.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Rl Nomor 33

Tahun 2006 tentang Tata Cara Penghapusan Plulang

Negara/Daerah, telah diberlakukan Peraturan Menteri Keuangan

{Permenkeu) Nomor 87/PMK.07/2006 tentang Pengurusan Piutang

Perusahaan Negara/Daerah (berlaku tanggat 9 Okiober 2008}, yaitu

sebagai berikut '

1) Dengan Peraluran Menteri Keuangan (Permenkeu) tersshut,

maka mekanisme pengurusan  piutang negara  yang
bermasalah/kredit macet (non performing loan) pada bank-pank
milik Pemerintah {Bank BUMN) diserahkan sepenuhnya kepada

Bank BUMN itu sendiri.

" 1k,
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2) Dengan demikian, pengeloiaan kekayaan negara yang telah
dipisahkan pada BUMN tersebut menjadl kewenangan
perusahaan negara yang bersangkutan,

3} Untuk menindaklanjuti upaya restrukturisasi NPL di Bank-bank
BUMN, pemerintah segera membentuk Komite Pengawas Bank
BUMN {oversight commifies), dimana pada saatl ini masih
dibahas komposisinya, sehingga job description-nya bisa spesifik
dan tidak tumpang tindih dengan Komisaris.

4) Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2008
dan Permenkeu Nomor 87/PMK.07/2008, maka secara hukum
sudah ada kepastian bagi Bank-bank BUMN Persero untuk

dapat melakukan percepatan restrukiurisasi NPL.

C.3. Tanggapan Departemmen Hukum dan Hak Asasi Manusia

Dengan terbitnya Peraturan Pemerimtah Nomor 33 Tahun
2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemeriniah Nomor 14
Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang
Negara/Daerah, maka mulai tanggal 8 Oktober 2006 Pengurusan
Piutang Perugsahaan Negara/Daerah dilakukan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Perserocan
Terbatas dan Badan Usaha Milik Negara {(BUMN) beseria peraturan

pelaksanaannya. Dalam hal ini, apakah BUMN hendak melakukan
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kera sama dengan pengacara atau bukan dalam menyelesaikan
kredit macet sepenuhnya merupakan wewenang dari BUMN
Namun demikian, uniuk pengurusan Piutang Negara (BUMN/BUMD)
yang tielah diserahkan kepada PUPN sebelum Peraturan
Pemerintabh Nomor 33 Tahun 2008 berlaku, {etap diurus oleh
PUPN. ™

PUPN sampai saat ini masih ada dan tetap melakganakan
tugasnya sesual Pasal 4 Undang-Undang Nomeor 49 Prp. Tahun
1860, yaitu mengurus Piutang Negara yvang adanya dan besamya
telah pastt menurut hukum tetapi Penanggung Hutangpya (debitur)
tidak melunasi sebagaimana mestinya, yang diserahkan oleh
Pemerintah atau badan-badan yang dikuasai oleh Negara, ™™

Pengacara fidak dapat mengurus, menagih Fiutang Negara
sepertt yang dilakukan oleh PUPN karena pengurusan Piutang
Negara cleh PUPN dilakukan berdasarkan kewenangan khusus
yang diberikan gleh undang-undang, yaitu: '@
a. Mengeluarkan Surat Paksa vang berkepala "Demi Keadilan

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’”

b. Meminta bantuan Jaksa apabila terbukii ada penyalahgunaan

permakaian kredit oleh pihak Penanggung Hutang {debitur). (Vide

Y9 g,
¥ 1hid.
2 hid,
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Pasal 6 Undang-Undang Nomor 48 Prp. Tahun 1980) Pengacara
juga tidak dapat menjadi anggota PUPN karena PUPN adalah
panitia yang bersifat interdepantemental, yang keanggotaannya
terdini dari pejabat-pejabat pemerintah {Vide Pasal 2 Ayat {3)
Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 19860). Keanggotaan
PUPN terdiri atas wakil dari Departernen Keuangan (Direktur
Jenderal Kekayaan Negara) sebagal ketua, sedangkan
anggotanya terdiri dari Kepolisian Negara Republik indonesia
{Direktur || Ekonomi dan Khusus pada Badan Reserse dan
Kriminal} dan Kejaksaan Agung (Direktur Pemulihan dan
Perlindungan Hak pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan
Tata Usaha Negara), Vide Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 89
Tahun 20086,

Pada saat Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960

disusun, terhadap penanganan kredit macet (Piutang Negara)
dibutuhkan langkah-langkah yang singkat, cepat dan efeklif yang
tidak dilakukan melalui prosedur blasa sebagaimana diatur dalam
HIR (Staatsblad 1941 Nomor 44) karena dianggap dapat menemui
berbagal macam kendala dan kesulitan, baik prosedur maupun
wakiu yang lama. Pada saat ini kebutuhan dan suasana telah
berubah sebagaimana tedihat dari perkembangan peraturan

perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tanhun
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2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. ™

C.4. Keterangan Tertulis Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Pasal dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1860

tentang Panitia Urusan Piutang Negara yang dimohonkan uniuk diuji

materiil adalah; '*

a. Ketentuan Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp.

Tahun 1860 tentang Panitia Urusan Piutang Negara yang
menyatakan bahwa:
Dalam hal seperti dimaksudkan dalam Ayat (1} pasal ini,
maka dilarang menyerahkan pengurusan piutang negara
kepada Pengacara.
Rumusan pasal di atas dianggap oleh Pemohon bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, khususnya ketentuan Pasal 281 Ayat (2) yang
berbunyi bahwa:
Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat

diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan
perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu.

21 thid.
22 1bid.
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b. Hak Konstitusional Pernohon yang dilanggar: '

Pemohon mengemukakan bahwa hak konstitusionainya
dilanggar oleh ketentuan Pasal 12 Ayat {2} Undang-Undang
Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang
Negara. Ketenfuan dalam Pasal 12 Ayat {2) tersebut dinllal
Pemohon membatasi hak dan kebebasan Pemohon sebagal
advokat sehingga pasal tersebut bersat diskriminatif. .Sebab
advokat dilarang untuk menangani  pengurusan plutang,
sedangkan advokat merupakan salah satu aparal penegak
hukum yang mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum
untuk membela sgtiap warga negara sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomaor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,

Berdasarkan hal tersebut, Pemohon mengajukan permochonan
kRepada Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya adalah agar
Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa materi muatan Pasal
12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang
PUPN bertentangan dengan Pasal 281 Ayat (2) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1946, Dan menyatakan
Pasal 12 Avat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1860
tentang Panitia Urusan Piutang Negara tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

Y thid,
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Berdasarkan hal iersebut di atas, DFR Rl memberikan

keterangan sebagai berikut: ¥

Atas dasar permohonan  Pemchon dapat dijelaskan sebagal

berikut:

a. Bahwa keberadaan Panitia Penyelesaian Plutang Negara telah

diatur jsuh sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2003 tentang Advokat, yakni dalam Keputusan Penguasa
Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor
Knpts/Peperpu/0241/1958. ‘

Demikian juga pengaluran penyslesaian  piutang negaia
sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat {2} Undang-Undang
Nomor 49 Prp. Tahun 1860, sudah ada jauh sebelum diaturnya
advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat dan diatumya Pasal 281 Ayat {2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Amandemen
Kedua yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000.

Ketentuan Pasal 12 Ayat {2} Undang-Undang Nomor 49 Prp.
Tahun 16680 tentang Panitia Urusan Piutang Negara yang
melarang penyerahan pengurusan piutang negara kepada
pengacara, adalah tepat dan waiar, Dikatakan tepat dan wajar

karena berdasarkan pertimbangan, sesual dengan maksud dari

24 1hig,
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pembentuk Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 adalah
untuk membentuk "Panitia Urusan Piutang Negara®™, Jadi Panitia
ftulah yang diberi lugas dan wewenang untuk menyelesakan
urusan piutang negara, dan fidak menyerahkan kepada institusl
yang lain dalam hal Ini kepada pengacara.

. Ketentuan Pasal 12 Ayat (2} Undang-Undang Nomor 48 Prp.
Tahur 1980 tentang Panitia Urusan Piutang Negara sama sekali
tidak bersifat diskriminatif, tetap! justru menempatkan "Panitia
Urusan Piutang Negara® dalam tugas, wewenang, dan tanggung
jawab secara proporsional dan profesional dalam melaksanakan
tugasnya. Dengan demikian fidak perlu mengalihkan lugasnya
kepada pengacara.

. Bahwa dalam perkembangannva sast ini, payung hukum
terhadap penyelesaian piutang negara tidak hanya diatur dalam
Undang-Undang Nomor 48 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia
Urusan Piutang Negara tetapi juga diatur dalam Pasal 36 dan
Pasal 37 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomaor
1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yvang masing-

masing menyatakan bahwa:
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Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa:

{1} Penyelesaian piulang negarg/daerah yang timbul

2

()

sebagai alkibal hubungan keperdataan dapat
dilakukan melalul perdamaian, kecuali mengenal
piulang negara/dasrah yang cara penyelesaiannya
diatur tersendiri dalam undang-undang.

Penyelasaian piutang sebagaimana dimaksud pada
Ayat (1) yang menyangkut piutang negara ditetapkan
oleh

a. Menilen Keuangan, fka bagian piutang negara
vang fHdak disspaxali tidak lebih dari Rp.
10.000.000.000,00 {sepuluh miliar rupiahy);

b. Presiden, jika bagian piutang negara yang tidak
disepakati lebih dari
Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 {seratus
miliar rupiah);

¢. Presiden, setelan mendapat periimbangan
Dewan Perwakilan Hakyat, jika bagian piutang
negara yang tidak disepakati lebhih dari Rp.
100.000,000.000,00 {seratus miliar rupiah};

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada Ayat (1) yang menyangkut piutang Pemerintah
Daerah ditetapkan oleh :

a. Gubernur/bupatiwalikota, jika bagian piutang
daerah yang Hdak disepakati fidak iebih darn Rp.
5.000.000,000,00 {lima miliar rupiah};

b. Gubermnurbupati/walikota, setelah mendapat
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Dagrah,
jika bagian plutang daerah yang tidak disepakali
lebih dari Bp. 5.000.000.000,00 {ima miiar
rupiahl.

Perubahan atas jumlah uang, sebagaimana
dimaksud pada Ayat {2) dan Ayat {3), ditelapkan
dengan undang-undang.
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Pasal 386 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Ferbendaharaan Negara, menyatakan bahwa:

(1) Piutang negara/daerah dapat dihapuskan secara
mutlak atau bersyarat dar  pembukuan, kegual
mengenal  piutang negarafdaerah  yang cara
penyelesaiannya diatur tersendiri  dalam undang-
undang.

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1),
sepanjang menyangkut piltang Pemerintah Pusat,
ditetapkan oleh:

a. Menteri Keuangan uniuk jumlah sampai dengan
#p. 10.000.000.000,00,- {sepuluh miliar rupiah);

b Presiden untuk jumlah iebih dari  Rp.
10.000.000.000,0C {sepuluh miliar rupiah) sampal
dengan Bp. 100.000.000.000,00 {(seratus miliar
rupiahy;

¢. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat untuk  jumish  lebih  dari  Hp.
100.000.000.000,00,- (seratus miliar rupiah}.

(3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1},
sepanjang menyangkut piutang Pemerintah Daerah,
ditetapkan oleh:

a. Gubernur/BupatiWalikota untuk jumish sampai
dengan RBp.5.000.000.000,00,- {ima miliar rupiah);

b. Gubemut/BupatiWalikola dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumiah
febih dari Rp. 5.000.000.000,00,- (Iima milar
rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada
dasarnya penyelesaian piutang negara/daerah yang timbul sebagai
akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian,

cleh karena itu, iketerlibatan pengacara memang tidak diperiukan,
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Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Advokat,
menvatakan bahwa Advokat hebas dalam Enanjalankan tugas
profesinya  untuk membela perkara yang menjadl  tanggung
jawabnya dengan ielap berpegang pada kode elik profesi dan
peraturan perundang-undangan.'™

Keberadaan Pasal 12 Ayal {2) Undang-Undang Nomor 49
Prp. Tahun 1960 tidak mengurangi peranan advokat ssbagaimana
diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat karena tugas profesi advokat adalah membela
perkara, Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun
1980 tentang PUPN tidak mengatur mengenai perkara. Yang harus
dibela advokat adalah perkara yang menjadi tanggung jawabnya,
dalam Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Prp. Tahun
1960 tentang PUPN, mengenal urusan piutang negara bukan
tanggung lawab advokat, tetapi tanggung jawab negara yang dalam
pelaksanaannya diserahkan kepada Paniia Urusan Plutang

Negara ¥

E i,
128 thidd,
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D. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat

sebagai berikut:'?’

D.1. Pertimbangan Mahkamah

Terdapat beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan

Mahkamah dalam menangani pemmchonan pengujian  materill

tersebul, anlara fain yaitu:

2.

Bahwa permohonan para Pemchon adalah mengenai
pengujian Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1860 PUPN
terhadap Undang-Undang Dasar 1945, khususnya adalah
mengenal pengujian Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor
489 Prp. Tahur 1960 tentang PUPN ferhadap Pasal 28 huruf |
Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945,

Meskipun Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1980 tentang
PUPN diundangkan jauh sebelum Perubahan Undang-Undang
Dasar 1945, yakni pada tanggal 14 Desember 1960, tefapi
Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan
memutus permohonan tersebut, karena Pasal 50 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Kenstitusi yang berbunyi:

2 i,
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Undang-undang yang dapat dimchonkan untuk diuji
adalah undang-undang yang diundangkan setelah
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahur 1945,

telah dinyatakan tidak mempunyai kekugtan hukum mengikat

berdagarkan Pulusan Nomor 086/PUU-HI/2005;

D.2. Kedudukan Hukum {Legal Standing) Menurut Para Pemohon

Berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) UU MK, Pemohon dalam
pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945
adalait pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionainya  dirugikan  oleh  berlakunya  undang-undang,
yaity ; ¥
a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang

yang mempunyal kepentingan samaj;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sgsual dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik indonesia yang diatur dalam undang-undang;

c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga nagara;

Sejak Putusan Nomor 006/PUU-II2005 dan pulusan-putusan
herikutnya, Mahkamah ielah menentukan fima syarat mengenal

kerugian hak konslitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51

1€ Ibig.
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Avat (1} UU MK sebagai berikut . '#

a. harus ada hak danfatau kewenangan konstitusional Pemochon

yang diberkan oleh Undang-Undang Dasar 1845,

. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah

dirugikan oleh beriakunya undang-undang yang dimohonkan

pengujian;

. kerugian hak dan/kewenangan konstitusional terssbut bersifat

spesifik dar aklual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang

menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian

hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-

undang yang dimohonkan pengujian; dan

. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan,

maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang
didalitkan tidak akan atau tidak lagi teriadi;

Dalam menjawab persoalan apakah para Pemohan memiliki

legal standing untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini,

maka harus diperiksa dalam kualifikasi apakah para Pemohon akan

dikategorikan dan hak konstitusional apa yang dimiliki dan dirugikan

oleh berlakunya UU PUPHN,

22 1mid,
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Para Pemohon dapat dikualifikasikan sebagai perorangan
warga negara Indonesta maupun kelompok orang yang mempunyai
kepentingan yang sama dalam profesi merska sebagal Advokat,
yang menganggap hak konstitusionalnya yang tercantum dalam
Pasal 28] Ayat {2) Undang-Undang Dasar 1948 vang berbunyi:

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas

dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan
terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu,

dirugikan oleh berlakunya Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN yang
berbunyi:
Dalam hal seperti dimaksudkan dalam Ayat (1} pasal ini,
maka dilarang menyerahkan pengurusan piutang negara
kepada Pengacara.
Kerugian hak konstitusional para Pemchon bersifat spesifik dan
aktual, serta mempunyai hubungan sebab akibat dengan berlakunya
Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN.

Dengan demikian, menurut para Pemchon mempunyai /egal
standing untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 12 Ayat
(2} UU PUPN terhadap Undang-Undang Dasar 1845, Oleh karena
Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus
permohonan tersebut dan para Pemohon memiliki fegal slanding

untuk mengajukan permohonan, maka lebih lanjut Mahkamah akan

mempertimbangkan pokok permohonannya,

S
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D.3. Jawaban Pemerintah terhadap pertanyaan yang diajukan oleh
Majelis Hakim Mahkamah

Pemerintah telah memberikan keterangan tambahan berupa

jawaban tertulis atas beberapa pertanyaan yang diajukan oleh

Majelis Hakim Mahkamah, sebagai berikut; ¥

a. Dengan adanya peratwan  perundang-undangan atas_

pengurusan piutang BUMN sekarang inl dimungkinkan adanya
penysrahan  pengurusan  kredit macet Kepada Pengacara,
Pemerintah menyatakan bahwa dengan terbitnya Peraturan
Pemerintah Nomor 33 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Fenghapusan Piutang Negara/Daerah, maka mulal fanggel ©
Oktober 2008, Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah
dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di bidang Perseroan Terbalas dan Badan Usaha Mikk
Negara (BUMN) beserta peraturan pelaksanaannya. Dalam hal
ini, apakah BUMN hendak melakukan kerjasama dengan
pengacara atau bukan dalam menyelesaikan kradit macet
sepenuhnya wewenang dari BUMN, namun demikian untuk
pengurusan  Piutang  Negara (BUMN/BUMD) vyang telah
diserahkan kepada PUPN sebelum Pearaturan Pemerintah Nomor

33 Tahun 2006 barlaku, tetap diurus olsh PUPN,

9 i

Usniversitas Indonesia

Peranan Mahkamabh..., Arlianti Vita, FH Ul, 2009



37

b. PUPN sampai saat ini masih ada dan tetap melaksanakan

tugasnya sesuai dengan Pasal 4 UU PUPN, yailu mengurus

Piutang Negara yang adanya dan besarnya lelgh pasti menurat

hukum tetapl penanggung hutangnya {Debilor) fidak melunasi

sebagaimana mestinya, yang diserahkan oleh Pemerintah aleu

Badan-badan yang dikaasgi oleh Negara.

. Pengacara tidak boleh mengurus, menagih piutang negara

seperti yang dilakukan olsh PUPN, karena pengurusan Plutang

Negara oleh PUPN dilakukan berdasarkan kewenangan khusus

yang diberikan olsh undang-undang, yaitu :

1} Mengeluarkan Surat Paksa yang berkepala “Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

2) Meminta bantuan Jaksa apabila  terbukti - ada
penyalahgunaan pemakaian kredit oleh pihak penanggung
hutang (Debitor),

3)  Pengacara juga tidak dapat menjadi anggota PUPN, karena
PUPN adalah panitia yang bersifat interdepaﬁemehtai yang
keanggotaannya terdiri dari pejabat-pejabat pemerintah
[vide Pasal 2 Ayat (3} UU PUPN].

Pada saat UU PUPN disusun, terhadap kredit macet {Piutang

Negara) dibutuhkan langkah-langkah vang singkat, cepat dan

efektif yang tidak dilakukan melalui prosedur biasa sebagaimana
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digtur dalam WA, tetapt pada saat ini kebuluhan dan suasana
telah berubah sebagaimana  terdihat dar  perkembangan
peraturan  perundang-undangan antara lain  Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 20038 tentang Keuangan
Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2003 tentang BUMN, dan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Berdasarkan dalil-dalil, bukli-bukii, dan kesimpulan para

Pemohon, keterangan tertulis dan kelerangan tambahan darn

Pemarintah, serta keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat,

Mahkamah berpendapat sebagai berikut: ™

11

Ketentuan Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN dibentuk berdasarkan
situasi dan kondisi pada waklu ity sebagai respens atas
kebutuhan psnanganan piutang negara yang Sulit  uniuk
diselesaikan. Pemerintah mengakui hal tersebut tentunya akan
berbeda jika dilihat dari kebutuhan dan suasana kebatinan saat
sekarang. Dengan demikian, penyershan penanganan piutang
negara kepada PUPN yang keputusannya berkekuatan
sksekutorial memang sesuai dengan keadaan zamannya, dan
tidak melalyi mekanisme Dbiasa, fermasuk larangan yang

tercantum dalarn Pasal 12 Ayat (2) UU PUPKN.

B it
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2. Sebenarnya ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12 Ayat (1)
UU PUPN sudah cukup, sebab berarti tidak boleh diserahkan
kepada pihak lain atau pihak ketiga {termasuk tentunya
Pengacara/Advokat), sehingga di satu pihak dapat dikatakan
bahwa ketentuan Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN tersebut terlalu
herlebihan  (overbodig), di lain pihak hanya merupakan
penegasan dari ketentuan Pasal 12 Ayat {1} UU PUPN. Hal
demikian, malah dapat menimbufkan salah penatsiran atau salah
paham seperti yang dipahamt oleh para Pemohon.

3. Meskipun ketentuan Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN tersebut oleh
Mahkamah dinilai berlebihan, tetapi fidak berarti bahwa
ketentuan dimaksud bersifat  diskriminatif, sebagaimana
didalilkkan oleh para Pemohon.. Memang para Pemohon tepat
dalam memberkan pengertian diskriminatif tersebut dengan
mengutip Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mendalitkan perlakuan
diskriminatif dirmaksud dalam status sosial dari Pemohon sgbagai
Advokat. Mahkamah berpendapat bahwa dalil para Pemohon
tidak tepat, karena profesi advokat/pengacara bukanlah status
sosial sebagaimana didalilkan para Pemochon. Sementara itu,
Pasal 12 Ayat {2) UU PUPN yang berisi larangan menyerahkan

urusan piutang negera kepada pengacara (advokat) karena hal
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itu oleh undang-undang isiah diserahkan kepada PUPN vang
bersifat interdepartemental yang keanggotaannya terdiri dari
pejabat-pejabat pemerintah. Kargna itu, perbedaan kewenangan
yang dibarikan kepada PUPN dengan hak profest
pengacarg/advokat tidak dapat dibandingkan satu dengan yang
lain dan dijadikan ukuran adanya diskriminasi sebagaimana
dimaksud Pasal 28| Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1845 juncio
Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Republik indonesia Nomor 39
Tahun 1988 tfentang Hak Asasi Manusia, karena larangan
tersebut beraku juga kepada semua pihak kefiga di uar
advokat/pengacara. Dengan demikian, Pasal 12 Ayat (@) UU
PUPN tidak bertentangan dengan Pasal 28! Ayat (2) Undang-
Undang Dasar.

. Dengan telah diterbitkannya berbagal peraturan perundang-
undangan vang bam, khususnya dengan  persoalan
penyelesaian  hutang Dermasalah atau kredit macet (hon
performing loany pada Bank-bank BUMN vang diserahkan
sepenuhnya kepada mekanisme korporasi, dapat dikatakan
sudah mereduksi maksud semula darl UU PUPN. Seharusnya,
permasalghan yang pemah dihadapi para Pemohon berkenaan
dengan penolakan proposainya ke suatu Bank BUMN tidak ada

kaitan dengan ketenluan Pasal 12 Ayat {2) UU PUPN. Akan
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tetapi, karena berbagai peraturan  perundang-undangan
pei&ksanéannya telah berubah dari maksudnya semula,
sehingga tidak terdapat lagi halangan bagi profasi advokat untuk
menjadi kuasa BUMN apabila ditunjuk sesuai dengan peraturan
yvang berlaku. Namun, karena derajal peraturan-peraturan
pelaksanaan dimaksud lebih rendah dari pada UU PUPN, maka
peraturan-peraturan dimaksud tidak menghapuskan keberadaan
Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN,

5. Babhwa meskipun Pasal 12 Ayat (2} UU PUPN tidak bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar 1945, telapi karena raison defre
dan suasana kebatinan UU PUPN sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan sekarang, sebagaimana diakui sendiri
olgh Pemerintah, maka Mahkamah berpendapal bahwa
pembentuk  undang-undang perlu segera melakukan
pembaharuan atas UL PUPN dimaksud agar teriib hukum
berdasarkan Undang-Undahg Dasar 1945 tertata dan terjamin
konstitusionalitasnya,

Bardasarkan hal-hal tersebut di atas, dalil-dalil para Pemaohon
urituk memohonkan penguiian terhadap Pasal 12 Ayat {2) UU PUPN

tidak cukup beralasan, sehingga permohonan harus ditolak. '

132 f{}fd.
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BAB IV
ANALISA TEHHADAPR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

A. TECHI DAN LANDASAN HUKUM BERKAITAN DENGAN

PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

- Undang-Undang Nomor 49 Prp Tabhun 1880 tentang PUPN
dikeluarkan 14 Desember 1860, pada masa Presiden Soekamo dan
Pejabat Sekretaris Negara, Santoso, dikeluarkan dengan pertimbangan
agar ulang-utang kepada neqara dan badan-badan negara segera
diurus, Agar pengurusan Hu bisa dilskukan dengan cepat dirasa
parlu membuat aturan berupa Perpu. Apalagi sejak 18 September
1960, kepuiusan Penguasa Perang Pusal KSAD No. 0241/1958
tentang pembentukan Panitia Penyelesalan Piutang Negara dinyatakan
fidak berlaku lagl. Perppu itulsh yang lantas disahkan menjadi undang-
undang.

Dalam perkembangannya kemudian, payung hukum terhadap
pengurusan piuvtang negara bukan hanya UU Nomor 42 Prp Tahun 1860

tentang PUPN. Di tingkat undang-undang, misainya, masalah piutang
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negara sempat disinggung pada pasal 33-37 UU Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara.

Berdasarkan pasal 34 ayat (1) yang dberi kuasa untuk
mengelola pendapatan, belania, dan kekayaan negara adalah pejabat.
Para pejabat ini diwajibkan mengusahakan agar sefiap piutang negara
disslesakan seluruhnya dan fepat waktu. Bila fak dapat diselesatkan
tepal wakiu, maka ayat {2) meminta diselesaikan menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku,

Sehubungan dengan anggapan para Pemochon vyang
menyatakan bahwa ketentuan Pasal 12 Ayat {2) Undang-Undang Nomor
49 Prp. Tahun 1880 fentang Panilia Urusan Piulang Negara, yang
menyatakan, "Dalam hal seperti dimaksudkan dalam Ayat {1} pasal ini,
maka dilarang menyerahkan pengurusan piutang negara kepada
Pengacara®, dianggap berentangan dengan Pasal 28] Ayat {2) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang
menyatakan:

Setiap orang berhak bebas dari periakuan yang bersifat
diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan

perlindungan terhadap periakuan yang bersifat diskriminatif
itu,
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Pada prinsipnya piutang negara vang harus diselesaikan oigh
penanggung hutang™ (debitor), pada tingkat pertarma akan diselesaikan
oleh instansi-instansi dan badan-badan lain yang bersangkutan dengan
piutang negara fersebut, termasuk Bank Millk Negara, namun apabila
pivtang negara tersebut tidak dapat diselesaikan atau dissbut piutang
macet/kradit macet, maka pengurusannya wajib diserahkan kepada
Panitia Urusan Piutang Negara {vide Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang
Nomor 48 Prp. Tahun 1980).

Dalam konteks ini, maka Pemeriniah mempertanyakan kepada
para Pemohon apa vang sebenamya teradi terhadap penolakan
pengajuan proposal cleh salah satu Bank Milik Negara (Bank BUMN)
tersebut, apakah dalam konteks pemberian jasa hukum pada umumnya,
untuk turat serta menjadi anggota panitia atau memberikan bantuan
hukum pada saat proses pemeriksaan di pengadilan, hal ini tidak secara
rinci dijelaskan oleh para Pemohon.

Keberadaan Panitia Penyelesaian Piustang Negara telah diatur
jauh sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat, yakni dalam Keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala

Staf Angkatan Daral Nomor Kpis/Peperpu/0241/1858. Ketentuan Pasal

s Penangoung hutang {dshitue} adalah badan usaha algu pridadi yeng memilik hulang ¥epwia
negeta  melsid instens! pemerintah balk df Ungkat pusal maupun  dasrab lemasuk pemerintsh
daprah dan badan ussha veng junmish sehem  alayg modelnge  dimilild | badan usaha milik
negara/dacrah susust peraturan perundangan yang berdeku dan wajb menyerahkan pengunisan
pimng mmmya kapada IPLN fsekarang DaKhg,

it e ot oues it faimple] iutang T 20N % rafpidangZe2ineqara im>, Disksss:

tanggﬁ 1% Mel ot
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12 Ayat (2} Undang-Undang Nomor 48 Prp. Tahun 1880 ientang Panitia
Urusan Piutang Negara sama sekali tidak bersifat diskriminatif, iétapi
justru menempatkan "Panitia Urusan Piutang Negara® dalam tugas,
wewenang, dan fanggung jawab secara proporsioral dan profesional
dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian tidak perlu
mengalihkan tugasnya kepada pengacara.

Jika melihat Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang | Perbendaharaan Negara, pada dasarnya penyelesaian
piutang negara/daerah yang timbul sebagai skibat hubungan
keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian, cofeh karena itu,
keterlibatan pengacara memang tidak diperlukan. Kemudian Pasal 15
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menyatakan
bahwa Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk
membela perkara vang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap
berpegang pada kode etk profesi dan peraturan perundang-
undangan.

Keberadaan Pasal 12 Ayat {2) Undang-Undang Nomor 49 Prp.
Tahun 1960 iidak mengurangi peranan advokat sebagaimana diatur
dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat karena tugaes profesi advokat adalah membela perkara,
sedangkan Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun

1960 tidak mengatur mengenal perkara. Yang harus dibela advokat
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adalah perkara yang menjadi tanggung jawabnya, dalam Pasal 12 Ayat
{2 Unciangﬂndang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, mengenal urusan
piutang negara bukan tanggung jawab advokat, tetapi tanggung jawab
negara yang dalam pelaksanaannya diserahkan kepada Panftia Urusan
Piutang Negara. |

Bordasarkan gertimbangan tersebul di atas maka Ketentuan
Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Prp. Tahun 1980 tidak
bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2008 tentang Advokat, dan sebagai akibatnya maka Ketentuan
Pasal 12 Ayat {2) juga tidak bertentangan dengan Pasal 28] Ayat {2}
Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945,

Demikian juga pengaturan penyelesaian piutang negara
sgbagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49
Prp. Tahun 1880, sudah ada jauh sebelum dialumya advokat dalam
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 fentang Advokat dan digtumya
Pasal 281 Ayat {2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1345 hasil Amardemen Kedua yang disahkan pada tanggal 18
Agustus 2000.

Berdasarkan pada Pasal 240 Ayat (1) Undang-Undang Dasar
1945 yang menyatakan bahwa:

Mahkarmah Konstitust  berwenang mengadili pada tingkat

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat finat untuk

menguji undang-undang ferhadap Undang-Undang Dasar,
memuius sengkela kewsnangan lembaga negara  yang
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kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,

memuius pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan

tentang hasil pemdlihan umum.

Meskipun UU Nomord8 Prp Tahun 1980 tentang PUPN
diundangkan jauh sebeslum Perubahan Undang-Undang Dasar 1845,
yakni pada tanggal 14 Desember 1960, tetapi Mahkamsah berwenang
untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan, karena Pasal
50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:

Undang-undang vang dapat dimohonkan untuk diuii adalah

undang-undang yang diundangkan setelsh perubahan Undang-

Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945,

telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

berdasarkan Putusan Nomor 0686/PUU-I/2005.

Dari ketentuan Pasat 12 Ayat (1) UU Nomor 49 Prp Tahun 1960
tentang PUPN yang menegaskan bahwa:
instansi-instansi Pemerintgh dan Badan-badan Negara yanyg
dimaksudkan dalam Pasal 8 Peraturan Ini  diwajibkan
menyerahkan pilulang-piutangnya yang adanya dan besamya
telah pasti menurut hukum akan tetepi penanggung hutangnya
fidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada Panitia
Urusan Piutang Negarag,
juncto Pasal 12 Ayat (2) UU Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN

yang menyatakan bahwa:
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Balam hal seperti dimaksudkan dalam Ayat (1) pasal ini, maka
dilarang menyerabkan pengurusan piutang negara kepada
Pengacara,
menurut para Pemohon berarti instansi pemerintah atau badan-badan
negara dilarang menyerahkan pengurusan piutang macet kepada
Pengacara.

Pasal 12 Ayat {2) UU Nomor 49 Prp Tahun 1980 tentang PUPN
tidak jelas latar belakang atau alasannya, tetapi menurut para Pemohon
sangat merendahkan atau meregmehkan profesi Advokat, karena bersifat
diskriminatif, seolah-olah profesi Advokat itlu merupakan profesi yang
sangat berbahaya, tidak perfu atau tidak berguna bagi pembangunan
bangsa dan Negara.

Meskipun negara alau pemeriniah berhak untuk menunjuk suatu
instansi atau badan untuk mengurus pivtang negara, dalam hal ini Panitia
Urusan Piutang Negara (PUPN), tetapi tidak pada tempatnya jika memuat
secara eksplisit pengaturan mengenai adanya larangan pengurusannya
kepada suatu kelompok profesi tertentu, in casu Pengacara atau
Advokat, karena berkonotasi merendahkan dan meremehkan profest
Pengacara/Advokat.

Pasal 12 Ayat (2} UU Nomor 49 Prg Tahun 1860 tentang PUPN
bukan merupakan rumusan yang bDerdiri sendir, tetapi lidak terlepas
dari pertimbangan hukum, landasan filosofis pembentukan undang-

undang Nomor 48 Prp Tahun 1960 tentang PUPN, sefta jangan dipghami
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secara lidak [engkap atau sepotong-potong, sehingga seolah-olah
terkesan bersifat  diskriminatif. Secara spesifik dalam memahami
ketentuan tersebut harus juga memperhatikan ketentuan Pasal 12 Ayat
{1), Pasal 4 Angka 2, dan Pasal 8 UU Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang
PUPN.

Salah satu tujuan utama dibentuknya UU Nomor 48 Prp Tahun
1960 tentang PUPN adalah agar terhadap para penanggung hutang
(Debitor) yang “tidak kooperatif’ atau “nakal” ' dapat dilakukan langkah-
langkah penanganan penagihan piutang negara secara singkat, cepat
dan efeklif, sehingga tidak lewat prosedur biasa sebagaimana diatur
dalam Herziene Inlands Reglement atau HIR (Stb. 1941 No. 44) yang
dianggap dapat mensmut berbagal macam kendala dan kesulitan serta
memakan wakiu yang cukup lama.

Pada prinsipnya piutang negara yang harus diselesaikan oleh
penanggung hutang {(Debitor) pada tingkat pertama akan diselesaikan
oleh instansi-instansi dan badan-badan lain yang bersangkutan dengan
pittang negara tersebut, termasuk Bank Milik Negara, namun apabila
piutang negara tersebut tidak dapat diseiesalkan alau disebut pittang
macstkredit macef, maka pengurusannya wajlb diserahkan kepada

PUPN (vide Penjelasan Pasal 4 UU Nomor 49 Prp Tahun 1860 tentang

™ peblior nekal pada umumnya dapat digambarkan sebagal orang yang telah nyate-nyata
mempunyal hutang kepada negara dan mempunyal kemampuan uniuk menyelesaikan hulangnys
tarsehit, tetap! yang bersangiudan dengan segala carg berusaba untuk membebaskan kewajibannya
tarscbut ataw gelidak-tidaknya berusaha urtsk menguiur-ulur wakli penyelesainnys.
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BUPN]. Dalam konieks ini, Pemeriniah memperianyakan duduk perkara
penciakan oleh Bank BUMN atas préposai para Pemohon yang tidak
dijelaskan secara ringci.

Piutang negara yang diserahkan pengurtsannya kepada PUPN
adalah piutang yang adanya dan besarnya ielah pasti menurut hukum,
sehagai cara atau prosedur penyelesaian piutang negara yaitu dilakukan
dengan membuatl "Pemyataan Bersama® antara Ketua PUPN dengan
debitor yang berirah-irah *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa’, yang isinya memuat kata sepakat antara ketua PUPN dengan
debitor tentang jumlah hutang yang masih harus dibayar atau
diselesaikan dan memuat pula kewajiban-kewajiban fain yang harus
dilunasi gleh debitor tersehut. Pemyataan Bersama tersebutl memgounyai
kekuatan pelaksanaan seperi putusan hakim yang telah mempunyai
kekuatan hukum telap {n krachts van gewijsde) dalam parkara perdats,
yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan sural paksa, penyitaan
dan pelelangan, bahkan dapat dilakukan upaya penyanderaan (gizeling)
terhadap penanggung hutang (Debitor) tersebut (vide Pasal 10 berikut
Penjelasannya dan Pasal 11 UL Nomor 49 Prp Tahun 1980 tentang
PUPN.

Berbicara mengenal bank plat merah, jika dilandaskan pada
pemikiran bahwa sesuai deéngan dengan UU Nomor 18 Tahun 2003

tentang BUMN, secara tegas dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa negara
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yang dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN mserupakan
kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam Penjelasan Pasal 4 UU Nomor
19 Tabhun 2003, disebutkan bahwa vyang dimaksud dengan
"dipisahkan” adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN uniuk
dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya
pembinaan dan pengelolagnnya tidak lagi didasarkan pada sistem
APBN, melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip- perusahaan yang
sehat, Dengan adanya pemisahan kekavaan negara terssbut, maka
pivtang BUMN sebagai akibat peranjian yang dilakukan oleh
BUMN selaku enfifas perusahaan tidak lagl dipandang sebagai
Piutang MNegara, melainkan sebagal Piutang Perusahaan. Sejslan
dengan hal lu, maka pengelolaan termasuk pengurusan piutang
BUMN, tidak dilakukan dalam koridor pengurusan Plutang Negara,
melainkan  dalam  keridor Pengurusan  Piutang Perusahaan  yang
diserahkan kepada mekanisme pengelolaan berdasarkan prinsip-prinsip
perusahaan yang sehat berdasarkan peraturan perundang-undangan
- yang beraku,

Berdasarkan pemikiran  isrsebut, maka BUMN memilik
kewenangan dan keleluasaan dalam mengoptimalkan pengerélaan,
pengurusan, penyelesaian piutang BUMN yang bersangkutan. Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2006, merupakan tindak lanjut dari

PP Nomor 33 Tahun 2008 sshagal penggantt PP Nomar 14 Tahun 2005.
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Dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2006
i, maka mekanisme pengurusan kredit bermasalah pada Bank-Bank
BUMN diserahkan sepenubnya kepada Bank BUMN. Dengan demikian
maka pengelolaan kekayaan negara yang teigh dipisahkan pada BUMN
tersebul menjadi kewenangan perusahaan negara yang bersangkutan

sesuai dengan mekanisme korporast.

. ALAGAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA TIDAK DAPAT
DISERAHKAN KEPADA ADVOKAD

Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia
Urusan Piutang Negara (PUPN), diajukan untuk diufi oleh Mahkamah
Konstitusi yang diajukan oleh Para Advokad sebagai Pemohon, yang
merasakan kerugian akibat pemberlakuan sebagian materi UU Nomor 49
Prp. Tahun 1960 tentang PUPN dimaksud. Para pengacara yang
tergabung dalam “Tim Pembela Konstitusi dan Kedaulatan Advokat” itu
mempersoalkan UU PUPN, khususnya pasal 12 ayat (2) yang menyebut
bahwa wusan piutang negara tak boleh diserahkan kepada pengacara
{kini disebut advokat.

Larangan Il merujuk kepada ayat (1), dimana dalam
permchonannya, Pemchon yang tetap menyatakan bahwa ketentuan
Pasal 12 Ayat (2) UU Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan

Pistang Negara bersifat diskriminati sehingga bertentangan dengan
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Pasal 28 huruf | Ayat {2) Undang-Undang Dasar 1948, Pemohon
seharusnya memperhatikan juga Pasal 12 Ayat {1)."° Disamping itu,
FPemohon juga harus mempsarhatikan bahwa meangingat Undang-Undang
Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara yang
divji oleh Pemohon dibuat pada tahun 1960, maka seharusnya pemohon
dapat membuktikan Undang-Undang ini tidak relevan lagi untuk zamen
sekarang. Jika Pemohon dapat membuktikan Undang-Undang ini tidak
relevan lagi untuk zaman sskarang, maka pasal-pasal yang diujikan
dapat dicabui melalui putusan vang akan dikeluarkan Mahkamah
Konstitusi atas pengujian tersebut,

Pemohon, yang dalam hal ini dilakukan oleh Kasdin Simanjuntak
dan rekan-rekannya merasa bahwa aluran terscbut telah merendahkan
atau meremehkan profesi advokat karena bersitat diskriminatif. Mereka
merasa bahwa “Seclah-olah profesi advokat itu merupakan profesi yang
sangat berbahaya, tidak peru dan tikiak berguna bagi pembangunan
bangsa”. Hal tersebut merupakan sebagian argumen Kasdin dalam

permohonannya yang diregister Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, ">

1% pasal 12 Ayat (1) menyatakan bahwa Instansi pemerintah atay badan-batian negara vang
dimaksud diwajibkan menyerahkan phang vang ada pada Panitia Urgsan Phutang Negara, Hal ind
dapal disrtken bahws ketenfuan Pasal 12 Ayat 2} vang dienggap Pemohon diskiminati! tidak
beralagan dongsn adenys Pasal 12 Ayat 1) dan anggoia Penitia Uruean Pivteng Negara sudah
difenfukan pads Passl 2 Ayat {3) veliu terdid dad pelabst dad Depatemen Keuangan, peiabat
angkalan pwang dan peiabat pomatintah imin yang dianggap

- Hesww rmnhknmabkonstiiusl oo Ifherits sho'fnewseode-281s Diakges: langgal 12 Msi

Mengapa l}msan Puztang Nagam falk Ealeh Diggrahikan  kepads  Advokat?,
d pPid= 156818 fta-, Diakses: tanggat 12 Mo 2008,
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Pada saat UU Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN
disusun, terhadap kredit macst (Piutang Negara) dibutubkan
langkah-langkah yang singkat, cepat dan efeklf vang tidak dilakukan
melalui prosedur biasa ssbagaimana diatur dalam HIB, tetapl pada
saat ini kebutuhan dan suasana teigh berubah sebagaimana terlihat
dari perkembangan peraturan perundang-undangan antara lain
Undang-Undang Republik indonesia Nomor 17 Tahun 2003 fentang
Keuangan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan Undang-Undang
Republik Indenesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara.

Dengan adanya peraturan  perundang-undangan  gias
pengurusan piutang BUMN sekarang ini  dimungkinkan adanya
penyerahan pengurusan kredit macet kepada Pengacara, Pemerimah
menyatakan bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 33
Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Dagrah,
maka mulai tanggal 6 Oktober 2006, Pengurusan Piutang Perusahaan
Negara/Daerah dilakukan sesual  ketentuan peraturan peﬁrundang-
yndangan yang berlaku di bidang Perseroan Terbatas dan Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) beserla peraturan pelaksanaannya. Dalam hal inj,

aparxah BUMN hendak melakukan kerjasama dengan pengacara alau
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bukan dalam menyelesaikan kredit macet sepenuhnya wewenang
dari BUMN, namun demik‘ran\ untuk pengurusan Piutang Negara
(BUMN/BUMD) vang tfelah diserahkan kepada PUPN sebelum
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 berlaky, tetap diurus oleh
PUPN.

Pasal 12 ayat (2) UU Nomor 49 Prp Tahun 1860 lentang
PUPN berbunyi: "Dalam hal seperti dimaksudkan dalarm ayat (1) pasal inj,
maka dilarang menyerahkan pengurusan piudtang negara kepada
pengacara.” Sedangkan Pasal 12 ayat ayat (1) UU Nomor 49 Prp Tahun
1860 tentang PUPN berbunyi “Instansi-instansi Pemerintah dan Badan-
Badan Negara yang dimaksudkan dalam Pasal 8 Peraturan ini diwajibkan
menysrankan piulang-pitfangnya yang adanya dan besarnya telah past
menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya fidak mau melunasi
sebagaimang mestinya kepada Panitia Urusan Plutang Negara®,

Pasal 12 ayal {2} Undang-Undang Nomor 48 Prp. Tahun 1860
tentang PUPN tfersebul dipandang merendahkan status sosial advokat
dan berlentangan dengan pasal 28 | gyat (2) Undang-Undang Dasar
1945. Sehingga Kasdin dan kawan-kawan meminta Mahkamah
Konstitusi menyatakan pasal diskriminatif itu tidak mempunyai kekuatan
hukum mengtkat, Di sini, status advokat dan hak mereka mengurus

piutang negara tak disinggung sama sekali. Hanya Pasal 36 ayat {1}
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Undang-Undang Nomor 48 Prp. Tahun 1860 tentang PUPN menegaskan

bahwa;
“Penyelesaian piutang negara/daerah yang timbul sebagai akibat
hukum keperdataan dapat diselesaiakan melalui perdamaian,

kecuali mengenai piutang negara/daerah  yang cara
penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang”.

Ketentuan Pasal 12 Ayal 2) UU Nomor 49 Prp Tahun 1980 tentang
PUPN dibentuk berdasarkan situagi dan kondisi pada wakiu itu sebagai
respons atas kebutuhan penanganan piutang negara yang sulit untuk
diselesaikan, Pemerintah mengakui hal tersebut tentunya akan berbeda
jika dilihat dari kebutuhan dan suasana kebatinan saat sekarang.
Dengan demikian, penyerahan pen@nganan piutang negara kepada
PUPN vyang kepulusannya berkekuatan eksekulorial memang sesusi
dengan keadaan zamannya, dan tidak melalui mekanisme biasa,
termasuk larangan yang tercantum dalam Pasal 12 Ayat (2) UU Nomor
49 Pp Tahun 13960 tentang PUPN. Sebsnamya ketentuan yang
tercantum dalam Pasal 12 Ayat (1) UU PUPN yang berbunyi “Insfansi-
instansi Pemeriniah dan Badan-badan Negara yang dimaksudkan daiam
Pasal 8 Peraturan ini diwajibkan menyerahkan piutang-piutangnya yang
adanya dan bosarnya telah pasti menurut hukum kepada Panitia Urusan
Piutang Negara” sudah cukup, sebab berarti tidak boleh diserahkan
kepada pihgk lain  alau  pihak  keliga (lermasuk  lentunya
Pengacara/Advokat), sehingga di satu pihak dapat dikatakan bahwa

ketentuan Pasal 12 Ayat (2) UU Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang
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PUPN tersebut terialu berlebihan (overbodig), di lain pihak hanya
merupakan penegasan dari ketentuan Pasal 12 Ayat (1) UU Nomor 49
Prp Tahun 1960 tentang PUPN. Hal demikian, malah dapat menimbulkan
salah penafsiran atau salah paham seperti yang dipahami oleh para
Pemohon,

Meskipun ketentuan Pasal 12 Ayat {2} UU Nomor 48 Prp Tahun
1860 tentang PUPN tersebut oleh Mahkamah dinilai berlebihan, tetapi
tidak berarti bahwa ketentuan dimaksud bersifat  diskriminatif,
sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon vang menyalakan bahwa
pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 281 Ayat {2) UNDANG-
UNDANG DASAR 1945 yang berbunyi, “Setfiap orang berhak bebas dari
perlakuan vang bersifat diskriminalif atas dasar apa pun dan berhak
mendapatkan periindungan terhadap perigkuan yang bersifat diskriminalif
itu”. Memang para Pemochon tepat dalam memberikan pengertian
diskriminatif tersebut dengan mengutip Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang
Nomor 38 Tahun 1988 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi,
“Diskriminasi adalah seliap pembalasan, pelecehan, alau pengucilan
yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan
manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status
sosial, slatus ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yany
berakibat pengurangan, penyimpangan alau penghapusan, pengakuan,

pelaksanaan alay penggunaan hak asasi manusia dan kchebasan dasar
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dalam kehidupan baik individual maupun kolekdif dalam bidang pofitik,
exonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan !ar‘nnyé”, Dalam
hal ini, para Pemohon mendalilkan perlakuan diskriminatif dimaksud
dalam status sosial dari Pemohon sebagai Advokat. Mahkamah
‘berpendapat bahwa dalil para Pemohon tidak tepat, karena profesi
advgkatf;:amgacara bukaniah status sosial sebagaimana didalilkan para
Femohon.

Sementara itu, Pasal 12 Ayat (2) UU Nomor 498 Prp Tahun 1260
tentang PUPN yang berisi larangan menyerahkan urusan piutang negara
kepada pengacara (advekai} karena hal ilu ¢leh undang-undang telgh
diserahkan kepada PUPN yang bersifat interdepartemental yang
kKeanggotaannya terdiri dan pejabat-pefabat pemerintah, Kareng itu,
perbedaan kewenangan yang diberikan kepada PUPN dengan hak
profesi pengacara/advokat tidak dapat dibandingkan satu dengan yang
lain dan dijadikan ukuran adanya diskriminasi sebagaimana dimaksud
Pasal 281 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 juncto Pasal 1 Angka 3
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 19989 tentang Hak
Asasl Manusia, karena larangan tersebut berlaku juga kepada semua
pihak ketiga di luar advokat/pengacara. Dengan demikian, Pasal 12 Ayat
(2) UU Nomor 48 Prp Tahun 1960 tentang PUPN lidak berlentangan

dengan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945,
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C. ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Mengingat apa yang diputus oleh kééhkamah Konstitust adalah
menyatakan permchonan para pemohon ditolak, maka dalam paragraf
paragraf berikut perlu diberikan penjabarkan analisanya. Jika dipelajari,
salah satu tujuan utama dibentuknya UU PUPN adalgh agar terhadap
para penanggung hutang (Debitor) yang “tidak kooperatif” atau “nakal’
dapat dilakukan langkah-langkah penanganan penagihan piutang negara
secara singkat, cepat dan efektif, sehingga tidak lewat prosedur biasa
sebagaimana diatur dalam Herziene Inlands Reglement atau HIR (S,
1841 No. 44} vang dianggap dapat menemui berbagal macam kendala
dan kesulitan serta memakan wakiu yang cukup lama. Sehingga terdapat
suatu prinsip bahwa piulang negara vang hawug diselesaikan oleh
penanggung hutang {Debitor) pada tingkat pertama akan diselesalkan
oleh instansi-instansi dan badan-badan lain yang bersangkutan dengan
plutang negara tersebut, termasuk Bank Milik Negara, namun apabila
piutang negara tergebut tidak dapat disglesaikan atau disebut piut;'ang
macet/kredit macet, maka pengurusannya wajib diserahkan kepada
PUPN (vide Penjelasan Pasal 4 UU PUPN). Sedangkan pemohon
tersebut untuk pengajuan pengurusan piutangnya ditolak oleh Bank
BUMN.

Piufang negara yang diserahkan pengurusannya kepada Panitia

Urusan Pivtang Negara (PUPN) adalah piutang yang adanya dan
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besarnya telah pasti menurut hukum, sebagai cara atau prosedur

perﬁyelesa&an piutang negara vyaitu dilakukan dengan membuat

“Pernyataan Bersama” antara Ketua Panitia Urusan Piutang Negara
{(PUPN) dengan penanggung hutang ({dsbitor} vang betirah-irah "Demi
Keadilan Berdasarican Ketuhanan Yang Maha Esa’, yang isinya
memuat kata sepakat antara Ketua Panitia Urusan Piutang Negara
dengan penanggung hutang (debior) tentang jumiah hutang yang masih
harus dibayar atau diselesaikan dan memuat pula kewaiihén»kawajiban
{ain yang harus dilunasi oleh penanggung hutang tersebut.

Sebagaimara  diketahui Pernyataan Bersama tersebut
mempunyal kekuatan pelaksanaan  geperti  putusan hakim yang telah
memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht van gewifsdg) dalam perkara
perdata, vang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan surat paksa,
penyitaan dan pelelangan bahkan dapat dilakukan upaya penyanderaan
(glizeling} terhadap penanggung hutang tersebut {vide Pasal 10 berkut
Penjelagsannya dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 48 Prp. Tahun
1860 tentang Panilia Urusan Piotang Negara, maka apa yang
dikernukakan oleh para Pemohon merupakan bentuk  kekhawatiran
yang berlebihan. Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan tersebut
dibentuk sebagai respons alas kebutuhan penanganan piutang negara
yang sulit untuk diselesaikan, yang tentunya akan berbeda jika dilihat dan

kebutuhan dan suasana kebalinan saat sekarang.
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Oleh karena itu, dalam kasus ini para Pemohon dapat dikatakan
salah/kelitu  dalam memahami rumusan Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN,
karena menurut Pernerintah ketentuan tersebut dibentuk sebagai respons
atas kebutuhan penanganan piutang negara vyang sulit  untuk
diselesaikan, yang tentunya akan berbeda jika dilihat dari kebutuhan dan
suasana kebatinan saat sekarang. Oleh karena itu, menurut Pemerintah
Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN tidak merugikan hak dan/atau kewenangan
konstiusional para Pemohon dan tidak bertentangan dengan Pasal 28l
Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Maksudnya pemchon seharusnya
memahami bahwa telgh terjadi 'perkembangan dalam  pengurusan
penyslesaian piutang negara berupa kredit bermasalah atau kredit macet
{(Non Performing Loan, disingkat NPL) pada Bank Milik Negara (Bank
BUMN}, vakni bahwa mekanisme pengurusannya diserahkan
sepenuhnya kepada Bank BUMN Hlu sendiri sesuai dengan mekanisme
korporasi, Sehingga, terkail dengan permohonan Advokad tersghuly,
maka setiap pengambilan keputusan Bank-bank BUMN dilakukan atas
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham {RUPS), sementara posisi
Pemerintah akan diwakili cleh Menteri Negara BUMN sebagai pesmegang
saham.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka ketehtuan Pasal 12 Ayat
(2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tertang Panitia Urusan

Piutang Negara fidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusicnal
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para Pemohon, dan tidak bertentangan dengan Pasal 281 Ayat {2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh
karena itu Pemohon telah salah dan keliru dalam memahami rumusan
Pasal 12 Ayat {2} UU Nomor 48 Prp Tahun 1880 tentang PUPN, karena
menurut Pemerintah ketentuan tersebut dibentuk sebagai respons atas
kebutuhan penanganan piutang negara yang sulit untuk diselesaikan,
yang tentunya akan berbeda jika dilihat dari kebutuhan dan suasana
kebatinan saat sekarang. Oleh karena #tu, menurul Pemeriniah Pasal 12
Ayat (2) UU PUPN tidak merugiken hak dan/atau kewenangan
konstitusional para Pemohon dan tidak bertentangan dengan Pasal 28l
Ayat (2 Undang-Undang Dasar 1945.

Telah teradi perkembangan dalam pengurusan penyelesaian
piutang negara berupa kredit bermasalah atau lredit macet (Non
Performing Loan, disingkat NPL) pada Bank Milik Negara (Bank BUMN),
yakni bahwa mekanisime pengurusannya diserahkan sepenuhnya kepada
Bank BUMN itu sendiri sesuai dengan mekanisme korporasi. Sehingga,
terkait dengan permohonan iersebul maka sefiap pengambilan
keputusan Bank-bank BUMN dilakukan atas persetujuan Rapat Umum
Pemegany Saham {RUPS), sementara posisi Pemerintah akan diwakili

oleh Menteri Negara BUMN sebagai pemegang saham.
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Pemohon tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan
permohonan pengujian Pasal 12 Ayat (2) UU Nomor 49 Prp Tahurn 1860
tentang PUPN, karena tidak jelas kepentingannya yang dirugikan oleh
keberlakuan ketentuan. Menurut Pemerintah permohonan para Pemohon
fidak [elas dan kabur (obscuur kbef), karena para Pemochon tidak
menguraikan secara rinci apakah benar telah terjadi kerugian hak
dan/atau kewsnangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-
Undang Dasar 1845 yang disebabkan oleh keberlakuan UU Nomor 42
Prp Tahun 1860 tentang PUPN, utamanya terhadap penclakan proposal
Pemohon untuk ikut menangani kredit macet pada salah satu bank milik
negara {Bank BUMN). Bahwa menurut Pemerintah para Pemghon Hdak
dapat mengkonstruksikan penolakan proposal yang dilakukan olsh suatu
8&5%{ BUMN uniuk ikut dalam menangani kredit macet (Non Performing
Loany telah merugikan hak danfatau kewenangan konstilusionalnya,
karena penolakan proposal para Pemochon adalan merupakan bentuk
kegiatan bisnis semata yang dilerima tideknya tergantung kebutuhan
yang diperiukan.

Berkaitan dengan fatwa Mahkamah Agung, Mahkamah Agung
baleh-boleh sala mengeluarkan fabwa yang menyatakan pivtang bank
badan usaha milik negara itu bukan piutang negara. Fatwa itu keluar
semata-mata karena pemerintah meminta. Latar belakangnya, bank-bank

milik pemerintah ingin menghapus sebagian kredit sereinya (hon
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performing loan). Keinginan itu terganjal oleh Peraturan Pemerintah
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang
Negara/Daerah.

Bank pemerintah ingin aturan ity direvisi supaya kompetisi di
industri perbankan seimbang. Selama ini bank swasta terkesan gampang
menghapus kredit macet. Mereka tak khawatir dituding merugikan negara
atau korupsi. Kalaupun terjadt  kasus, para  anggota direksi bank
swasta paling banter hanya akan berhadapan dengan rapat umum
pemegang saham. Jika terbukli bersalah, sanksi terberalnya hanya
pemscaian,

Sebaliknya, bank pelat merah tak bisa melakukan hal yang
sama. Jika ada kasus, direksinya harap slap-siap berhadapan dengan
polisi atau Komigi Pemberantasan Korupsi. Ancaman hukuman penjara
pun sudah menanti. itu sebabnya, bank palat merah menginginkan aturan
direvisi agar persaingan jadi seimbang. Gayung rupanya bersambut.
Pemerintah memberi sinyal hijau akan merevisi PP Nomor 14 Tahun
2005 tu. Rencana revisi itu rungkap dalam rapat kerja antara
pemerintah dan Komist Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan
Hakyat pada Juli lalu. Yang direvisi, antara lain, pasal 19 dan 20,
yang mencampuradukkan piutang negara dan piutang perusahaan

negara.
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Bila pasal itu dihapus, berarti piutang dianggap milik perusahaan,
dan bukan millk negara. Piutang perusahaan negara/daerah biarlah
menjadi urusan perusahaan negara/daerah yang bersangkutan, seperti
yang diatur dalam Undang-Undang Persercan Terbatas dan UU Badan
Usaha Milik Negara. Agar revisi itu punya dasar hukum, DPR lalu
menyarankan pemerintah meminta fatwa dari Mahkamah Agung, vang
akhirmnya keluar pada 18 Agustus lalu.

Namun, fatwa Mahkamah Agung Hu sesunggubnya bukan
penyelesaian yang jtu. Yang jadi masalah bukan PP Nomor 14 Tahun
2005. Akar perscalan pengelolaan aset (termasuk pittang) BUMN itu
ketidakharmonisan antara UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dan UU Nemor 1
Tahun 1895 temtang Perseccan Terbatas.

Undang-undang yang pertama menyebutkan keuangan negara
yang dipisahkan darf anggaran pendapalan dan belanja negara dan
disertakan sebagal modal df BUMN tetap merupakan miillk negara.
Undang-Undang BUMN dan Perseroan menyebutkan sebaliknya.
Akibatnya, tidak ada kejelasan apakah pemotongan piutang oleh bank-
bank pelat merah telap bisa dignggap sebagai kerugian negara atau
bukarn.

Perbedaan itu memicu persocalan berikutnya, vakni lembaga

mana yang berhak mengaudit BUMN: Badan Pemeriksa Keuangan atau
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auditor independen. Selama perbedaan pandangan ini iak diharmonisasi,
- konflik akan tetap muncul. Karena ity, salah satu undang-undang itu
diamendemen saja.

Undang-undang BUMN dan PP yang menyertainya merupakan
regulasi di bidang jasa perbankan dan BUMN lainnya balk dalam bentuk
parsercan gtau perusahaan umum. Ditegaskan dalam UU BUMN
tarsebut perbedaan kedua bentuk BUMN tersenut yang secara jelas
memisahkan perusahaan yang bersifat pelayanan publik dan perseroan
yang bersifat kegiatan usaha mencari keuntungan.

Di dalam UU BUMN tsh ditegaskan definisi BUMN yang secara
tegas menyatakan bahwa, "badan usaha yang seluruh ztau sebagian
besar modainya dimilild oleh negara melalui penvertaan secama
langsung vang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”. Namun
demikian, definisi ini bukan definsi hukum karena tidak memenuhi gsas
lex scripta, lex stricta dan lex certa (Marjane.T, 20085) karena di dalam
definisi tsb, kalimat "harta kekayaan negara yang dipisahkan” merupakan
pengertian  tersendint yang masih peru  diberkan balas  ingkup
pengeriannya.

Sebagai akibat tidak jelas secara yuridis pengertian istifah {sb
maka penerapan hukum dalam praktik selalu menimbulkan persoalan
sebagaimana terjadi sampai saat ini. Pro dan kontra penafsiran hukum

atas karta kekayaan negara semakin tidzk jelas karena tidak tercapai titk
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temu pendapat antara praktisi hukum khususnya pihak kejaksaan agung
dan para ahli hukum perbankan dan keuangan,

Esensi dari perbedaan tafsir hukum tersebut juga disebabkan
masing-masing pihak belum memahami sepenuhnya apa yang
merupakan fungsi hukum pada umumnya dan hukum pidana pada
khususnya di satu sisi serta hukum keuangan dan perbankan di sisi lain,
di dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan sejahtera.
Perbedaan tafsir hukum atas pengertian istilah "harta kekayaan negara
yang dipisahkan” di satu sisi dan pengertian istilah "kerugian keuangan
negara” di sisi lain bukanlah penyebab satu-satunya kemelut hukum ini
akan tetapi juga disebabkan kurangnya pemahaman mengenai tujuan
kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menciptakan iklim
pertumbuhan ekonomi yang sehat dan kompetitif.'*’

Jadi, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun
2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun
2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, maka
mulai tanggal 6 Oktocber 2006 Pengurusan Piutang Perusahaan
Negara/Daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dibidang Perseroan Terbatas dan Badan Usaha

%7 Masalah BUMN dan status hukum yang berkaitan dengannya telah diatur di dalam UU Nomor
19 tahun 2003 tentang BUMM. Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari UU tersebut telah
ditetapkan pemerintah, antara Peraturan Pemerintah Nomor 43, 44 , dan 45 tahun 2005. Selain itu
juga telah dikeluarkan PP Nomor 33 tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusanaan Perseroan.
Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerinteh Nomor 33 tahun 2006 tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Negara/Daerah, dalam Kajian Hukum Pidana Atas Masalah Pittang Negara,
Romli Atmasasmita, <http:fopinihukuMahkamah Konstitusiasus-lc-bni.blogspat.com/2008/07/kajian-
hukum-pidana-atas -masalah.html>, Diakses: tanggal 12 Mei 2008,
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Milik Negara {BUMN) beserta peraturan pelaksanaannya. Dalam hal ini,
apakah BUMN hendak mefékukan keria sama dengan pengacara atau
bukan dalam menyelesaikan kredit macet sepenuhnya merupakan
wewenang dari BUMN. Namun demikian, untuk pengurusan Piutang
Negara (BUMN/BUNMD) vang ielah diserahkan kepada PUPN sebelum
Paraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2008 berlaku, tetap diurus oleh
PUPN.

PUPN sampai saat inl masih ada dan ietap melaksanakan
fugasnya sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Prp, Tahun 1860,
yaitu mengurus Piutang Negera vang adanya dan besamya telah past
menurut hukum tetapi Penanggung Hutangnya (debitur} tidak melunasi
sebagaimana mestinya, yang diserahkan oleh Pemeriniah atau badan-
badan yang dikuasai oleh Negara.

Pengacara tidak dapal mengurus, menagih Piutang Negara
seperli yang dilakukan oleh PUPN karena pengurusan Plutang Negara
oleh PUPN dilakukan berdasarkan kewenangan khusus yang diberikan
oleh undang-undang, yaitu:

a. Mengeluarkan Surat Paksa vang berkepala “Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Fsa’,

b. Meminta bantuan Jaksa apabila terbukli ada penyalahgunaan
pemakaian kredit oleh pihak Penanggung Hutang (debitury. {Vige

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960) Pengacara
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juga tidak dapat menjadi anggofa PUPN karena PUPN adalah
panitia yang bersifat interdepartemental, yang keanggotaannya
terdiri dari pejabat-pejabat pemerintah {Vide Pasal 2 Ayat (3
Undang-Undang NMomor 48 Prp. Tahun 1980} Keanggotaan PUPN
terdiri atas wakil dari Departemen Keuangan (Dirsktur Jenderal
Kekayaan Negara) sebagai ketua, sedangkan anggotanya terdiri
dari Kepolisian Negara Republik indonesia (Direktur I Ekonomi dan
Khusus pada Badan Heserse dan Kriminal] dan Kejaksaan Agung
{Direktur Pemulihan dan Perlindungan Hak pada Jaksa Agung Muda
Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara), Vide Pasal 4 Perafuran
Prasiden Nomor 88 Tahun 2006.

Dalam perkembangan peraluran perundang-undangan, seperti

lahimya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara, dan Jain-ainnya, telah terjadi banyak perubahan tentang

pengertian piutang negara yang juga berakibat perubahan dalam

tata cara penagihannya, sehingga operasional tersebut sudah tidak

Univarsitas indonesia

Peranan Mahkamabh..., Arlianti Vita, FH Ul, 2009



130

Berdasarkan analisa penuiis, Pemohon tidak mempunyai fegal
standing untuk mengaiukan permohonan pengujian Pasal 12 Ayat (2) UU
PUPN, karena tidak jelas kepentingannya vyang dirugikan oleh
keberlakuan ketentuan tersebut Selain itu, karena para Pemohon tidak
menguraikan secara rinci apakah benar telah terjadi kerugian hak
dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-
Undang Dasar 1945 yang disebabkan oleh keberlakuan UU Nomeor 49
Prp Tahun 1860 tentang PUPN, utamanya terhadap penolakan proposal
Pemohon untuk ikut menangani kredit macet pada salah satu bank milik
negara (Bank BUMNL Pemohon fidak dapat mengkonstruksikan
penolakan proposal yang dilakukan oleh suatu Bank BUMN uptuk ikut
dalam menangani kredit macet (Non Performing Loan) telah merugikan
“hak dan/atau kewanangan konstitusionalnya, karena penolakan proposal
para Pemohon adalah merupakan bentuk kegiatan bisnis semata yang
diterima tidaknya tergantung kebutuhan yang diperiukan,

Ketentuan Pasal 12 Ayat (2) UU Nomor 49 Prp Tahun 1960
tentang PUPN bukan merupakan rumusan yang berdiri sendiri, tetapi
tidak teriepas dari pertimbangan hukum, landasan filosofis pembentukan
undang-undang, serla jangan dipahami secara tlidak lengkap atau
sepotong-potony, sehingga seclah-vlah terkesan bersifat diskriminatf.
Secara spesifik dalam memahami ketentuan tersebu! harus juga

memperhatikan ketentuan Pasal 12 Ayat (1), Pasal 4 Angka 2, dan Pasal
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8 UU PUPN, Pada prinsipnya piutang negara yang harus diselesaikan
oleh  penanggung hutang (Debitor) pada tingkat periama  akan
diselesaikan oleh instansi-instansi dan badan-badan lain  yang
bersangkutan dengan piitang negara fersebut, termasuk Bank Milik
Negara, namun apablla plutang negara tersebut tidak dapat diselesaikan
atéu disebut piutang macstfkredit macet, maka pengurusannya wajib
diserahkan kepada PUPN {;fi#e Penjelasan Pasal 4 UU Nomor 48 Prp
Tahun 1960 tentang PUPN}.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab di atas, maka dalam
penulisan tesis mengenal Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam
Pengujian Materiil Atas Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp.
Tahun 1860 Tentang PUPN Terhadap Pasal 28 Huruf | Avat (2) Undang-
Undang Dasar 18645 dapat diambil kesimpulan antara lain sebagai

berikut

1. PUPN yang merupakan kepanjangan dari Panitia Urusan Piutang
Negara adalah panilia yang bersifat inigrdepaﬁementai yang
mengurus piutang negarg yang berasal dard instansi pemerintah
atau badan-badan yang dikuasai negara. Ketua PUPN diangkat
dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden. Anggota PUPN
berasal dari unsur pejabat Deparlemen Keuangan sebagai
anggota, Departemen Pertahanan dan Keamanana sebagai
anggota, Kejaksaan sebagal anggota dan wakil darf Bank
Indonesia sebagal anggota dan ketua merangkap anggota.

Berdasarkan Uné“arzg-Undang Nomar 49 Prp. Tahun 1860 tentang
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Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Pemerintah membentuk
lembaga ﬁrang bertugas mengurus piutang rzégara yang disebut
PUPN.'™® Pada saat Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960
disusun, terhadap penanganan kredit macet {(Piutang Negara)
dibutuhkan langkah-langkah yang singkat, cepat dan efekif yang
tidak dilakukan melalul prosedur biasa sebagaimana diatur dalam
HIR (Gigatsblad 1841 Nomor 44) karena dianggap dapat menemul
berbagal macam kendala dan kesulitan, baik prosedur maupun
wakty vang lama. PUPN mempunyal tugas melaksanakan
pengurusan Piutang Negara yang berasal dari instansi pemerintah
dan bhadan usaha yang secara langsung atau fidak langsung

dikuasai.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1860 tentang
Panitia Urusan Piutang Negara {(PUPN), Pemerintah membeniuk
lembaga yang berlugas mengurus piutang negara yang disebut
PUPN. Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 tanggal
20 Maret 1976 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PFUPN) dan

Badan Urusan Piutang Negara {BUFN) mengatur PUPN sebagai

¥ pagal 3 Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 tanggal 20 Marst 1976 tentang Panitia
Lrusan Plutang Negare (FUPN) dan Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) mangatur PUPN sebagal
suaty panitin yang sifatnya Interdepartemental, Oleh karena itu, lsmbaga vang menyslenggarakan:
keputusan PUPN tercebut sekarang disebut Diroklorat Jenderal Kekayazn Megara {DWJKN). Ketua
PLUPN merangkap sebage! Diektur Jenderal Kekayaan NMNegara. PUPN Pusst berkedudukan
Jakana, sedangkan PUPH Cabang mempuryal kedudukan di setiap Kantor Pelayanan Kekayaan
Megara dan Lelang (KPKNL). PUFN mempuryai tugas dan wewenang dianfaranya pengurus piuiang
negars alsu.ulang kepada Negera vailu jumlah vang yang wajib dibayar kapada Negara (instanst
Pamerinial atay Badan Usaha Negara yang modal atau kekayaarmnya sehagian atau selurubnya
mitik Megara balk dif pusal maupun di daerah,
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suaty panitia yang sifatnya interdepartemental. Oleh karena i,
fembaga vang menyelenggarakan kepulusan PUPN  tersebut
sokarang disebut Direklorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN}.
PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental yang
'mengzzrz.zs plutang negara yang berasal dari instansi pemeriniah

atau badan-badan vang dikuasai negara.

Anggota PUPN berasal da%’i unsur pejabat Departemen Keuangan
sebagal anggota, Departenien Pertahanan dan Keamanana sebagal
anggota, Kejaksaan sebagai anggota dan wakil dari Bank indonesia
sebagal anggota dan ketua merangkap anggeta. Ketua PUFPN
merangkap sebagai Direkiur Jenderal Kekayaan Negara. Ketua
PUPN diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden.
PUPN Pusat berkedudukan di Jakarta, sedangkan PUPN Cabang
mempunyai kedudukan di setiap Kantor Pelayanan Kekaygan
Negara dan Lelang (KPKNL). PUPN mempunyai tugas dan
wewenang diantaranya pengurus piutang negara atau utang kepada
Negara yaitu jumlah uvang yang waijib dibayar kepada Negara
(instansi Pemerintah) atau Badan Usaha Negara yang modal atau
kekayaannnya sshagian atau seluruhnya milik Negara baik di pusat

maupun di daerah.

Universitas indonesia

Peranan Mahkamah..., Arlianti Vita, FH Ul, 2009




135

Piutang negara yang bermasalah atau kredit macet timbul bukan
karena adanya Pasal 12 Ayat (2), karena pasal tersebut
memberikan kewenangan khusus kepada PUPN hanya untuk
mengurus piutang negara (diantaranya kredit macet) yang telah
terjadi dan telah diserahkan oleh instansi pemerintah dan badan
negara/daerah. Masalah kredit macet dapat terjadi akibat dari tidak
dilaksanakannya proses dan prosedur pembuatan perjanjian kredit
(termasuk perjanjian tambahannya) dengan benar, seperti: kredit
tidak dijamin dengan barang jaminan yang benar (atau fikiif),
sehingga pada saat akan dilakukan penutupan atas kredit macet
dengan penjualan barang jaminan tersebut tidak bisa dipenuhi.
Piutang negara yang diserahkan pengurusannya kepada PUPN
adalah piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut
hukum. Cara penyelesaian piutang negara berdasarkan Undang-
Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 dilakukan dengan membuat
Pernyataan Bersama yang berirah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa" antara Ketua PUPN dengan
Penanggung Hutang (debitor) yang memuat kata sepakat antara
mereka tentang jumlabh hutang yang masih harus dibayar dan
memuat pula kewajiban penanggung hutang untuk melunasi
hutangnya. Pemyataan Bersama ini mempunyai kekuatan

pelaksanaan seperti putusan hakim dalam perkara perdata dan
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pelaksanaannya dijalankan dengan surat paksa yang mempunyai
kekuatan hukum sama seperti putusan hakim yang telah
berkekuatan hukum tetap (vide Pasal 10 berikut Penjelasannya dan
Pasal 11 Angka 3 (1), (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun

1860 tentang Panitia Urusan Piutang Negara).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 48 Prp. Tahun
1860 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, maka nenguﬁzs&n
penyelesalan piutang negara terhadap penanggung hutang
(debitor) yang tidak kooperatif atat;l nakal, dapat dilakukan secara
cepat, efektif dan efisien. Karena itu Panitia Urusan Piutang Negara
(PUPN) diberikan kewenangan untuk menerbitkan surat paksa,
penyitaan bahkan dapat melakukan paksa badan {gilzeling)
kepada penanggung hulang {debitory jika tdak melunasi
kawajibannya sebagaimang dituangkan dalam Pemyataan Bergama
tersghul. PUPN sampgi saal ini masih ada dan telap melaksanakan
tugasnya sesual dengan Fasal 4 UU Nomor 49 Prp Tahun 1960
tentang PUPN, yaitu mengurus Piutang Negara yang adanya dan
besarmya telah pasti menurut  hukum tetapi penanggung
hutangnya (Debitor) tidak melunasi sebagaimana mestinya, yang
diserahkan oleh Pemerintah atau Badan-badan yang dikuasai oleh

Negara.
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Dalam mengajukan permchonan pengujian materiil Pasal 12 ayat
{2} UU Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN terhadap Pasal 28
huruf i ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, pemohon dalam
permohonannya menyatakan bahwa dengan berfakunya
ketentuan Pasal 12 Ayal {2) UU Nomor 49 Pip Tahun 1960
tentang PUPN, vang menyatakan bahwa Dalam hal seperd
dimaksudkan dalam Ayat {1} pasal ini, maka dilarang menyerahkan
pengurusan piutang negara kepada Pengacara, maka hak danjatau
kewenangan  konstitusionainya  dirugikan, dan  dianggap
bertentangan dengan ketentuan Pasal 281 Ayat {2} Undang-

Lindang Dasar 1845,

Pengacara tidak boleh mengurus, menagih piutang negara seperti
vang dilakukan oleh PUPN, karena pengurusan Piutang Negara
cleh PUPN dilakukan berdasarkan kewenangan khusus yang
diberikan oleh undang-undang, vaitu mengeluarkan Surat Paksa
yang barkepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa”, meminta bantuan Jaksa apabila terbukii ada penyalahgunaan
pemakaian loedit oleh pihak penanggung hutang {Debitor),
Pengacara juga tidak dapat menjadi anggota PUPN, karena PUPN
adalah paniia yang  bersifat  interdepartemental  yang
keanggx}taa;}\nya terdiri dari pejabat-pejabat pemerintah [vide Pasal

2 Ayat {3} UU Nomor 48 Prp Tahun 1860 tentang PUPNL
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Sesual dengan ketentuan Pasal 51 Ayat (1} Undang-Undang Nomor

24 Tahun 200'3 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa Pemohon

adalah pihak vyang menganggap hak dan/atau  kewenangan

konstitusionainya  dirugikan oleh berlakunya undang-undang,
vaitu ;

8. perorangan warga negara Indonesia;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesual dengan perkembangan masyarakat dan pringip MNegara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

¢. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara.

3. Dalam Undang-Undang Dasar 1845 selelah dilakukan amandemen
terdapat ketentuan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi
dalam menjalankan Peradilan Tatanegara sebagai berikut:'®

a. menguii undang-undang terbadap undang-undanyg dasar;

b. memulus sengketa kewsanangan lembaga-lembags negara;

. memutus permbubaran partai politik;

d. memufus perselisihan fentang hasil pemiiihan umum;

P2 Pasal 24C ayat (3} dan ayat (2} Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Mahkamah
Konstinsl,
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e. memutus pendapat DPR tentang dugaan peianggaran oleh
Presiden dan/atau Wakil Presiden dan memutus pendapat
DPH bahwa Presiden danfatau Wakil Presiden tidak lagi
memenuhi  syaral  sebagai  Presiden danfatau  Waldl

Presiden,

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1845,

Secara khusus, wewenang Mahkamah Konstitusi adalah dapat

dirinci sebagal berikut: 1

a. Menguji undang-undang {erhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945;

b. Memutas sengketa kewenangan Ilembaga negara vang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara
republik Indonesia tahun 1945;

c. Memutus pembubaran partai politik; dan

d.  Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

8 i danesia. Undeng-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tsnfang Mahiamah Konstitusi, Pasal 10,
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Mahkamah Konstitusi wajlb memberi putusan atas pendapat
DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah
melakukan  pelanggaran  hukum  berupa pengkhianatan
terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat
lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau Wakil Presiden
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia tahun 1945,

Lebih lanjul berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi R,

pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbut

karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 81 Ayat {1)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 lentang Mahkamah

Konstitusi, harus mermenuhi lima syarat valtu, sebagai berikut;

a‘

adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945,

hak konstitusional Pemohon tersetut dianggap cleh Pemohan
telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;

kerugian konstitusional Pemchon vang dimaksud bersifat
spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat polensial
yang menuwrul penalaran vang walar dapal dipastikan akan

terjadi;
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d. adanya hubungan sebab akibat {causal verband} antara
kerugian dan berakunya undang-undang yang dimohonkan
untuk diufi;

€. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya
permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak

akan atau tidak lagi terjadi.

Pasal 240 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa
kewenangan lembaga negara vang kewenangannya diberikan oleh
Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan

memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
fentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah
rKonstitusi berwenang mengadili pada tingkat perlama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dagar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
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Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi
berwenang untuk melakukan pengujian materil atas Pasal 12 Ayat
{2) Undang-Undang Nomor 48 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia
Urusan Piutang Negarg terhadap Pasal 28 huruf | Ayat {2) Undang-

Undang Dasar 1945,

Dalam Pasal 28 huruf | Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
disebutkan bahwa Sefiap orang berhak bebas dari periakuan yang
hersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan

periindungan terhadap periakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Diskriminasi merupakan suatu tindakan pembedaan yang dilakukan
secara tak adil,. Memperlakukan orang dengan keadilan dan
kejujuran merupakan bagian dari tanggung jawab kita sebagai
manusia yang bermasyarakat. Kita pun dituntut berdid di depan
umurm untuk hat yang benar.

Sehubungan dengan anggapan para Pemchon yang menyatakan
bahwa ketentuan Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Prp.
Tahun 1960 lentang Panitia Urusan Piutang Negara, yang
menyalakan, Dalam hal seperli dimaksudkan dalam Ayvat (1)
pasal ini, maka dilarang  menyerahkan  pengurusan pivtang
negara kepada Pengacara®, dianggap bertentangan dengan Pasal
281 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, yang menyatakan: "Seliap orang berhak bebas dari
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perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak
mendapatkan perlindungan Yerhadap perlakuan yang bersifat

diskriminatff it

Keberadaan Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp.
Tahun 1960 tidak mengurangl peranan advokat sebagaimana diatur
dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 ”Z”aimp 2003 tentang
Advokat karena tugas profesi advokal adalah membela perkara,
sedangkan Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun
1960 tidak mengatur mengenai perkara. Yang harus dibela advokat
adalah perkara yang menjadi tanggung jawabnya, dalam Pasal 12
Ayat {2} Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1980, mengenai
urusan piutang negara bukan tanggung jawab advokat, tetapi
fanggung jawab negara vang dalam pelaksanaannya diserahkan

kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

Berdasarkan pertimbangar: tersebut di stas maka Ketentuan Pasal
12 Ayat (2} Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tabun 1860 tidak
bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan sebagai akibainya maka
Ketentuan Pasal 12 Ayat (2) juga tidak bertentangan dengan Pasal
28| Ayat @) Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia

Tahun 1945,
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Dengan telah diterbitkannya berbagai peraturan perundang-
undangan yang baru, Khususnya dengan persoalan penyelesaian hutang
bermasalah atau kredit macet (non performing loan) pada Bank-bani
BUMN yang diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme kaorporasi, dapat
dikatakan sudah mereduksi maksud semula dari UU Nomor 49 Prp
Tahun 1860 tentang PUPN. Seharusnya, permasalahan yang pemah
dihadapi para Pemohon berkenaan dengan penolakan pf{}gzg}sainyé ke
suatu Bank BUMN tidak ada kaftan dengan ketentuan Pasal 12 Ayat (2)
UU Nomor 49 Prp Tahun 1960 fentang PUPN. Akan tetapi, karena
berbagai peraturan perundang-undangan pelaksanaannya telah berubah
dari maksudnya semula, sehingga tidak terdapat lagi halangan bagi
profesi advokat untuk menjadi kuasa BUMN (corporate)} apabila ditunjuk
sesual dengan peraturan vang berlgku, Namun, karena dergjat peraturan-
peraturan pelaksanaan dimaksud lebih rendah dari pada UU Nomor 49
Prp Tahun 1880 tentang PUPN, maka peraturan-peraturan dimaksud
tidak menghapuskan keberadaan Pasal 12 Ayat {2) UU Nomor 49 Prp
Tahun 1860 entang PUPN,

Ketentuan Pasal 12 Ayat {2) UU Nomor 49 Prp Tahun 1960
tentang PUPN tersebut tidak berlebihan, tetapi tidak berarti bahwa
ketentuan dimaksud bersifat diskriminatif, sebagaimana didalitkan oleh
para Pemachon yang menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan

dengan Pasal 28l Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1845 vang berbunyi,
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“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminalif atas
dasar apa pun dJdan berhak mendapatkan perfindungan terhadap
periakuan yang bersifat diskriminatif iy, Mamang para Pemohon tepat
dalam memberikan pengertian diskriminatif terssebuf dengan mengutip
Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia yang berbunyi, “Diskriminasi adalah setiap pembatasan,
pelecehan, atay pengucilan yang langsung ataupun lak Jangsung
didasarkan pada pembedaan manusia alas dasar agama, suky, ras,
dinik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin,
bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan
atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi
manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun
kolektif dalam bidang politik, ekononi, hukum, sosial, budaya dan aspek
kehidupan fainnya”, Dalam hal ini, para Pemachon mendalilkan periakuan
disknminatif dimaksud dalam siatus sosial dari Pemohon  sebagal
Advokat. Tetapl dall para Pemohon tidak tepal, karena profesi
advokat/pengacara bukanlah status scsial sebagaimang didalitkan para
Pemohon. Sementara ifu, Pasal 12 Ayat (2) UU Nomor 48 Prp Tahun
1960 tentang PUPN yang berisi larangan menyerahkan urusan piutang
negara kepada pengacara {advokat) karena hal itu oleh undang-undang
telsh diserahkan kepada PUPN yang bersifat interdepartemental yang

keanggotaannya terdiri darl psjabal-psiabat pemerintah, Karena iy,
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perbedaan kewenangan yang diberikan kepada PUPN dengan hak
profest pengacara/advokat tidak dapat dibandingkan satu dengan yang
lain dan dijadikan ukuran adanya diskriminasi sebagaimana dimaksud
Pasal 28! Ayat (2} Undang-Undang Dasar 1945 junclo Pasal 1 Angka 3
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1888 tentang Hak
Asasi Manusia, karena larangan tersebut beraku juga kepada semua
pihak ketiga di luar advokat/pengacara. Dengan demikian, Pasal 12 Ayat
{2) UU Nomor 49 Prp Tahun 1860 fentang PUPN tidak berentangan
dengan Pasal 28] Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1845,

Dengan telah diterbitkannya berbagal peraturan perundang-
undangan yang baru, khususnya dengan persoalan penyelesaian hutang
bermasalah atau kredit macet {non performing loan) pada Banlk-hank
BUMN vang diserahkan sepenuhinya kepada mekanisme korporasi, dapat
dikatakan sudah mereduksi maksud semula dari UL Nomor 48 Prp
Tahun 1960 tentang PUPN. Seharusnya, permasalahan yang pemah
dihadapi para Pemohon berkenaan dengan penolakan proposalnya ke
staty Bank BUMN fidak ada kaitan dengan ketentuan Pasal 12 Ayat {2}
UL Nomor 48 Prp Tehun 1960 lentang PUPN. Akan felapi, karena
berbagai peraturan psrundang-undangan pelaksanaannya telah berubah
dari maksudnya semula, sehingga tidak terdapat lagi halangan bagi
profesi advokat uniuk menjadi kuasa BUMN {corporate} apabila ditunjuk

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, karena derajat peraturan-

Ldversitas Indonesia

Peranan Mahkamah..., Arlianti Vita, FH Ul, 2009



147

peraturan pelaksanaan dimaksud lebih rendah darn pada UU Nomor 49
Prp Tahun 1960 tentang ?QS’N, maka peraturan-peraturan dimaksud
tidak menghapuskan keberadaan Pasal 12 Ayat {2) UU Nomor 49 Prp
Tahun 1960 tentang PUPN.

. Saran
Dalam tesis ini telah diuraikan tentang beberapa permasalahan
dan teori-lecri mengenai Peranan Mahkamah Konstilusi Dalam

Pengujian Materill Atas Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomeor 49 Prp.

Tahun 1960 Tentang PUPN Terhadap Pasal 28 Muruf | Ayat (2)

Undang-Undang Dasar 1945, Uniuk itu periu kiranya disampatkan

saran-saran yvang mungkin diperlukan dan berguna dalam mengatasi

permasalahan yang berkaitan dengan Peranan  Mahkamah Konstitusi

Dalam Pengujian Materiil Atas Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang

Momor 49 Prp. Tahun 1960 Tentang PUPN Terhadap Pasal 28

Huruf | Avat (8) Undang-Undang Dasar 1945, Saran fersebut antara

lain:

1. Meskipun Pasal 12 Ayat {2} UL Nomor 48 Prp Tahun 1960 tentang
PUPN tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945,
tetapl karena suasana kebatinan UU Nomor 49 Prp Tahun 1860
tentang PUPN sudah tidak sesual lagi dengan perkembangan

sekarang, sebagaimana diakul sendiri oleh Pemaerintah, maka
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sebaiknya pembentuk undang-undang perlu segera melakukan
pembaharuan atas UU Nomor 48 Prp Tahun 1860 tentang PUPN
dimaksud agar tertib hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar

1945 tertata dan teriamin,

Terkait dengan' dalil-datil yang dikemukakan para
advokat/pengacara tersebuf, karena profesi advokal/pengacara
hukanlah status sosial dan perbedaan kewsnangan yang diberikan
kepada PUPN dengan hak profesi pengacara/advokat tidak dapat
dibandingkan dan  dijadikan ukuran adanya  diskriminasi
sebagaimana dimaksud Pasal 28! Avat (2) Undang-lndang Dasar
1845 juncto Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Hak Asasi Manusia,
karena larangan tersebul berlaku juga kepada semua pihak, tidak
hanya di luar advokalfpengacara, maka periu penegasan antara
tugas-tugas pemerintah dalam penenganan kredit macet dan
pengacara sehagat suatu jabatan profesi yang memberi jasa hukum
yvang dituangkan secara tsgas dalam suatu undang-undang atau

peraturan lainnya.

Perlu segera dilakukan harmonisasi peraturan sehingga tidak
menimbulkan suatu penafsiran atau kesalah pahaman sehingga
mengakibatkan permohonan pengujian materiil seperti kasusa
tersebut antara pihak-pihak yang merasa hak konslitusionalnva

dilanggar oleh suaiu peraturan lainnya.
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Penyerahan penanganan piutang negara kepada PUPN yang
keputusannya berkekuatan eksekutorial memang sesuai dengan
keadaan zamannya, dan tidak melalui mekanisme biasa, termnasuk
larangan yang tercantum dalam Pasal 12 Ayat {2) UU Nomor 49 Prp
Tahun 1960 tentang PUPN, karena itu perlu disosialisasikan secara
luas oleh instansi yang bersangkutan dan dipahami oleh
masyarakal, terutama dalam hal ini cleh pengacara yang merasa
hak konstitusionalnya dilanggar oleh UU Nomor 49 Prp Tahun 1260
tentang PUPN.
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